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P U T U S A N
Nomor :  09 /G/2009 /PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- - - - - - Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Pa l angka  Raya  yang  

memer i k s a ,  memutus  dan  menye l e s a i k a n  Sengke t a  Tata  Usaha  

Negara  pada  Perad i l a n  Tingka t  Per t ama  dengan  aca r a  bi a s a  

yang  d i l a k s a n a k a n  d i  Gedung  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Pa l angka  Raya  Ja l a n  Ci l i k  Riwut  Km 5  Pa l angka  Raya  t e l a h  

member i kan  pu tu s a n  sebaga i  be r i k u t ,  da l am  sengke t a  

an t a r a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

N a m a                  : TITI  PURWATI,  

Kewarganega r a a n  Indone s i a ,  Peke r j a a n  

Swas t a ,  be r t empa t  t i n gg a l  d i  Ja l a n  Taman  

Ja t i  Luhur  Nomor .  33 ,   Kecamat an  Tanah  

Abang ,  Kelu r a h a n  Bendungan  Hi l i r ,  Jaka r t a  

Pusa t ,  da l am  kedudukannya  sebaga i  Direk t u r  

Utama  ber t i n d a k  un tuk  dan  a t a s  nama  se r t a  

mewaki l i  PT.  GLOBAL ASIA  PRIMA COALINDO 

MINING (GAPCO)  yang  be rkedudukan  d i  Muara  

Teweh ,  Bar i t o  Uta r a ,  Ja l a n  A.  Yani  Nomor  

152  A.  Dalam  ha l  in i  member i  kuasa  

kepada   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rudhy  A.  Lon toh ,  SH  ;  

Hal  1 dar i  82  ha l   Pu t .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Edward  N.  Lon toh ,  SH. ,  LLM  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T.  Sr i  Novia nora ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Nin i  Put r i  Wijaya ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Boaz  H.  Hutapea ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Tar i p a r  Sima njun t a k ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Manuarang  Manalu ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Ruben  Je f f r y  M.  Si r e g a r ,  SH. ,  M.Kn  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ha r ry  S.  Marpaung ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Kesemuanya  Berkewa rg an eg a r a a n  …………..

Kesemuanya  Berkewargan eg a r a a n  Indone s i a ,  

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Peke r j a a n  Advoka t  pada   Kanto r   Hukum 

LONTOH  &  PARTNERS,   Bera l ama t  d i  

Ja l a n  H.O.S .  Cokroamino t o  Nomor   47  

Menteng ,   Jaka r t a  Pusa t   be rda s a r k a n  Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t a n g g a l  22  Ju l i  2009  

Se lan j u t n y a  di s ebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PENGGUGAT ;

M e  l  a  w a  n :

1 . Nama Jabatan : BUPATI   BARITO   UTARA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat  Kedudukan : Ja l a n  Ahmad  Yani  No.  76  Muara  Teweh  

Kal iman t a n  Tengah .    Dalam    ha l  

in i   member i   kuasa    kepada  :

Juna i d i ,  SH. ,  LLM ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Tr i a  SP  I sma i l  Sa l eh ,  SH. ,  LLM ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ar i  Wahyud i  Her t a n t o ,  SH. ,  MH ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ryan  Gunawan  Lubi s ,  SH. ,  MH ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peke r j a a n  Advoka t  dan  Asi s t e n  

Advoka t  pada  Kanto r  Hukum  IKS  dan  

Par t n e r s  yang  bera l ama t  kan t o r  di  

Komplek  Bunc i t  Per s a d a  C- 5  Ja l a n  

Hal  3 dar i  82  ha l   Pu t .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Raya  Warung  Bunc i t ,  Jaka r t a  Se l a t a n  

12740  berda s a r k a n  Sura t  Kuasa  Nomor  

76 /25 /HUK  Tangga l  28  Agus tu s  2009

Se l an j u t n y a  di s ebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . TERGUGAT I  ;

2 .  Nama Jabatan : KEPALA  DINAS 

PERTAMBANGAN DAN ENERGI  KABUPATEN 

BARITO UTARA ;  - - - - - -

    Tempat  Kedudukan  : Ja l a n  Pramuka  Nomor  

27  Muara  Teweh  Kal iman t a n  Tengah .  

Dalam  ha l  in i  member i  kuasa  

kepada  :  - - - - - - -

Suband i ,  SH ………….

Suband i ,  SH,     Jaba t a n     Kepa l a  

Bag ian  Hukum  Sekre t a r i a t  Daerah  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a ,  be r a l ama t  

di  Ja l a n  Ahmad  Yani  Nomor  76  

Muara  Teweh  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Sugeng   Waluyo ,  SH.    Jaba t a n  Kepa l a  

Sub  Bag ian  Pengka j i a n  dan  

Penye l e s a i a n  Sengke t a  Hukum  pada  

Bag ian  Hukum  Sekre t a r i a t  Daerah  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a ,  be r a l ama t  

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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di  Ja l a n  Ahmad   Yani   Nomor   76  

Muara  Teweh  ;  - - - - - - - - -

Berda s a r k a n  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :  507 /TAMBEN-C/VI I I / 2 0 0 9  

Tangga l  5  Agus tu s  2009 .  

Se l an j u t n y a  d i s e bu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT 

II  ;

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Pa l angka  Raya   t e r s e b u t  t e l a h  

membaca  :  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1 Sura t  Guga t an  Pengguga t  t e r t a n g g a l  29  Ju l i  2009 ,  yang  

dida f t a r k a n  d i  Kepan i t e r a a n  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  Pa l angka  Raya  pada  t angga l  29  Ju l i  2009  dengan  

Reg i s t e r  Nomor  :  09 /G /2009 / PTUN.PLK,  sebaga imana  t e l a h  

dipe r b a i k i  pada  t angga l   19  Agus tu s  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Pene t a p a n  Ketua  Pengad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  Pa l angka  Raya  

Nomor  :  09 /PEN- MH/2009 /PTUN.PLK  tangga l  29  Ju l i  2009  

ten t a n g   Penun j uk an  Maje l i s  Hakim ;  - -

Pene t a p a n  Ketua  Pengad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  Pa l angka  Raya  

Nomor  :  09 /PEN- MH/2009 /PTUN.PLK  t angga l  16  Desember  

2009  ten t a n g  Penggan t i a n  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4  Pene t a p a n  Ketua  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

Hal  5 dar i  82  ha l   Pu t .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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09/PEN.PP / 2009 / PTUN.PLK  t angga l  29  Ju l i  2009   t en t a n g  

Pene t a p a n  Har i   Pemer i k s a a n  Per s i a p a n   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5  Pene t a p a n  Ketua  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

09 /PEN.HS/2009 / PTUN.PLK  t angga l  19  Agus tu s  2009  

ten t a n g  Pene t a p a n  Har i  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6  Berka s  Perka r a  …….….

6 Berka s  Perka r a  Nomor  :  09 /G /200 9/PTUN.PLK  bese r t a  

se l u r u h  l amp i r a n  yang  t e r d a p a t  dida l amnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 Telah  melaks an ak a n  Pemer i k s a a n  Se t empa t  (PS)  t angga l  14  

Sep t embe r  2009  ;  - - - - - -

8 Se t e l a h   memperha t i k a n   Sura t - Sura t   Bukt i   yang  

di a j u k a n   ol eh   Pengguga t ,   Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

9 Se t e l a h  mendenga r  ke t e r a n g a n  Saks i - saks i  yang  di a j u k a n  

ol eh  para  Pihak   se r t a  ke t e r a n g a n  Para  Pihak  yang  

di s ampa i k a n  d ipe r s i d a n g a n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA :

- - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa  Pengguga t  da l am  Sura t  

Guga t annya  t e r t a n g g a l  29  Ju l i  2009  yang  te r d a f t a r  d i  

Kepan i t e r a a n  Pengad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  Pa l angka  Raya  

6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pada  t angga l  29  Ju l i  2009  dengan  Reg i s t e r  Perka r a  No 

09 /G /2009 / PTUN.PLK,  se t e l a h  mela l u i  pro s e s  Pemer i k s a a n  

Per s i a p a n  Guga t a n  Pengguga t   t e l a h   di s empurn aka n   dan  

di t e r im a   o leh   Maje l i s   Hakim   pada  tangga l  19  Agus tu s  

2009  yang  mengemukakan  a l a s a n - a l a s a n  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

OBYEK  GUGATAN ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   yang   menjad i    OBYEK SENGKETA   da l am  

perka r a   in i   ada l a h  :  - - - -

“SURAT  KEPUTUSAN  BADAN/ PEJABAT  TATA  USAHA  NEGARA 

BERUPA  SURAT  PENOLAKAN MEMPROSES  PENINGKATAN IJIN  

KUASA PERTAMBANGAN ATAS  NAMA PENGGUGAT DARI  TAHAP 

EKSPLORASI  KE TAHAP EKSPLOITASI  YANG DITERBITKAN OLEH 

TERGUGAT II  YANG DIBUAT DI  BAWAH NOMOR: 407 /TAMBEN-

C/VI /2009  TERTANGGAL 25  JUNI  2009  YANG PENERBITANNYA 

DIKETAHUI  DAN  DISETUJUI  OLEH  TERGUGAT  I”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( s e l a n j u t n y a  di s ebu t  sebaga i  “ Keputusan  Peno lakan  

Peningka tan  I j i n  Kuasa  Pertambangan  Eksplora s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI /2009  Tertangga l  25  Juni  2009  Yang  

Dite rb i t k an  Oleh  Terguga t  II  Atas  Perse t u j u an  Dari  

Tergugat  I ”)

Keputu s a n  Peno l ak a n  …..……

Keputusan  Penolakan  Peningka tan  I j i n  Kuasa  Pertambangan  

Hal  7 dar i  82  ha l   Pu t .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplora s i  No. 407 /TAMBEN-C/VI /2009  Tertangga l  25  Juni  

2009  Yang  Dite rb i t k an  Oleh  Terguga t  II  Atas  

Perse t u j u an  Dari  Tergugat  I  Bers i f a t  Konkri t ,  

Ind iv i dua l  Dan  Fina l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  ob j ek  sengke t a  berupa  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan   Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a ngg a l  25  Jun i  

2009  Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  

Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I  merupakan  Keputu s a n  

Ta ta  Usaha  Negara  yang  ber s i f a t  konk r i t ,  

ind i v i d u a l  dan  f i n a l  se r t a  dapa t  menimbu lk an  

AKIBAT HUKUM bag i  PENGGUGAT sebaga imana  d imaksud  

da l am  Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  Republ i k  

Indones i a  No.5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  terakh i r  te l ah  diubah  

dengan  Undang- Undang  Republ i k  Indones i a  No.9  Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

yang  berbuny i  :  “Kepu tu s an  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  sua t u  pene t apan  t e r t u l i s  yang  di ke l u a r k a n  

ol eh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber i s i  t i n da kan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  

berdas a r k an  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u ,  yang  ber s i f a t  konkr i t ,  ind i v i d u a l ,  dan  

f i n a l ,  yang  menimbu l kan  ak iba t  hukum  bag i  

8
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se s eo r ang  a tau  badan  hukum  perda t a ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Kepu tu s a n  Ta ta  Usaha  Negara  aquo  te l a h  

nya t a - nya t a  ada ,  sudah  berwu j ud ,  t i d a k  ber s i f a t  

abs t r a k  dan  sudah  t en t u  ada  dan  dapa t  

di t e n t u k a n ,  yakn i  Kepu tu s a n  Peno l a k an  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  

Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  

Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I ,  seh i ngg a  kepu t u s a n  

te r s e b u t  ber s i f a t  KONKRIT ;  - - - - - - - - - - - -

Sura t  Kepu tu s a n  ………

Sura t  Kepu tu s a n  Ta ta  Usaha  Negara  aquo  t i d a k  

di t u j u k a n  un tuk  umum  a t au  masya r a k a t  banyak ,  

mela i n k a n  hanya  nya t a - nya t a  d i t u j u k a n  kepada  

PENGGUGAT  se l a ku  pemegang  i z i n  kuasa  

per t ambangan  eksp l o r a s i  sebaga imana   d imaksud  

da l am   Keputu s a n   Peno l a k a n   Pen ingka t a n   I j i n  

Kuasa   Per t ambangan    Eksp l o r a s i    No.  

407 /TAMBEN-C/VI / 2009  

Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  

Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I .  

Dengan  demik i a n ,  Sura t  Kepu tu s a n  aquo  t e r s e b u t  

ber s i f a t  INDIVIDUAL,  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  9 dar i  82  ha l   Pu t .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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Sura t  Kepu tu s a n  Ta ta  Usaha  Negara  aquo  sudah  

def i n i t i f  dan  t e l a h  menimbu lka n  ak ib a t  hukum 

bag i  PENGGUGAT dan  merug i k an  kepen t i n g a n  hukum 

PENGGUGAT,  ya i t u  menolak  un tuk  memprose s  

pen i ngka t a n  i j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

a t a s  nama  PENGGUGAT.  Disamping  i t u  seca r a  

pro s edu r a l ,  Sura t  Kepu tu s a n  Tata  Usaha  Negara  

aquo  t e r s e b u t  t e l a h  mempero l e h  per s e t u j u a n  dar i  

a t a s a n ny a  dan  juga  t i d a k  memer lukan  per s e t u j u a n  

in s t a n s i  l a i n ,  seh i ngg a  dengan  demik i a n  

Keputu s a n  Tata  Usaha  Negara  aquo  yang  

dike l u a r k a n  o leh  Terguga t  I I  yang  PENERBITANNYA 

t e l a h  DIKETAHUI dan  DISETUJUI  o leh  Terguga t  I  

(da l am  ha l  mana  seca r a  s t r u k t u r a l  Terguga t  I I  

be r ad a  l ang s ung  di  bawah  Terguga t  I )  sudah  

ber s i f a t  FINAL ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  PENGGUGAT ada l a h  pihak  yang  memi l i k i  kepen t i n g a n  

lang s ung  a t a s  penga j u a n  guga t a n  aquo  d ika r e n a k a n  

PENGGUGAT ada l a h  sua t u  pe r s e r o a n  t e r b a t a s  yang  

did i r i k a n  be rda s a r k a n  Hukum  Nega ra  Repub l i k  

Indone s i a  se l a k u  pemegang  iz i n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp l o r a s i  yang  te l a h  d i r ug i k a n  a t a s  adanya  

Keputu s a n  Peno l a k a n  Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp l o r a s i  No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  

Ter t a n gg a l  25  Jun i
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2009   Yang  Di t e r b i t k a n  …..……
2009  Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  

Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I .  Dengan  demik i a n ,  t e r b uk t i  

dengan  sempurna  bahwa  PENGGUGAT mempunya i  kepen t i n g a n  

da l am  penga j u a n  guga t a n  aquo  ( Poin t  d’ i n t e r e n t ,  Poin t  

d’ac t i o n )  ;  - - -

TENGGANG  WAKTU  PENGAJUAN  GUGATAN ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  j angka  waktu  penga j u a n  guga t a n  aquo  mas ih  da l am  

per i o d e / b a t a s  waktu  yang  berke s e s u a i a n  dengan   hukum 

dan  pe ra t u r a n  pe rundang - undangan  yang  be r l a k u ,  ya i t u  

mas ih  da l am  t enggang  waktu  90  ( s emb i l a n  pu luh )  har i  

t e r h i t u n g  se j a k  PENGGUGAT  MENERIMA a t au  MENGETAHUI 

adanya  Keputu s a n  Peno l a k a n  Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp lo r a s i  No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  

Ter t a ngg a l  25  Jun i  2009  Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  

I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I ,  yakn i  pada  

t angga l  29- 06- 2009  (dua  pu luh  sembi l a n  jun i  dua  r i bu  

sembi l a n ) .  Atau  dengan  ka t a  l a i n ,  t i d a k  ber t e n t a n g a n  

dengan  ke t e n t u a n  Pasa l  55  Undang- Undang  Republ i k  

Indones i a  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  terakh i r  te l ah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Republ i k  Indones i a  No.  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  11  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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ALASAN  PENGAJUAN  GUGATAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  PENGGUGAT  da l am  menga jukan  guga t a n  aquo  

d ida s a r k a n  pada  a l a s a n  bahwa  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a ngg a l  25  Jun i  2009  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  

Terguga t  I  t e l a h  d i t e r b i t k a n / d i k e l u a r k a n  seca r a  

BERTENTANGAN dengan  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u  dan  seca r a  nya t a - nya t a  juga  te l a h  BERTENTANGAN 

dengan  Asas  Umum Pemer i n t a h a n  yang  Baik  (AAUPB) ,  da l am  

ha l  in i  yakn i  Asas  Kece rma t a n  dan  Asas  Kepas t i a n  

Hukum.   Dengan  demik i a n ,   sudah  sepa t u t n y a  dan  

berke s e s u a i a n  

     dengan  hukum ……….
dengan   hukum   dan   per a t u r a n   perundang - undangan  

yang   be r l a k u  bag i   PENGGUGAT     un tuk      menga jukan  

guga t a n       aquo .      Hal     sebaga imana

PENGGUGAT  kemukakan  in i  didukung ,  dikua t k a n  dan  

berke s e s u a i a n  dengan  ke t en t u a n  da l am  Pasa l  53  aya t  (2 )  

Undang - Undang  Repub l i k  Indone s i a  No.  5  Tahun  1986  

t en t a n g  Perad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  sebaga imana  

t e r a k h i r  t e l a h  d iubah  dengan  Undang- Undang  Repub l i k  

Indone s i a  No.9  Tahun  2004  t en t a n g  Perubahan  a t a s  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten t a n g  Perad i l a n  

Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  sebaga i  be r i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12
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“ ALASAN-ALASAN yang  dapa t  d igunakan  da lam  

guga t an  sebaga imana  dimaksud  da lam  aya t  (1 )  

ada lah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepu tu s an  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

i t u  BERTENTANGAN dengan  pera t u r a n  

perundang - undangan  yang  ber l a k u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kepu tu s an  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

i t u  BERTENTANGAN dengan  asas - asas  umum 

pemer i n t a h an  yang  ba i k ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Cata t a n     :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Kata  “be r t e n t a n g a n ”  senga j a  dike t i k  dengan  

huru f  besa r ,  ce t a k  mir i ng  dan  

d iga r i s b awah i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

DASAR  PENGAJUAN  GUGATAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  perka r a  aquo ,  

PENGGUGAT  ada l a h  pemegang  KUASA  PERTAMBANGAN 

EKSPLORASI yang  SAH un tuk  bahan  ga l i a n  berupa  ba tub a r a  

( s e l a n j u t n y a  d i s e bu t  sebaga i  “ KP Eksplora s i ”)  dengan  

Hal  13  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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loka s i  per t ambangan  yang  t e r l e t a k  di  wi l ay ah  Dusun  

Tangoc i n  Desa  Lemo  I  ( s a t u ) ,  Kecamatan  Teweh  Tengah ,  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a ,  Kal iman t a n  Tengah  se l u a s  3 .858  

Ha ( t i g a  r i bu  de l a p a n  ra t u s  l ima  pu luh  de l ap a n  hek t a r )  

( s e l a n j u t n y a  di s ebu t  sebaga i   “ Lokas i   Pertambangan  –  

Muara  

Teweh” )  yang  d ibe r i k a n  ………

Teweh”)  yang  d ibe r i k a n  seca r a  SAH o leh  Bupa t i  Bar i t o  

Uta r a  ( in  casu  Terguga t  I )  pada  t angga l  22  Sep t embe r  

2005  un tuk  jangka  waktu  se l ama  2  (dua )  t ahun ,  

sebaga imana  dimaksud  da l am   Sura t  Kepu tu s a n  Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a  Nomor  188 .45 / 4 8 9 / 2 0 05  t e r t a n g g a l  22  

Sep t embe r  2005  t en t a n g  Pember i a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp l o r a s i  a t a s  nama  PT  Globa l  Asia  Pr ima  Coal i n do  

Mining  ( in  casu  PENGGUGAT)  ( s e l a n j u t n y a  di s e bu t  

sebaga i  “ SK  Pember ian  KP  Eksplora s i ”)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa  berda s a r k a n  SK Pember i a n  KP Eksp l o r a s i  t e r s e b u t ,  

maka  PENGGUGAT seca r a  SAH dan  MEYAKINKAN memi l i k i  HAK 

SEPENUHNYA un tuk  melakukan  keg i a t a n  eksp l o r a s i  d i  

Lokas i  Per t ambangan  –  Muara  Teweh .  Mohon  perha t i a n  

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  perka r a  aquo ,  

KEABSAHAN PENGGUGAT  da l am  melakukan  keg i a t a n  

eksp l o r a s i  di  Lokas i  Per t ambangan  -  Muara  Teweh  

bahkan  DIDUKUNG dan  DIKUATKAN dengan  SURAT RESMI yang  

di t e r b i t k a n  ol eh  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  di  
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Muara  Teweh  yang  d ibua t  di  bawah  No.139 /TAMPERINDAG/B 

te r t a n g g a l  25  Pebrua r i  2006  pe r i h a l  Keje l a s a n  Sta t u s  

Wilayah  Kuasa  Per t ambangan  a t a s  nama  PT  Globa l  Asia  

Pr ima  Coal i n d o  Mining  ( in  casu  PENGGUGAT)  yang  

di t e r b i t k a n  ol eh  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I )  ( s e l a n j u t n y a  d i s e bu t  sebaga i  “ Surat  Resmi  

Pemer in t ah  Kabupaten  Bari t o  Utara  No.139  Tertangga l  

25  Pebruar i  2006  Yang  Dite rb i t k an  Oleh  Bupat i  Bar i t o  

Utara ”)  yang  pada  in t i n y a  berbuny i  sebaga i  be r i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  SEPENUHNYA 

MENDUKUNG keg i a t a n  PT  Globa l  Asia  Pr ima  

Coal i n d o  ( in  casu  PENGGUGAT),  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Sta t u s  KP Ekplo i t a s i  ………….

Sta t u s  KP Eksp l o r a s i  a t a s  nama  PT  Globa l  Asia  

Pr ima  Coa l i n do  ( in  casu  PENGGUGAT) merupakan  

STATUS KP EKSPLORASI  YANG SAH sesu a i  dengan  

ke t e n t u a n  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer ik s a  perka r a  aquo ,  

Lokas i  Per t ambangan  -  Muara  Teweh  BERADA pada  Kawasan  

Hutan  Produks i ,  dan  se su a i  dengan  ke t e n t u a n  Pasa l  38  

Hal  15  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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aya t  (3 )  Undang - undang  Repub l i k  Indone s i a  No 41  Tahun  

1999  t en t a n g  Kehut an an  di s ebu t k a n  pada  in t i n y a  bahwa  

penggunaan  kawasan  hu tan  un tuk  kepen t i n g a n  

per t ambangan  d i l a k uk a n  mela l u i  pember i a n  i z i n  p in j am  

paka i  o leh  Mente r i  dengan  memper t imbangkan  ba t a s a n  

lua s  dan  j angka  waktu  t e r t e n t u  se r t a  ke l e s t a r i a n  

l i n g kungan .  Dengan  demik i a n ,  merupakan  ha l  yang  

berke s e s u a i a n  dengan  hukum  dan  pera t u r a n  perundang -

undangan  yang  ber l a k u  bag i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  

Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Para  Terguga t )  un tuk  

menga jukan :  ( i )  pe rmohonan  rekomenda s i  i j i n  pin j am  

paka i  a t a s  kawasan  hu t an  kepada  Gubernu r  Kal iman t a n  

Tengah  d i  Pa l angka r a y a  aga r  Gubernu r  Kal iman t a n  

Tengah  member i k a n  rekomenda s i  i j i n  pin j am  paka i  

kawasan  hu t an  kepada  PENGGUGAT  guna  memenuh i  

per s y a r a t a n  pene rb i t a n  i j i n  pin j am  paka i   yang  akan  

di a j u k a n  kepada  Mente r i  Kehu t an an ,  dan  ( i i )  seka l i g u s  

mendukung  dan  member i k a n  rekomenda s i  i j i n  p in j am  

paka i  kawasan  hu tan  kepada  PENGGUGAT.  Sebaga imana  

seca r a  ber t u r u t - tu r u t  d imaksud  da l am  Sura t  Resmi  yang  

di t e r b i t k a n  ol eh  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  di  

Muara  Teweh  yang  dibua t  di  bawah  No.  

882 /TAMPERINDAG/B  t e r t a n g g a l  21  Nopember  2006  yang  

di t e r b i t k a n  ol eh  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I )  ( s e l a n j u t n y a   d i s e bu t   sebaga i   “ Surat  

Resmi  Pemer in t ah  Kabupaten  Bari t o  Utara    No.   882  

Tertangga l   21   Nopember   2006   Yang   Dite rb i t k an  

16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh  

Bupa t i  Bar i t o  Uta r a ” )  ……….
Bupat i  Bar i t o  Utara ”)  dan  Sura t  Resmi  yang  

di t e r b i t k a n  ol eh  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  di  

Muara  Teweh  yang  dibua t  di  bawah  No.  322 /049 / 2 007  

te r t a n g g a l  20  Pebrua r i  2007  yang  d i t e r b i t k a n  o leh  

Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Terguga t  I )  ( s e l a n j u t n y a  

di s ebu t  sebaga i  “ Surat  Resmi  Pemer in t ah  Kabupaten  

Bari t o  Utara  No.322  Tertangga l  20  Pebruar i  2007  Yang  

Dite rb i t k an  Oleh  Bupat i  Bar i t o  Utara ”)  yang  berbuny i  

sebaga i  be r i k u t :

Sura t  Resmi  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  No.882  

Ter t a n gg a l  21  Nopember  2006  Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  

Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  :  - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Berdasa r k an  Sura t  Kepa la  Dinas  dan  Kehu tanan  dan  

Perkebunan  Kabupa t e n  Bar i t o  Utara  Nomor  :  

848 /DISHUTBUN/IV /X I / 2 0 06  tangga l  18  Nopember  2006  

per i h a l  Te laah  Area l  Kuasa  Per t ambangan  PT Globa l  

As ia  Pr ima  Coal i n do  Mining  dan  Sura t  Direk t u r  PT  

Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  Mining  Nomor  :  

034 /GAPCO/XI / 2 006  per i h a l  Rekomendas i  maka  ber sama  

in i  kami  sampa i k an  beberapa  ha l  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - -

1 . …. ….

2. …. ….

3.  …. …. 

Hal  17  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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4.  Untuk  melengkap i  per s ya r a t a n  mendapa t k an  I j i n  

Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan  maka  KAMI MEMOHON 

KEPADA BAPAK GUBERNUR AGAR DAPAT  MEMBERIKAN 

REKOMENDASI kepada  Mente r i  Kehu tanan  sebaga i  

prose s  lan j u t a n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 .  Pada  pr in s i p n y a  PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 

UTARA MENDUKUNG SEPENUHNYA keg i a t a n  yang  mengacu  

kepada  ke t e n t u a n  dan  pera t u r a n  yang  ber l a k u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cata t a n     :  ……….

Cata t a n     :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kata - ka t a  “kami  memohon  kepada  bapak  gube rnu r  aga r  

dapa t  member i k a n  rekomenda s i ”  dan  “pemer i n t a h  

kabupa t e n  bar i t o  u ta r a  mendukung  sepenuhnya ”  

senga j a  d ike t i k  dengan  huru f  besa r ,  ce t a k  t eba l  

dan  diga r i s b awah i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Resmi  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  No.  

322  Ter t a ngg a l  20  Pebrua r i  2007  Yang  Di t e r b i t k a n  

Oleh  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 “Menun juk  Sura t  Direk t u r  Utama  PT  Globa l  As ia  

Pr ima  Coal i n do  Mining  No.034 /Gapco /X / 2 0 06  tangga l  

18  Nopember  2006  per i h a l  Rekomendas i  PADA 

PRINSIPNYA PEMERINTAH  KABUPATEN  BARITO  UTARA 

MENDUKUNG SEPENUHNYA DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI 

kepada  PT Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  Mining  UNTUK 

MEMPEROLEH IZIN  PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN sesua i  

ke t e n t u a n  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u ,  dengan  per t imbangan  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT  Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  Mining  t e l a h  

mempero l e h  I z i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

berdas a r k an  Kepu tu s an  Bupa t i  Bar i t o  Utara  Nomor;  

188 . 45 / 4 8 9 / 2 0 05 ,  dengan  lua s  area l  3 .858  Ha  

te r l e t a k  di  dusun  Tangoc i n  Desa  Lemo I  Kecamatan  

Teweh  Tengah  Kabupa t e n  Bar i t o  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasa r k an  Pe ta  RTRWP Prop i n s i  Kal iman t a n  Tengah  

Tahun  2003  PT Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  Mining  

SELURUHNYA BERADA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI  

(HP)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasa r k an  Peta  Area l  Ker ja  I z i n  Pemanfaa t a n  

Has i l  Hutan  dan  Kayu  Pada  Hutan  Alam  ( IUP  HHK)  

Dinas  Kehu tanan  dan  Perkebunan  Kabupa t e n   Bar i t o  

Utara  ol eh  PT  Dasa   In t i g a  dan  PT  Bina  Mul t i  

Alam 

Hal  19  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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Les t a r i  area l  PT ………..

Les t a r i  area l  PT  Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  

Min ing  hanya  sek i t a r  250  Ha masuk  ke  area l  eks  

PT  Dasa  In t i g a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berkenaan  dengan  per i h a l  t e r s e b u t  d i  a ta s ,  maka  PT  

Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  Mining  da lam  mengurus  

I z i n  Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan  waj i b  

berkoo rd i n a s i  dengan  Pemegang  IUP  HHK PT  Dasa  

In t i g a  ;  - - - - -

Untuk  melengkap i  per s ya r a t a n  mendapa t k an  I z i n  

Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan ,  maka  KAMI  MOHON 

KEPADA  BAPAK  GUBERNUR  AGAR  DAPAT  MEMBERIKAN 

REKOMENDASI  kepada  PT Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  

Min ing  un tuk  pros e s  se l an j u t n y a  ke  Mente r i  

Kehu tanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik i an  di s ampa i k an  a ta s  perha t i a n  dan  

ker j a s ama  yang  ba i k  diucapkan  t e r imaka s i h  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bupat i  Bar i t o  Utara

t t d

H.  Achmad Yul i an s yah ,  

MM”
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Cata t a n :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kata - ka t a  “pada  pr i n s i p n y a  pemer i n t a h  kabupa t e n  

bar i t o  ut a r a  mendukung  sepenuhnya  dan  member i k a n  

rekomenda s i ” ,  “un t uk  mempero l e h  i z i n  pin j am  paka i  

kawasan  hu t an ” ,  “se l u r u h ny a  be rad a  pada  kawasan  

hu tan  produks i ”  dan  “kami  mohon  kepada  bapak  

gube rnu r  aga r  dapa t  member i k a n  rekomenda s i ”  senga j a  

d ike t i k  dengan  huru f  besa r ,  ce t a k  t eba l  dan  

d iga r i s b awah i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mohon  perha t i a n  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  

perka r a  aquo ,  pada  tangga l  24  Mei  2007  Gubernu r  

Kal iman t a n  Tengah  menerb i t k a n  su r a t  re smi       yang  

dibua t      d i    bawah    nomor  :  540 /903 /EK  per i h a l  

Permohonan  

Rekomendas i  Pin j am  ……….

Rekomendas i  Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan  un tuk  

Eksp l o i t a s i  a t a s  nama  PT  Globa l  Asia  Pr ima  Coa l i n do  

Mining  yang  di r e s p o n  o leh  Kepa l a  Dinas  Kehut ana n  

Pemer i n t a h  Prop i n s i  Kal iman t a n  Tengah  dengan  su r a t  

re sm i  yang  dibua t  d i  bawah  No.522 / 1683 / 1 . 0 3 / 6 / 2 0 0 7  

te r t a n g g a l  25  Jun i  2007  pe r i h a l  Per t imbangan  Tekn i s  

Hal  21  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan  a t a s  nama  PT Globa l  Asia  

Pr ima  Coal i n d o  Mining  ( s e l a n j u t n y a  di s e bu t  sebaga i  

“ Surat  Resmi  Pemer in t ah  Propin s i  Kal imantan  Tengah  

No.522  Tertangga l  25  Juni  2007  Yang  Dite rb i t k an  Oleh  

Kepala  Dinas  Kehutanan ”)  yang  TEMBUSANNYA juga  

di s ampa i k a n  kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I ) ,  yang  pada  in t i n y a  menga t ak a n  bahwa  pada  

pr i n s i p n y a  kepada  PT  Globa l  Asia  Pr ima  Coa l i n do  

Mining  dapa t  d ibe r i k a n  REKOMENDASI sebaga i  

ke l engkapan  pe r s y a r a t a n  pros e s  IJIN  PINJAM PAKAI 

KAWASAN HUTAN d i  Depar t emen  Kehut an an  cq  Badan  

Plano l o g i  Kehu t anan .  Adapun  Sura t  Resmi  Pemer i n t a h  

Prop i n s i  Kal iman t a n  Tengah  No.522  Ter t a ngg a l  25  Jun i  

2007  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Kepa l a  Dinas  Kehut ana n  berbuny i  

sebaga i  be r i k u t :

“Sehubungan  dengan  Sura t  Gubernur  

Kal iman t a n  Tengah  Nomor:  540 /903 /EK  

tangga l  24  Mei  2007  per i h a l  Permohonan  

Rekomendas i  Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan  

un tuk  Eksp l o i t a s i  a ta s  nama PT Globa l  

As ia  Pr ima  Coal i n do  Min ing ,  maka  

ber sama  in i  kami  sampa i k an  beberapa  
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hal  sebaga i  ber i k u t :

… …

… …

… …

Berdasa r k an  Te laahan  t e r hadap  Peta  RTRWP 

Kal iman t a n  Tengah   PERDA No.8  Tahun  

2003 ,  dapa t  di i n f o rma s i k a n  bahwa  AREAL 

KUASA PERTAMBANGAN PT GLOBAL ASIA 

PRIMA COALINDO MINING se l u a s  + 3 .858  

Ha merupakan  KAWASAN HUTAN PRODUKSI 

(HP)  dan  d i  da lam  area l  IUPHHK-HA PT  

Dasa  In t i g a  se l u a s  + 2 .357  Ha.

Berdasa r k an  Pasa l  38  Undang- undang  41  

Tahun  1999  t en t a n g  Kehu tanan ,  

di t e n t u k a n  bahwa  penggunaan  kawasan  

hu tan  un tuk  pembangunan  di  lua r  

keg i a t a n  kehu t anan  di l a k u k an  mela l u i  

pember i a n  i j i n  pin j am  paka i  tanpa  

mengubah  fung s i  pokok  kawasan  hu tan .

Berdasa r k an  Pera t u r a n  Mente r i  Kehu tanan  

Nomor  P.64 /Menhu t - I I / 2 0 0 6  t en t a ng  

Pedoman  Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan ,  

permohonan  pin j am  paka i  kawasan  hu tan  

di l e n g k ap i  an ta r a  la i n :

Rekomendas i  Gubernur  yang  

dida s a r k a n  pada  Per t imbangan  

Tekn i s  dar i  Ins t a n s i  yang  

Hal  23  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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membidang i  Kehu tanan .

Pernya t a an  kesanggupan  un tuk  

memenuh i  semua  kewaj i b a n  dan  

menanggung  se l u r u h  biaya  

sehubungan  dengan  permohonan  

te r s e b u t .    

PT Globa l  As ia  Pr ima  Coal i n do  Mining  

menga ju kan  Permohonan  Rekomendas i  I j i n  

Pin j am  Paka i  Kawasan  Hutan  se l ua s  + 

3 .858  Ha un tuk  Eksp l o r a s i  Bahan  Gal i an  

Batubara  yang  PADA PRINSIPNYA KEPADA 

PT GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING 

DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI 

KELENGKAPAN PERSYARATAN PROSES IJIN  

PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN di  

Depar t emen  Kehu tanan  cq  Badan  

Plano l o g i  Kehu tanan .

Demik i an  ha l - ha l  yang  dapa t  kami  

sampa i kan  sebaga i  bahan  per t imbangan ,  

ata s  perha t i a n  Bapak  Gubernur  

diucapkan  t e r imaka s i h .   

Kepala  Dinas ,

t t d

Anang  Aci l  Rumbang

Pembina  Utama Muda

NIP.  710  001  131
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Cata t a n :

Kata - ka t a  “a r e a l  kuasa  per t ambangan  PT Globa l  

Asia  Pr ima  Coal i n do  Mining”  dan  “kawasan  

hu t an  produk s i  pada  pr i n s i p n y a  kepada  PT 

Globa l  Asia  Pr ima  Coal i n d o  Mining”  dan  “dapa t  

dibe r i k a n  rekomenda s i  sebaga i  ke l e ngkapan  

per s y a r a t a n  pros e s  i j i n  pin j am  paka i  kawasan  

hu t an” s e ng a j a  dike t i k  dengan  huru f  besa r ,  

ce t a k  t eba l  dan  diga r i s b awah i .

Mohon  perha t i a n  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  

perka r a  aquo ,  berda s a r k a n  su r a t - su r a t  re sm i  

sebaga imana  t e l a h  PENGGUGAT jaba r k a n  d i  a t a s  yakn i :

Sura t  Resmi  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

No.139  Ter t a ngg a l  25  Pebrua r i  2006  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  

casu  Terguga t  I ) ;

Sura t  Resmi  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

No.882  Ter t a ngg a l  21  Nopember  2006  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  

casu  Terguga t  I ) ;

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  No.322  

Ter t a ngg a l  20  Pebrua r i  2007  Yang  Di t e r b i t k a n  

Oleh  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Terguga t  

I ) ;  dan

Hal  25  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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Sura t  Resmi  Pemer i n t a h  Prop i n s i  Kal iman t a n  

Tengah  No.522  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2007  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Kepa l a  Dinas  Kehutan an ,  

maka  dipe r o l e h  sua t u  FAKTA HUKUM yang  t i d a k  

dapa t  d iban t a h  dengan  da l i h - da l i h  apapun  

juga  bahwa  :

MEMANG BENAR Pemer i n t a h  Kabupa t e n  

Bar i t o  Uta r a  SEPENUHNYA MENDUKUNG 

keg i a t a n  usaha  per t ambangan  PT 

Globa l  Asia  Pr ima  Coal i n d o  Mining  d i  

Lokas i  Per t ambangan  –  Muara  Teweh  ;

MEMANG BENAR s t a t u s  wi l ay ah  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp lo r a s i  a t a s  nama  

PENGGUGAT merupakan  STATUS  WILAYAH 

KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  YANG 

SAH menuru t  hukum  dan  pera t u r a n  

perundang - undangan  yang  ber l a k u  ;  

dan

MEMANG BENAR Lokas i  Per t ambangan  -  

Muara  Teweh  BERADA pada  KAWASAN 

HUTAN PRODUKSI menuru t  hukum  dan  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u .

Mohon  perha t i a n  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  

perka r a  aquo ,  pada  tangga l  8  Agus tu s  2007  Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Terguga t  I )   SECARA SAH t e l a h  

MENERBITKAN Sura t  Kepu tu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  

26
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No.188 . 4 5 / 5 3 5 / 2 0 0 7  t en t a n g  Perpan j a n g a n  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp l o r a s i  a t a s  nama  PT  Globa l  Asia  

Pr ima  Coa l i n do  Mining  un tuk  jangka  waktu  se l ama  1  

( s a t u )  t ahun  ( s e l a n j u t n y a  di s e bu t  sebaga i  “ SK 

Perpanjangan  Eksplora s i ”) ,  yang  TEMBUSANNYA juga  

di s ampa i k a n  kepada  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  d i  Muara  Teweh  ( in  casu  

Terguga t  I I ) .  Dengan  demik i a n ,  hingga  t angga l  8  

Agus t u s  2008  PENGGUGAT memi l i k i  HAK PENUH dan  MUTLAK 

untuk  melan j u t k a n  keg i a t a n  eksp l o r a s i  d i  Lokas i  –  

Per t ambangan  Muara  Teweh  ;

Se l an j u t n y a  guna  meningka t k a n  keg i a t a n  usahanya  maka  

PENGGUGAT menga juk an  Permohonan  Pen ingka t a n  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp l o i t a s i  guna  ke l a n j u t a n  perkembangan  

keg i a t a n  usaha  per t ambangan  di  Lokas i  Per t ambangan  –  

Muara  Teweh  kepada  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a ,  

yakn i   kepada   Bupa t i   Bar i t o   Uta r a   ( in  casu  

Terguga t  I )   mela l u i  Kepa l a  Dinas  

Per t ambangan  dan  Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a  d i  Muara  Teweh  ( in  casu  Terguga t  I I )  dengan  

su r a t - su r a t ,  yakn i  Sura t  GAPCO No.204 /GAPCO/X/2007  

tangga l  31  Oktobe r  2007 ,  Sura t  GAPCO 

No.96 /GAPCO/X/2007  tangga l  5  Oktobe r  2007 ,  dan  Sura t  

GAPCO  No.186 /GAPCO/IV/2007  t angga l  1  Apr i l  2008  

per i h a l  Permohonan  Pen ingka t a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp l o i t a s i  dengan  melampi r k a n /memenuh i  sega l a  

Hal  27  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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ke t en t u a n  per s y a r a t a n - per s y a r a t a n  menuru t  hukum  dan  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  be r l a k u .  Namun  

a l angkah  KAGET dan  TERKEJUT - nya  PENGGUGAT karen a  

seca r a  MENDADAK dan  TIBA- TIBA Pemer i n t a h  Kabupa t e n  

Bar i t o  Uta r a  menyampa ika n  SURAT  PERINGATAN RESMI 

sebanyak  3  ( t i g a )  ka l i  kepada  PENGGUGAT  yang  

DILAKSANAKAN MELALUI Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I I )  yang  tu r u t   DIKETAHUI dan  DISETUJUI  o leh  

Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  di  Muara  Teweh  yang  pada  in t i n y a  

memer i n t a h k a n  kepada  PENGGUGAT un tuk  MENYELESAIKAN 

HAK PEMILIK  LAHAN TANAH ADAT /  HAK ULAYAT yang  

te r d a p a t  pada  Lokas i  Per t ambangan  –  Muara  Teweh  da l am  

jangka  waktu  10  ( s epu luh )  har i .   Mohon  perha t i a n  Yang  

Mul i a  Maje l i s  Hakim   yang   memer i k s a   perka r a   aquo ,  

YANG LEBIH PARAHNYA LAGI,

seanda i n y a  ha l  t e r s e b u t  t i d a k  d i l a k uk an  ol eh  

PENGGUGAT maka  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  akan  

MENOLAK MEMPROSES pe rmohonan  pen i ngka t a n  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp lo i t a s i  yang  t e l a h  di a j u k a n  ol eh  

PENGGUGAT yang  berak i b a t  menjad i  t idak  di t e rb i t k annya  

( i )  REKOMENDASI o leh  Terguga t  I I  a t a s  Permohonan  

Pen ingka t a n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o i t a s i  yang  t e l a h  

di a j u k a n  ol eh  PENGGUGAT dan  ( i i )  Kuasa   Per t ambangan  

Eksp l o i t a s i   o leh   Terguga t  I ,   a t au  seka r a ng  leb i h  

dikena l  
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dengan  nama  I j i n  Usaha  Pertambangan  Operas i  Produks i  

(Se l a n j u t n y a  d i s e bu t  sebaga i  “ IUP  OP”)  berda s a r k a n  

Undang- undang  Republ ik  Indones i a  Nomor  4  Tahun  2009  

ten t ang  Pertambangan  Minera l  dan  Energ i  ( s e l a n j u t n y a  

di s ebu t  sebaga i  “ UU PMB Tahun  2009 ”) .  Adapun  Sura t  

Per i n g a t a n  Resmi  yang  d ike l u a r k a n  o l eh  Kepa l a  Dinas  

Per t ambangan  dan  Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a  ( in  casu  Terguga t  I I )  yang  PENERBITANNYA 

di l a k uk a n  a t a s  SEPENGETAHUAN dan  PERSETUJUAN Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Terguga t  I )  t e r s e b u t  mas ing -

mas ing  dibua t  d i  bawah :

Nomor :  22 /Tamben- C/ I / 2 009  t e r t a n g g a l  14  Janua r i  2009  

per i h a l  Sura t  Per i n g a t a n  I  (Pe r t ama )  ( s e l a n j u t n y a  

cukup  di s e bu t  sebaga i  “ Surat  Per inga t an  Per tama ”) ;  

Nomor :  46 /Tamben- C/ I / 2 009  t e r t a n g g a l  24  Janua r i  2009  

per i h a l  Sura t  Per i n g a t a n  I I  (Kedua )  ( s e l a n j u t n y a  

cukup  di s e bu t  sebaga i  “ Surat  Per inga t an  Kedua ”) ;  

dan

Nomor :110 /T amben - C/ I I / 0 9  t e r t a n g g a l  16  Pebrua r i  2009  

per i h a l  Per i n g a t a n  Ket i g a  ( I I I )  ( s e l a n j u t n y a  cukup  

di s ebu t  sebaga i  “Sura t  Per inga t an  Ket iga ”)

Mohon  perha t i a n  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  

memer ik s a  perka r a  aquo ,  se t e l a h  d i s ampa i k a nnya  Sura t  

Per i n g a t a n  Per t ama ,  Para  Terguga t  pe rnah  menyampa ik an  

kepada  PENGGUGAT  per i h a l  s i a p a - s i a p a  sa j a  yang  

d imaksud  sebaga i  pemi l i k  l ahan  dan  apa  yang  menjad i  

a l a s  hak  –nya  mas ing - mas ing .  Namun sanga t  di s a y a ngkan  

Hal  29  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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karena  Para  Terguga t  menya j i k a n  kepada  PENGGUGAT ALAS 

HAK BUKTI KEPEMILIKAN l ahan  hak  u laya t  yang  TIDAK SAH 

dan  BAHKAN AMAT SANGAT BERTENTANGAN dengan  pera t u r a n  

perundang - undangan  yang  ber l a k u  a t a s  mas ing - mas ing  

p ihak  yang  mengaku  sebaga i  pemi l i k  l ahan .

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  perka r a  aquo ,  

t i n d a k a n  kesewenang - wenangan  yang  d i l a k u k an  o l eh  

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  seca r a  be r s ama - sama  

oleh  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  Energ i  Pemer i n t a h  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Terguga t  I I )  dan  

Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Terguga t  I )  semak i n  

nya t a  dengan  di t e r b i t k a n n y a  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  

Terguga t  I  yang  TEMBUSANNYA t e l a h  DILAPORKAN kepada  

Terguga t  I  o leh  Terguga t  I I ,  da l am  ha l  mana  semak i n  

membukt i k a n  akan  adanya  PERSETUJUAN da r i  Terguga t  I  

un tuk  PENERBITANNYA sebaga i  PEJABAT STRUKTURAL YANG 

SECARA  LANGSUNG  BERADA  DI  ATAS Terguga t  I I .  

Seha ru s ny a  Para  Terguga t  TIDAK  MENOLAK  un tuk  

mempros e s  permohonan  pen ingka t a n  i j i n  kuas a  

per t ambangan  eksp l o r a s i  yang  t e l a h  d ia j u k a n  o l eh  

PENGGUGAT  yang  berak i b a t   menjad i   t idak  

di t e rb i t k annya   ( i )  REKOMENDASI  o l eh  Terguga t   I I  

a t a s   Permohonan   Pen ingka t a n   Kuasa   Per t ambangan  

Eksp lo i t a s i  
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yang   t e l a h  d ia j u k a n  ol eh  PENGGUGAT dan  ( i i )  IUP  OP 

oleh  Terguga t  I .  Dengan  demik i a n  t e r b uk t i  seca r a  sah  

dan  sempurna  bahwa  ha l  yang  seha r u s n y a  d i l a k uk an  ol eh  

Para  Terguga t  ada l a h  menja l a n k a n  ke t en t u a n  hukum dan  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u ,  yakn i  

dengan  memprose s  permohonan  yang  t e l a h  d ia j u k a n  o leh  

PENGGUGAT te r s e b u t  dan  SEGERA MENYESUAIKANNYA aga r  

menjad i  I j i n  Usaha  Opera s i  Produks i  ( IUP  OP)  

berda s a r k a n  UU PMB Tahun  2009 .

Mohon  perha t i a n  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  

perka r a  aquo ,  a l a s a n  yang  d i a j u k a n  ol eh  Pemer i n t a h  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a ,  yakn i  Bupa t i  Bar i t o   Uta r a  

( in  casu  Terguga t  I )   dan  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  

dan  Energ i  

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  Terguga t  

I I )  sungguh  merupakan  a l a s a n  yang  SANGAT ANEH,  TIDAK 

MASUK AKAL dan  MENGADA-ADA meng inga t  FAKTA HUKUM yang  

ada  seca r a  sempurna  dan  nya t a - nya t a  menerangkan  bahwa  

Lokas i  Per t ambangan  -  Muara  Teweh  BERADA pada  KAWASAN 

HUTAN PRODUKSI,  dan  ka ren anya  TIDAK MUNGKIN pada  

ar e a l  t e r s e b u t  t e r d a p a t  hak  pemi l i k  l ahan  a t a s  t anah  

ada t  /  hak  ulaya t ;

Mohon  perha t i a n  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  

perka r a  aquo ,  perkenankan l a h  sebe l umnya  PENGGUGAT 

menje l a s k a n  ha l - ha l  sebaga i  ber i k u t ,  yakn i  pada  

tangga l  12  Oktober  1982 ,  Menter i  Per tan i an  Republ i k  

Hal  31  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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Indones i a  t e l a h  menge lu a r k a n  Surat  Keputusan  

No.759 /Kpt s /Um/10 / 1 982  t en t a n g  Penunjukan  Area l  Hutan  

Di  Wilayah  Propin s i  Dat i  I  Kal imantan  Tengah  Se lua s  

15 .300 . 0 00  Ha  (Lima  Belas  Juta  Tiga  Ratus  Ribu  

Hektar )  Sebaga i  Kawasan  Hutan  ( s e l a n j u t n y a  d i s e bu t  

sebaga i  “ SK Menter i ”) .  Di  da l am  SK Mente r i  t e r s e b u t  

seca r a  j e l a s  dan  tega s  t e l a h  DITUNJUK a t au  DITETAPKAN 

bahwa   Lokas i   Pertambangan  – Muara  Teweh  merupakan  

BAGIAN da r i p a d a  KAWASAN HUTAN PRODUKSI sebaga imana  

te rmak t ub  d i  da l am  pe t a  l amp i r a n  dar i  SK  Mente r i  

t e r s e b u t ,  yakn i  Pe t a  Rencana  Pengukuhan  dan  

Pena t a g un a an  Hutan  Prop i n s i  Dat i  I  Kal iman t a n  Tengah  

Se lua s  15 .300 . 0 0 0  Ha  a t au  l eb i h  dikena l  dengan  nama  

Pe t a  Ta ta  Guna  Kesepaka t a n  ( s e l a n j u t n y a  d i s e bu t  

sebaga i  “ Peta  TGHK”) .  Dalam  ha l  mana  sebe l um  

di t e t a p k a n ny a  ha l  t e r s e b u t ,  seca r a  hukum  seyog i a n y a  

te l a h  d i l a k u k an  inven t a r i s a s i  guna  menye l e ngga r a k a n  

Pengukuhan  a t a s  Kawasan  Hutan  aga r  member i k a n  

KEPASTIAN  HUKUM t e r h a d a p  sua t u  are a  a t au  dae r a h  

te r s e b u t  sebaga i  Kawasan  Hutan .  Dalam  rangka  

member i k a n  KEPASTIAN HUKUM a t a s  Kawasan  Hutan ,  maka  

Pe t a  TGHK yang  t e l a h :  ( i )  dibuat  o leh  Kepa l a  Dinas  

Kehut an an   Prop i n s i   Dat i    I    Kal iman t a n   Tengah  

dan    Kepa l a    Bala i

Plano l o g i  Kehu t anan  I I I  Banja r b a r u ,  ( i i )  di s e t u j u i  

oleh  Gubernu r /K epa l a  Daerah  Tingka t  I  Kal iman t a n  
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Tengah ,  Kepa l a  Direk t o r a t  Agra r i a  Prop i n s i  Daerah  

Tingka t  I  Kal iman t a n  Tengah  dan  Kepa l a  Kanto r  Wilayah  

Direk t o r a t  Jende r a l  Transmig r a s i  Prop i n s i  Daerah  

Tingka t  I  Kal iman t a n  Tengah ,  dan  ( i i i )  dike t ahu i  dan  

di s e t u j u i  o leh  Direk t u r  Jende r a l  Kehu t anan  dan  

Direk t u r  Bina  Prog r am  Kehut anan ,  se r t a  ( i v )  dike t ahu i  

dan  di sahkan  o leh  Mente r i  Per t a n i a n  Repub l i k  

Indone s i a  t e r s e b u t ,  bahkan  ha l  in i  DIPERKUAT dan  

DITEGASKAN l ag i  dengan  Surat  Edaran  Menter i  Kehutanan  

No.404 /Menhut - II / 0 3  ter t angga l  10  Jul i  2003     yang   

di tu jukan  kepada  Gubernur  Propin s i  dan  

Bupat i /Wal i k o t a  di  se lu ruh  Indones i a .  Dengan  

demik i a n ,  semak i n  j e l a s  dan  nya t a  se r t a  t i d a k  dapa t  

di s angk a l  dengan  da l i h - da l i h  apapun  juga  bahwa  Lokas i  

Per t ambangan  –  Muara  Teweh  BERADA pada  Kawasan  Hutan  

Produks i ;

Mohon  perha t i a n  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  

perka r a  aquo ,  seanda i n y a  pun  hak  ul aya t  t e r s e b u t  ada  

sebaga imana  d i s e bu t k a n  da l am  Surat  Per inga t an  

Pertama ,  Surat  Per inga t an  Kedua  dan  Surat  Per inga t an  

Ket iga ,  maka  sudah  sepan t a s n y a  dan  berke s e s u a i a n  

dengan  hukum  dan  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u  bahwa  hak  u laya t  t e r s e b u t  SEHARUSNYA TIDAK 

DAPAT DILAKSANAKAN d i  da l am  Kawasan  Hutan  Produks i  

kar en a  pada  hakeka t n y a  bidang  t anah  te r s e b u t  pas t i n y a  

sudah  DIBEBASKAN a t au  DIPEROLEH sua t u  in s t a n s i  

pemer i n t a h .  Sebaga imana  di a t u r  da l am  Pasa l  3  

Hal  33  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
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Pera t u r a n  Mente r i  Negara  Agra r i a  Kepa l a  Badan  

Per t a n a h a n  Nas iona l  Nomor  5  Tahun  1999  t en t a n g  

Pedoman  Penye l e s a i a n  Masa l ah  Hak  Ulaya t  Masya r a k a t  

Hukum  Adat  (“ Permeneg  Agrar i a /Kepa l a  BPN  5/1999 ”)  

yang  berbuny i  sebaga i  ber i k u t :

“PELAKSANAAN  HAK  ULAYAT  MASYARAKAT 

HUKUM ADAT sebaga imana  dimaksud  pada  

Pasa l  2  TIDAK DAPAT LAGI  DILAKUKAN 

t e r hadap  bidang - bidang  tanah  yang  pada  

saa t  di t e t a p k a nn ya  Pera t u r a n  Daerah  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  6:

sudah  dipunya i  ol eh  per s e o r angan  atau  

badan  hukum  dengan  se sua t u  hak  a ta s  

tanah  menuru t  Undang- Undang  Pokok  

Agrar i a ;

merupakan  bidang - bidang  tanah  yang  

sudah  DIPEROLEH a tau  DIBEBASKAN 

oleh  in s t a n s i  Pemer i n t a h ,  Badan  

Hukum  atau  per s e o r angan  se sua i  

ke t e n t u a n  dan  ta t a - cara  yang  

ber l a k u . ”

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  perka r a  aquo ,  

berda s a r k a n  Pasa l  135  jo  Pasa l  136  Undang- Undang  

Repub l i k  Indone s i a  No.  4  Tahun  2009  t en t a n g  

Per t ambangan  Minera l  dan  Energ i  (UU PMB Tahun  2009 )  
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t e l a h  d i t e n t u k a n  pada  in t i n y a  bahwa  se t i a p  pemegang  

kuasa  per t ambangan  waj i b  un tuk  menye l e s a i k a n  hak- hak  

para  pemegang  hak  a t a s  t anah  yang  t e r d a p a t  di  wi l aya h  

usaha  pe r t ambangannya .  Adapun  tanda  bukt i  hak  

pemegang  hak  a t a s  t anah  yang  t e r k u a t  dan  d iaku i  ol eh  

hukum  dan  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u  

hanya l a h  berupa  Ser t i p i k a t .  Sebaga imana  d i a t u r  da l am  

Pasa l  32  aya t  (1 )  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  Repub l i k  

Indone s i a  Nomor  24  Tahun  1997  t en t a n g  Penda f t a r a n  

Tanah  yang  berbuny i  sebaga i  ber i k u t :

“Ser t i p i k a t  merupakan  sura t  tanda  

bukt i  hak  yang  ber l aku  sebaga i  a la t  

pembukt i an  yang  kuat  mengena i  da ta  

f i s i k  dan  da ta  yur i d i s  yang  t e rmua t  di  

da lamnya ,  sepan j a ng  da ta  f i s i k  dan  

da ta  yur i d i s  t e r s e b u t  se sua i  dengan  

da ta  yang  ada  da lam  sura t  ukur  dan  

buku  tanah  hak  yang  ber sangku t a n . ”

Cata t a n :

Kata - ka t a  “Se r t i p i k a t ”  dan  “su r a t  

t anda  buk t i  hak  yang  ber l a k u  sebaga i  

a l a t  pembuk t i a n  yang  kua t ”  senga j a  

dike t i k  dengan  ce t a k  t eba l  dan  mir i ng .

Se l a i n  dar i p a d a  i t u  pu l a  hak  ul aya t  ( j i k a  ada )  

sebaga imana  di s e bu t k a n  da l am  su r a t - su r a t  per i n g a t a n  

yang  t e l a h  di s ampa i k a n  ol eh  Para  Terguga t  kepada  

PENGGUGAT  seha r u s n y a  t i d a k  sema t a - mata  

Hal  35  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
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di t e n t u k a n / d i t e t a p k a n  ol eh  Pemer i n t a h   Kabupa t e n  

Bar i t o   Uta r a   SECARA  SEPIHAK  sa j a ,   akan  t e t a p i  

se l a y a kny a  d i l a k uk an  seca r a  ber s ama - sama  oleh  

Pemer i n t a h  Daerah  yang  di s e r t a i  dengan  para  paka r  

hukum ada t ,   masya r a k a t  hukum ada t  yang  ada  di  dae r a h  

ber s a ngku t a n ,  Lembaga  Swadaya  Masya r a k a t  dan  

in s t a n s i - in s t a n s i  yang  menge lo l a  sumber  daya  a l am ,  

un tuk   se l a n j u t n y a  dinya t a k a n  da l am  sua t u  pe t a  

penda f t a r a n  tanah  dengan  membubuhkan  sua t u  t anda  

ka tog r a f i  dan  menggambarkan  ba t a s - ba t a s n y a  se r t a  

menca t a t n y a  da l am  daf t a r  t anah  (apab i l a  

memungk inkan ) .  Sebaga imana  di a t u r  da l am  Pasa l  5  aya t  

(1 )  dan  (2 )  Permeneg  Agra r i a / K ep a l a  BPN 5/1999  yang  

berbuny i  sebaga i  ber i k u t :

“(1 )  Pene l i t i a n  dan  penentuan  mas ih  

adanya  hak  ulaya t  sebaga imana  dimaksud  

da lam  Pasa l  2  di l akukan  ol eh  

Pemer in t ah  Daerah  dengan  mengiku t  

ser t akan  para  pakar  hukum  adat ,  

masyaraka t  hukum  adat  yang  ada  di  

daerah  bersangku tan ,  Lembaga  Swadaya  

Masyaraka t  dan  ins t an s i - ins t an s i  yang  

menge lo l a  sumber  daya  alam .

(2 )  Keberadaan  tanah  u laya t  masyaraka t  

hukum  ada t  yang   mas ih   ada  

sebaga imana   d imaksud   pada  aya t  (1 )  
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dinya takan  dalam  peta  dasar  

pendaf t a r an  tanah  dengan  membubuhkan  

sua tu  tanda  katogra f i  dan  apabi l a  

memungkinkan ,  menggambarkan  batas -

batasnya  ser t a  mencata tnya  dalam  

daf ta r  tanah .”

Cata t a n :

Kata - ka t a  “Pene l i t i a n  dan  penen t u a n ,  

hak  ul aya t ” ,   “d i l a k u k an    ol eh  

Pemer i n t a h   Daerah   dengan   mengiku t  

se r t a k a n  para  paka r  hukum  ada t ,  

masya r ak a t  hukum  ada t  yang  ada  d i  

dae r a h  ber s a ngku t a n ,  Lembaga  Swadaya  

Masya r a k a t  dan  in s t a n s i - in s t a n s i  yang  

menge lo l a  sumber  daya  a l am”  dan  

“d inya t a k a n  da l am  pe t a  dasa r  

penda f t a r a n  t anah  dengan  membubuhkan  

sua t u  t anda  ka tog r a f i  dan  apab i l a  

memungk inkan ,  menggambarkan  ba t a s -

ba t a s n y a  se r t a  menca t a t n y a  da l am  

daf t a r  t anah ”  senga j a  d ike t i k  dengan  

ce t a k  t eba l  dan  mir i n g .

Dar i  ha l - ha l  sebaga imana  PENGGUGAT kemukakan  d i  a t a s ,  

dapa t  d i t a r i k  sua t u  penge r t i a n  hukum  yang  sempurna  

bahwa  hukum  dan  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u  menghendak i  penye l e s a i a n  permasa l a h a n  hak- hak  

Hal  37  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
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ulaya t  yang  te r d a p a t  pada  sua t u  wi l ayah  usaha  

per t ambangan  ( j i k a  ada )  hanya  dapa t  di l a k uk a n  dengan  

pihak - pihak  yang  memang  benar  terbukt i  a t au  memil i k i  

tanda  bukt i  hak  yang  kuat  sebaga i  pemegang  hak  a t a s  

t anah  guna  MENCEGAH a t au  MENGHINDARI TERJADINYA 

PENYELESAIAN  HAK-HAK  TERHADAP  PIHAK-PIHAK  YANG 

BERBEDA-BEDA ATAS TANAH (ob j e k  sengke t a )  YANG SAMA 

SECARA BERULANG-ULANG DI  KEMUDIAN HARI.  Seha ru s n y a  

pihak - pihak   yang   meras a   memi l i k i   hak   u laya t  

a t a s   loka s i   pe r t ambangan   -   Muara  

Teweh  menga j uk an  permohonan  pene rb i t a n  se r t i p i k a t  

kepada  in s t a n s i  yang  berwenang  guna  mendapa t k a n  

per l i n d u ng an  dan  kepa s t i a n  hukum  a t a s  hak- haknya ,  

menginga t  pada  asa s ny a  MEMPEROLEH SUATU SERTIPIKAT 

ADALAH HAK PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIJAMIN OLEH 

UNDANG-UNDANG.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I  DAN TERGUGAT II  

SECARA NYATA-NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer ik s a  perka r a  aquo ,  

t i n d a k an  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  yang  seca r a  

sep i h a k  memutuskan  bahwa  Lokas i  Per t ambangan  –  Muara  

Teweh  berada  pada  t anah  hak  ul aya t  masya r a k a t  hukum 

ada t  seca r a  nya t a - nya t a  BERTENTANGAN dengan  hukum dan  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u  sebaga imana  

PENGGUGAT te l a h  sampa ik a n  di  a t a s .  Dengan  ka t a  l a i n ,  
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TERBUKTI SECARA SEMPURNA bahwa  sega l a  a l a s a n  mengena i  

adanya  hak  ulaya t  pada  Lokas i  Per t ambangan  –  Muara  

Teweh  t e r s e b u t  sebena r n y a  t i d a k l a h  l eb i h  dar i  SEKEDAR 

ALASAN KEBOHONGAN BELAKA.  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  

yang  memer ik s a  perka r a  aquo ,  pada  pokoknya  fak t a  

hukum  yang  sebena r - bena rny a  t e r j a d i  da l am  pe rka r a  

aquo  ada l a h  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  t i d a k  ber s e d i a  

un tuk  member i k a n  pen i ngka t a n  a t a s  KP Eksp l o r a s i  yang  

te l a h  d imi l i k i  ol eh  PENGGUGAT  TANPA DIDUKUNG o leh  

ALASAN yang  SAH menuru t  hukum  dan  pera t u r a n  

perundang - undangan  yang  be r l a k u .  Padaha l  PENINGKATAN 

KP EKSPLORASI ada l a h  HAK PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN 

YANG DIJAMIN  OLEH UNDANG-UNDANG.  Bahkan  di  da l am  

Pasa l  46  ayat  (2 )  jo  Penje l a s an  Pasa l  120  UU PMB 

Tahun 2009  t e l a h  d ia t u r  bahwa  :

Pasa l  46  ayat  (2 )  UU PMB Tahun 2009:

“ Se t i a p  pemegang  IUP  Eksp l o r a s i  DIJAMIN 

untuk  mempero l e h  IUP  Operas i  Produk s i  

sebaga i  KELANJUTAN  KEGIATAN  USAHA 

PERTAMBANGANNYA. ”

Cata t a n :

Kata - ka t a  “d i j am i n ”  dan  “ke l a n j u t a n  

keg i a t a n  usaha  per t ambangannya ” senga j a  

dike t i k  dengan  huru f  besa r ,  ce t a k  t eba l  

dan  diga r i s b awah i .

Hal  39  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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Penje l a s an  Pasa l  120  UU PMB Tahun 2009 :

“Yang  dimaksud  dengan  pen i ngka t a n  ada lah  

PENINGKATAN DARI  TAHAP  EKSPLORASI  KE 

TAHAP OPERASI PRODUKSI. ”

Cata t a n :

Kata - ka t a  “pen i n gk a t a n  dar i  t ahap  

eksp l o r a s i  ke  t ahap  ope r a s i  produks i ” 

senga j a  dike t i k  dengan  huru f  besa r ,  

ce t a k  t eba l  dan  diga r i s b awah i .

Dengan  demik i a n ,  semak i n  nya t a  bahwa  t i n d a k a n  

kesewenang - wenangan  yang  di l a k uk an  o leh  Para  Terguga t  

t e l a h  melangga r  ke t e n t u a n - ke t e n t u a n  dan  semanga t  yang  

t e r k a n dung  di  da l am  UU PMB Tahun  2009  da l am  ha l  mana  

d ida l amnya  t e r k a ndung  SEMANGAT  UNTUK MENDORONG 

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN SELURUH LAPISAN  MASYARAKAT 

DAN MENGEMBANGKAN IKLIM INVESTASI .

TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I  DAN TERGUGAT II  

SECARA NYATA-NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS- ASAS 

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer ik s a  perka r a  aquo ,  

t i n d a k an  kesewenang - wenangan  yang  d i l a k u k an  ol eh  Para  

Terguga t  sebaga imana  t e l a h  PENGGUGAT sampa ik a n  d i  a t a s  

seca r a  nya t a - nya t a  t e l a h  ber t e n t a n g a n  dengan  Asas - asa s  

Umum Pemer i n t a h a n  Yang  Baik ,  da l am  ha l  in i  yakn i  Asas  

Kece rma t a n  Forma l  dan  Asas  Kepas t i a n  Hukum.  

ASAS  KECERMATAN be r a r t i  ce rma t  pada  waktu  
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mempers i a p k a n  pemben tukan  kepu t u s a n .  Dengan  

demik i a n  pada  waktu  mempers i a p k a n  kepu t u s a n ,  

seha r u s n y a  Para  Terguga t  sudah  memil i k i  gambaran  

yang  j e l a s  mengena i  semua  fak t a  yang  re l e v a n  dan  

sega l a  kepen t i n g a n  pihak - pihak  yang  re l e v a n ,  

seh i n gga  dapa t  menge t a hu i  seca r a  pas t i  apakah  

pihak - pihak  yang  mengaku  sebaga i  pemi l i k  l ahan  

pada  Lokas i  Per t ambangan  –  Muara  Teweh  di aku i  

keabs ah an  dan  kebena r a nny a  seca r a  hukum.

ASAS KEPASTIAN HUKUM be r a r t i  dengan  d ike l u a r k a n ny a  

a t au  d i t e r b i t k a n n y a  Keputu s a n  Peno l a k an  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a ngg a l  25  Jun i  2009  

Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  

Dar i  Terguga t  I  seca r a  nya t a - nya t a  t e l a h  

menimbu lka n  KETIDAKPASTIAN  HUKUM bag i  PENGGUGAT 

yang  se j a k  awa l  menge t a hu i  dan  mener ima  in f o rma s i  

yang  sah  dan  re smi  bahwa  Lokas i  Per t ambangan  –  

Muara  Teweh  be rad a  pada  KAWASAN HUTAN PRODUKSI,  

dan  karenany a  merupakan  ha l  yang  sanga t  t i d a k  

log i s  da l am  ha l  d inya t a k a n  te r d a p a t  hak  ul aya t  

pemi l i k  l ahan  pada  are a l  (Loka s i  Per t ambangan  -  

Muara  Teweh)  t e r s e b u t .

Bahwa  berda s a r k a n  ha l - ha l  sebaga imana  PENGGUGAT ura i k a n  

di  a t a s ,  maka  t e r b uk t i  dengan  sempurna  bahwa  Sura t  

Kepu tu s a n  Tata  Usaha  Negara  be rupa  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  Nomor  :  

Hal  41  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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407 /TAMBEN-C/VI / 2009     Ter t a ngg a l     25    Jun i    2009  

Yang   Di t e r b i t k a n   Oleh  

Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I  t e l a h  

di t e r b i t k a n  seca r a  BERTENTANGAN dengan  pera t u r a n  

perundang - undangan  yang  be r l a k u  dan  seca r a  nya t a - nya t a  

juga  te l a h  BERTENTANGAN dengan  Asas  Umum Pemer i n t a h a n  

yang   Baik   (AAUPB) ,   da l am   ha l   in i   yakn i   Asas  

Kece rma t a n  dan  

Asas  Kepas t i a n  Hukum sebaga imana  t e l a h  PENGGUGAT 

sampa ik a n  di  a t a s .  Dengan  demik i a n ,  sudah  sepa t u t n y a  

dan  berke s e s u a i a n  dengan  hukum dan  pera t u r a n  perundang -

undangan  yang  ber l a k u  bag i  PENGGUGAT un tuk  menga jukan  

guga t a n  aquo .  Hal  sebaga imana  PENGGUGAT kemukakan  in i  

didukung ,  dikua t k a n  dan  berke s e s u a i a n  dengan  ke t e n t u a n  

da l am  Pasa l  53  aya t  (2 )  Undang - Undang  Repub l i k  

Indone s i a  No.5  Tahun  1986  t en t a n g  Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  t e r a k h i r  t e l a h  d iubah  dengan  Undang-

Undang  Repub l i k  Indone s i a  No.9  Tahun  2004  t en t a n g  

Perubahan  a t a s  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  t en t a n g  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i k u t :

“ ALASAN-ALASAN yang  dapa t  d igunakan  da lam  

guga t an  sebaga imana  dimaksud  da lam  aya t  (1 )  

ada lah :

1)  Kepu tu s an  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

i t u  BERTENTANGAN dengan  pera t u r a n  
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perundang - undangan  yang  ber l a k u ;

2)  Kepu tu s an  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

i t u  BERTENTANGAN dengan  asas - asas  umum 

pemer i n t a h an  yang  ba i k” .   

Cata t a n :

Kata  “be r t e n t a n g a n ”  senga j a  dike t i k  dengan  

huru f  besa r ,  ce t a k  mir i n g  dan  diga r i s b awah i .  

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA 

NEGARA   AQUO  

Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  perka r a  aquo ,  

un tuk  MENGHINDARI   KERUGIAN   YANG   LEBIH  BESAR 

yang   DIDERITA 

PENGGUGAT  a t a s  pe l ak s a n a a n  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  

Terguga t  I ,  be r s ama  in i  pu l a  PENGGUGAT mohon  aga r  

ki r a ny a  Yang  Mul i a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  dan  

mengad i l i  pe rka r a  aquo  berken an  un tuk  member i k a n  

PENETAPAN PENUNDAAN pe l ak s a n a a n  Keputu s a n  Tata  Usaha  

Negara  berupa :  Kepu tu s a n  Peno l a k a n  Pen ingka t a n  I j i n  

Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  

Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  

I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I  t e r s e b u t  sampa i  

dengan  perka r a  aquo  mempunya i  kekua t a n  hukum t e t a p  ( in  

Hal  43  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
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krach t  van  gewi j s d e )  be rda s a r k a n  Pasa l  67  Undang- Undang  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  aga r  Permohonan  

Pen ingka t a n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o i t a s i  yang  te l a h  

di a j u k a n  ol eh  PENGGUGAT te t a p  d ip r o s e s  o leh  Terguga t  I I  

guna  mempero l e h  per s e t u j u a n  pene rb i t a n  I j i n  Usaha  

Per t ambangan  Opera s i  Produks i  ( IUP  OP)  a t a s  nama  

PENGGUGAT dar i  Terguga t  I  se sua i  dengan  UU PMB 2009 .  

Apalag i  permohonan  penundaan  in i  d idukung  ol eh  ALAT-

ALAT  BUKTI  YANG  OTENTIK dan  TIDAK  DIRAGUKAN 

KEBENARANNYA bahwa  MEMANG BENAR PENERBITAN Kepu tu s a n  

Ta ta  Usaha  Negara  berupa  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  Yang  

Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  

Terguga t  I  t e r s e b u t  seca r a  nya t a - nya t a  t e l a h  MELANGGAR 

a t au  BERTENTANGAN dengan  pera t u r a n  perundang - undangan  

yang  ber l a k u  dan  Asas - Asas  Umum Pemer i n t a h a n  Yang  Baik .

Maka:  Berda s a r k a n  ha l - ha l  sebaga imana  t e l a h  PENGGUGAT 

ura i k a n  di  a t a s ,  be r s ama    in i   PENGGUGAT  mohon  

kepada   Yang   Mul i a   Maje l i s   Hakim  yang  

memer i k s a  dan  mengad i l i  pe rka r a  aquo  berkenan  un tuk  

ber t i n d a k  ad i l ,  bi j a k s a n a  dan  berke s e s u a i a n  dengan  

hukum  dan  pera t u r a n  pe rundang - undangan  yang  ber l a k u  

dengan  member i k a n  pu tu s a n   sebaga i  ber i k u t :

DALAM PENUNDAAN

Menunda  pe l a k s a n a a n  Keputu s a n  Tata  Usaha  Negara  

berupa  Keputu s a n  Peno l a k a n  Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  
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Per t ambangan  Eksp l o r a s i  No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  

Ter t a ngg a l  25  Jun i  2009  Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  

Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  Dar i  Terguga t  I  sampa i  

dengan  pu tu s a n  a t a s  perka r a  aquo  memil i k i  kekua t a n  

hukum te t a p  ( in  krach t  van  gewi j s d e ) .

DALAM POKOK PERKARA

Mengabu l k an  guga t a n  PENGGUGAT un tuk  se l u r u hny a ;  

MENYATAKAN BATAL a t au  TIDAK SAH Sura t  Kepu tu s a n  Tata  

Usaha  Negara  berupa  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  

Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  

Dar i  Terguga t  I ;

MEMERINTAHKAN kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I )  dan / a t a u   Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  

dan  Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  ( in  

casu  Terguga t  I I )  un tuk  MENCABUT Sura t  Kepu tu s a n  

Ta ta  Usaha  Negara  berupa  Keputu s a n  Peno l a k a n  

Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  

No. 407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  

Yang  Di t e r b i t k a n  Oleh  Terguga t  I I  Atas  Per s e t u j u a n  

Dar i  Terguga t  I ;

MEMERINTAHKAN kepada  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I I )  un tuk  MEMPROSES  PERMOHONAN 

PENINGKATAN Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o i t a s i  yang  

te l a h  di a j u k a n  oleh  PENGGUGAT sesua i  dengan  UU PMB 

Hal  45  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
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Tahun  2009 ;

MEMERINTAHKAN kepada  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I I )  un tuk  menerb i t k a n  REKOMENDASI a t a s  

Permohonan  Pen ingka t a n  KP Eksp l o i t a s i  yang  te l a h  

di a j u k a n  o leh  PENGGUGAT aga r  dapa t  di t e r b i t k a n  

I j i n  Usaha  Opera s i  Produks i  ( IUP  OP)  a t a s  nama  

PENGGUGAT sesu a i  dengan  UU PMB Tahun  2009 ;

MEMERINTAHKAN kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  ( in  casu  

Terguga t  I )  un tuk  MENERBITKAN  I j i n  Usaha  

Per t ambangan  Opera s i  Produks i  ( IUP  OP)  a t a s  nama  

PENGGUGAT a t a s  wi l ay ah  Dusun  Tangoc i n  Desa  Lemo I  

( s a t u ) ,  Kecamat an  Teweh  Tengah ,  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a ,  Kal iman t a n  Tengah  se l u a s  3 .858  Ha  ( t i g a  

r i bu  de l a p an  ra t u s  l ima  pu luh  de l a p a n  hek t a r )  

(Loka s i  Per t ambangan  –  Muara  Teweh)  se sua i  dengan  

UU PMB 2009 ;  dan  

Membebankan  se l u r u h  b iaya  perka r a  yang  t imbu l  da l am  

perka r a  in i  kepada  Para  Terguga t .

- - - - - - - - - - - - - - - -  Menimbang ,  bahwa  a t a s  Guga t an  Pengguga t  

maka  Pihak  Terguga t  I I  t e l a h  menyampa ik an  Jawaban  da l am  

per s i d a n g a n  pada  t angga l  31  Agus tu s  2009  ya i t u  sebaga i  

ber i k u t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa  Terguga t  I I   be rpendap a t  Kepu tu s a n  yang  menjad i  
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obyek  sengke t a  ya i t u   su r a t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  

Dan  Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a   Nomor  :  

470 /Tamben - c /VI / 2 009   t e r t a n g g a l  25  Jun i  2009 ,  

per i h a l   t anggapan  somas i / p e r i n g a t a n  yang  d i t u j u k a n  

kepada  Sdr .  RUDHY.  A.  LONTOH,  SH/Sdr .  EDWARD.   N 

LONTOH,   SH.   LLM  se l a k u   kuasa   hukum   PT.  GAPCO 

( i c .  Pengguga t )    yang    d ike l u a r k a n    o leh   Terguga t  

I I ,   sudah   d ipe r t i mb angkan  

seca r a  l engkap  dan  sudah  memenuh i  ke t en t u a n  hukum dan  

Pera t u r a n  Perundangan - Undangan   yang  ber l a k u   se r t a  

t i d a k  ber t e n t a n g a n  dengan   asa s - asa s  umum 

Pemer i n t a h a n  yang  ba ik .

Bahwa  su r a t  aquo  di t e r b i t k a n   ol eh   Terguga t  I I ,  

d i l a t a r b e l a k a n g i  ol eh  ka ren a  Pengguga t  t i d a k  

mengindahkan   su r a t   Terguga t   I I   Nomor  :  22 /TAMBEN-

C/I / 2 009  t e r t a n g g a l  14  Janua r i  2009  per i h a l  

per i n g a t a n  per t ama  ( I ) ,  Sura t  Nomor  :  46 /TAMBEN-

C/2009 ,  t e r t a n g g a l  24  Janua r i  2009  per i h a l  per i n g a t a n  

kedua  ( I I )   dan  su r a t  Nomor  :  110 /TAMBEN-C/I I / 2 0 0 9 ,  

t e r t a n g g a l   16  Pebrua r i  2009  per i h a l  per i n g g a t a n  

ke t i g a  ( I I I ) ,  yang  pada  in t i n y a  su r a t  aquo  memin t a  

kepada  Pengguga t  aga r  sege r a  menye l e s a i k a n  

permasa l a h a n  l ahan  mil i k  masya r ak a t  ada t  yang  masuk  
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da l am  wi l aya h  ar e a l  kuasa  per t ambangan  (KP)  

Eksp lo r a s i  PT  GAPCO   (  i c  Pengguga t  )   se su a i  

per j a n j i a n  yang  t e l a h  di s e p a k a t i   be r s ama .

Per l u  Terguga t  I I  j e l a s k a n  kepada  Yang  Mul i a  Maje l i s  

Hakim  yang  memer ik s a  perka r a  in i ,  bahwa  Pengguga t  

mendapa t k a n  i j i n  Kuasa   per t ambangan  eksp l o r a s i  

ber awa l  dar i  adanya  pe l impahan  su r a t  ke t e r a n g a n  Iz i n  

pen i n j a u a n  (SKIP )  Nomor  :  529 /Tampe r i n d a g /B ,  

t e r t a n g g a l  3  Agus t u s  2005  yang  d ike l u a r k a n  o leh  

Kepa l a  Dinas  Pe t ambangan  Per i n du s t r i a n  Dan  

Perdagangan  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  ( i c  Terguga t  I I )  

seka l i g u s  dengan  l ahan  /a r e a l n y a   dar i  CV.  SURYA 

KENCANA  berda s a r k a n  per j a n j i a n  t angga l   25  Agus t u s  

2005  an t a r a  CV.  SURYA  KENCANA  dengan   PT.  

GAPCO/Pengguga t .

Bahwa  da l am  per j a n j i a n  te r s e b u t  PT.  GAPCO/Pengguga t  

se l a ku  p ihak  kedua  (p i h a k  yang  mendapa t k a n  

pe l impahan ) ,   mempunya i  kewa j i b a n  sebaga imana  

d i t e g a s k a n  da l am  klau s u l   kewaj i b a n  p ihak  kedua  ya i t u  

pada  angka  3( t i g a )   yang  buny i ny a  :

 “ PIHAK KEDUA BERSEDIA  MELAKSANAKAN GANTI  RUGI 

ATAS TANAH DAN TANAMAN TUMBUH YANG TELAH DIMILIKI  DAN 

DIKUASAI  OLEH MASYARAKAT SECARA ADAT DENGAN HARGA 

YANG WAJAR SESUAI  KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN PIHAK 

MASYARAKAT,   ATAS LAHAN TERKENA GARAPAN PENAMBANGAN 
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DAN KEGIATAN USAHANYA “  

Bahwa  sua t u  per j a n j i a n  yang  dibua t  a t a s  dasa r  kehendak  

yang  bebas  t anpa  adanya   paksa an  (Dwang) ,  pen i pu an  

(Dwal i n g ) ,  maupun  kekh i l a f a n  (Bed rog )   seyogyanya  

para  p ihak  mes t i  menghorma t i  dan  melak s a n ak a n  

per j a n j i a n  t e r s e b u t ,  ka r ena  seca r a   hukum pe r j a n j i a n  

yang  dibua t  par a  pihak  ber l aku  sebaga i  Undang- Undang  

bag i  yang  membuatnya .  

Bahwa  da l am   kenya t a a n ny a ,  Pengguga t  se t e l a h  mendapa t k a n  

i j i n  Kuasa  Per t ambangan  Ekplo r a s i   a t a s  namanya  (an .  

PT  GAPCO/Pengguga t )   be rda s a r k a n  Keputu s a n  Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a  Nomor  :  188 .45 / 4 8 9 / 2 0 05 ,  t angga l   22  

Sep t embe r  2005  t en t a n g  pember i a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp lo r a s i  An.  PT.GAPCO (Pengguga t )   dengan  j angka  

waktu   se l ama  1(s a t u )  t ahun ,   t e r n y a t a  PT  GAPCO 

(Pengguga t )  se l a ku  p ihak  yang  mener ima  l impahan  lupa  

kacang  akan  ku l i t n y a  da l am  ar t i  t i d a k  mau  t ahu  

t e r h a d a p  per j a n j i a n  yang  t e l a h  d i s e p a k a t i  be r s ama  

a t au  dengan  ka t a  l a i n  Pengguga t   t e l a h  c ide r a  j an j i  

da l am  ar t i  t i d a k  melakukan  apa  yang  d i s a nggup i  akan  

d i l a k uk annya .

Bahwa  dengan  adanya  c ide r a  j an j i  yang  d i l a k u k an  ol eh  

Terguga t  I I ,   menjad i k a n  hubungan   an t a r a  CV SURYA 

KENCANA se l a ku  p ihak  yang  mel impahkan  SKIP  bese r t a  

l ahannya  dengan  Pengguga t   se l a ku  pihak  yang  mener ima  

l impahan  menjad i  re t a k / t i d a k  harmon i s .
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Retaknya  hubungan  keduanya  dapa t   d i l i h a t  adanya  su r a t  

dar i   CV.  SURYA  KENCANA   se l a ku  p ihak  yang  

mel impahkan  SKIP  bese r t a  l ahannya   kepada  Pengguga t  

yang  di t u j u k a n  kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  dan  

Pimpinan  DPRD Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  yang  in t i n y a  

su r a t  t e r s e b u t  menerangkan  /  melapo r k a n  bahwa  PT.  

GAPCO  (Pengguga t )  se l a k u   pihak  yang  mener ima  

l impahan  SKIP  bese r t a  l ahannya ,   t e l a h  

melangga r /meng i n gk a r i  per j a n j i a n  yang  t e l a h  

d i s e p a k a t i  be r s ama ,  khususny a  yang  berka i t a n  dengan  

masa l a h  penye l e s a i a n  gan t i  rug i   a t a s  t anah  dan  

t anaman  tumbuh  yang  te l a h  dimi l i k i  dan  d ikua s a i  ol eh  

masya r a k a t  seca r a  ada t  yang  t e r k e n a  garapan  keg i a t a n  

penambangan  dan  keg i a t a n  usaha  yang  di l a k uk a n  

Pengguga t .  

Bahwa  t i d a k  hanya  mengingka r i   pe r j a n j i a n ,  bahkan  

mela l u i  pernya t a a n n y a  Pengguga t  t i d a k  mengaku i  adanya  

t anah  yang  d imi l i k i  dan  d ikua s a i  oleh  masya r a k a t  

seca r a  ada t ,   seh i ngg a  dengan  s ik a p   t e r s e b u t  

kebe r a d a a n  PT.  GAPCO (  Pengguga t  )  t i d a k  d i s uka i  ol eh  

masya r a k a t  Desa  d i s e k i t a r  loka s i  keg i a t a n  

per t ambangan .

Ket i d a k s u k a a n  masya r a k a t  se t empa t  t e r h a d a p  keg i a t a n  

penambangan  yang  di l a k uk an  Pengguga t  di t u n j u k k a n  
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dengan  adanya  pengaduan  bebe r a p a  ke lompok   masya r a k a t  

yang  d i t u j u k a n   ba ik  kepada  Pengguga t  send i r i  maupun  

kepada  Pemer i n t a h  Daerah  se l a ku  p ihak  yang  

menge l u a r k a n  per i j i n a n  dan   kepada  DPRD se l a ku  waki l  

rakya t ,  yang  in t i n y a   memin t a  aga r  keg i a t a n  

penambangan  Pengguga t  dihen t i k a n  sebe l um  ada  

penye l e s a i a n  masa l a h  kompensa s i  t e r h a d a p  l ahan  

masya r a k a t   yang  t e r k e n a /ma s uk  da l am  are a l   i j i n  

Kuasa  Per t ambangan   PT.  GAPCO.    

Bahwa  j i k a  da l am  guga t a n ny a   pada  angka  V  1  dan  2  

Pengguga t  mengk l a im   sebaga i    pemegang   KP   yang  

sah  un tuk  bahan  ga l i a n  ba tu  bar a  yang  ber l o k a s i   

d i  wi l ayah  Dusun  Tagoc i n  Desa  Lemo  1( s a t u )  se l u a s  

3 .858  Ha,   be rda s a r k a n  Keputu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  

( i c  Terguga t  I )  Nomor  :  188 .45 / 4 8 9 / 2 0 0 5 ,  t e r t a n g g a l  

22  Sep t embe r  2005  yang  d idukung  dan  d ikua t k a n  su r a t  

Nomor  :  139 /TAMPERINDAG/B,  t e r t a n g g a l  25  Pebrua r i  

2006  yang  juga  di t e r b i t k a n  o leh  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  

( i c .  Terguga t  I ) ,  seh i ngg a  seca r a  sah  dan  meyak i nkan  

Pengguga t  meras a  memi l i k i  hak  sepenuhnya  un tuk  

melakukan  keg i a t a n   eksp l o r a s i  d i l o k a s i  pe r t ambangan  

t e r s e b u t  d i  a t a s ,  menuru t  hemat  Pengguga t  I I  ada l a h  

t i d a k  sa l a h / b e n a r  adanya ,   dan  ha l  t e r s e b u t  sudah  

d i l a k s a n a k a n  o leh  Pengguga t   hingga  di l a k uk a n  

perpan j a n g a n   sebanyak  1( s a t u )  ka l i  se l ama  j angka  
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waktu  1( s a t u )  t ahun ,   be rda s a r k a n  Keputu s a n  Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a  (  i c  Terguga t  I  )  Nomor  :  

188 .45 / 5 3 5 / 2 0 0 7  t e r t a n g g a l  8  Agus t u s  2008   menginga t  

Kepu tu s a n  dan  su r a t  aquo   di t e r b i t k a n  ol eh  Pe j aba t  

yang  berwenang   menuru t  Hukum.   

12 . Bahwa  akan  t e t a p i  per s o a l a n n y a  apakah  cukup  

hanya  berda s a r k a n  i z i n  yang  d imi l i k i  se s e o r a n g  a t au  

badan  hukum  meras a  mempunya i  hak  penuh  un tuk  

melakukan  keg i a t a n  penambangan  ba ik  eksp l o r a s i  maupun  

eksp l o i t a s i  d ia t a s  sua t u  are a l  /  l ahan  t e r t e n t u  

dengan  mengaba i k a n  hak- hak  masya r a k a t  se t empa t  yang  

no ta  bene  ar e a l  /  l ahan  t e r s e b u t  sudah  d i  kuasa i  dan  

d ipe l i h a r a  se r t a  dipe r g un ak a n  sebaga i  sumber  

pengh i dup an  seca r a  nya t a  se l ama  20  t ahun .  

Adalah  sua t u  s ik ap  yang  t i d a k  b i j a k  dan  arogan ,  j i k a  

ses eo r a n g / b a d a n  hukum  yang  akan  ber i n v e s t a s i  pada  

sua t u  dae r a h  te r t e n t u  mengaba i k a n  dan  t i d a k  mengaku i  

adanya  hak  ada t  masya r a k a t  se t empa t .     

13 . Bahwa   pember i a n   pe rpan j a n g a n   KP  Eksp lo r a s i  

an .   PT.   GAPCO               ( i c  Pengguga t ) ,  

d imaksudkan   un tuk  member i  kesempa t a n  kepada   PT.  

GAPCO  (Pengguga t )   menye l e s a i k a n   permasa l a h a n -

permasa l a h a n  dengan  masya r a k a t   yang   berka i t a n  

dengan  lahan / a r e a l   Kuasa  pe r t ambangan ,  sebaga imana  

yang  t e l a h  d i s e p a k a t i  be r s ama  da l am  per j a n j i a n  

pe l impahan .
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14 . Bahwa  kenya t a a n ny a  PT.  GAPCO (Pengguga t )  t i d a k  

beru s a h a   un tuk  menye l e s a i k a n  permas a l a h a n  t e r s e b u t ,  

bahkan  t i d a k  mau  t ahu ,  t e rma suk   juga  kepada   CV.  

SURYA KENCANA  yang  no ta  bene  ada l a h  se l a ku  p ihak  

yang  menye rahkan  SKIP  bese r t a  ar e a l   pe r t ambangannya  

kepada  PT.  GAPCO (Pengguga t )   be rda s a r k a n   per j a n j i a n  

yang  t e l a h  d i s e p a k a t i  be r s ama ,  dengan  da l i h  

are a l / l o k a s i  per t ambangan   t e r s e b u t  ber ada  d i  kawasan  

hu tan  yang  d i t e t a p k a n  be rda s a r k a n   Kepu tu s a n  Mente r i  

Per t a n i a n  Repub l i k  Indone s i a  Nomor  :  

759 /Kp t s /Um/10 / 1 982 ,  t e r t a n g g a l   12  Oktobe r  1982 .

15 . Bahwa  memang  bena r  dan  t i d a k   t e r b a n t a h k a n ,  

t anda  buk t i  hak  pemegang   hak  a t a s  t anah  yang  t e r k u a t  

dan  d i aku i  o leh  hukum  dan  Pera t u r a n  Perundang -

Undangan  yang  be r l a k u  ada l a h  berupa  se r t i f i k a t ,  namun  

j angan  lupa ,  Undang - Undang  juga  mengaku i  kepemi l i k a n  

t anah   berda s a r k a n  hukum ada t  sebaga imana  di s e bu t k a n  

da l am  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1960    t en t a n g  

Pera t u r a n  Dasa r  Pokok- Pokok  Agra r i a   Pasa l  5   yang  

buny inya  diku t i p  sebaga i  ber i k u t  :  

‘ ’ Hukum Agrar i a  yang  ber l aku  atas  bumi ,  a i r  dan  ruang  

angkasa  ia l ah  hukum  adat ,  sepan jang  t idak  

ber t en t angan   dengan  kepent i n gan  Nasiona l  dan  

Negara ,   yang  berdasarkan  atas  persa tuan   bangsa ,  

dengan  sos i a l i sme  

Indones i a   ser t a  dengan  Pera turan - Pera turan  yang  
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ter can tum  dalam  Undang- Undang  in i  dan  dengan  

Pera turan  Perundang- Undangan  la i nnya ,  dengan  

mengindahkan   unsur - unsur  yang  bersandar   pada  Hukum 

Agama. ’ ’       

Se la i n  Undang- Undang  t e r s e b u t  d i a t a s ,  pengakuan  

t e r h a d a p  kebe r a d a a n  masya r a k a t  hukum  ada t ,  juga  

d iaku i  dan   t e r d a p a t  da l am  Undang  –  Undang  Nomor  :  41  

t ahun  1999  t en t a n g  Kehut ana n  yang  da l am  Pasa l   67  

d i s e bu t k a n   “

Pasa l  67

Masyaraka t  hukum adat  sepan jang  menurut   kenyataanya  

masih  ada  dan  diaku i   keberadaanya   berhak  :

melakukan  pemungutan  has i l  hutan   untuk  pemenuhan  

kebutuhan  hidup  sehar i - har i   masyarakat  adat   yang  

bersangkutan .

melakukan   keg ia t an  penge l o l a an  hutan  berdasarkan   hukum 

adat  yang  ber l aku  dan  t idak  ber t en t angan   dengan  

Undang- Undang  ;  dan  

mendapatkan  pemberdayaan   dalam  rangka   meningkan  

kese j ah t e r a anya .

16 . Bahwa  j i k a  Undang- Undang  sa j a  mengaku i   dan  

menghorma t i  kebe r a d a a n  masya r a k a t  hukum  ada t  dengan  

hukum ada t ny a  yang  ber l a k u ,  Pengguga t  se l a k u  seo r a ng  

pengus aha  yang  akan  ber i n v e r s t a s i   d i  sua t u  dae r a h  
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sudah  sepan t a s n y a  dan  t i d a k  ber l e b i h a n  j i k a  Pengguga t  

mengaku i  dan  menghorma t i  kebe r a d a a n  masya r a k a t  hukum 

ada t  se t empa t  dengan  hukum  ada t ny a  yang  ber l a k u  

sepe r t i  yang  di l a k uk an  o leh  inve s t o r  l a i n ,  

sebaga imana   dika t a k a n  da l am  pepa t a h   yang  menga t a k an  

‘ ’  DIMANA BUMI DIPIJAK  DISITU LANGIT  DIJUNJUNG.  ‘ ’

17 . Bahwa  apab i l a  Pengguga t  sebaga i  seo r a ng  

pengus aha  yang  akan  ber i n v e s t a s i   di  dae r a h  Bar i t o  

Uta r a   t i d a k  mengku i  dan  t i d a k  menghorma t i  kebe r a d a a n  

masya r a k a t  hukum  ada t  se t empa t  dengan  hukum  ada t ny a  

yang  ber l a k u ,  seyogyanya   Pengguga t   t i d a k  per l u  

beru s a h a  dan  ber i n v e s t a s i   d i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a ,  

dan  sudah  sepan t a s n y a   Terguga t  I I  menol ak  un tuk  

mempros e s  permohonan  pen ingka t a n  KP  Eksp l o r a s i  ke  

t ahap  Eksp l o i t a s i  yang  dia j u k a n  o leh  Pengguga t ,  

ka r ena  d ikhawa t i r k a n  j i k a  pe rmohonan  t e r s e b u t  

d ikabu l k a n   sebe l um  ada  ke j e l a s a n / j am i n a n   t e r h a d a p  

kebe r a d a a n  l ahan  masya r a k a t  ada t  se t empa t  yang  masuk  

da l am  ar ea l  KP  PT.  GAPCO (Pengguga t ) ,  dikhawa t i r k a n  

akan  t e r j a d i  ben tu r a n  an t a r a  Pengguga t  dengan  

masya r a k a t  se t empa t ,  ha l  in i  pe r l u  k i t a  h inda r i .

18 . Bahwa  berda s a r k a n  ha l  –  ha l  yang  

Terguga t  I I  ura i k a n  di a t a s ,  t i d a k  bena r  dan  mengada -

ada  se r t a  t i d a k  berda s a r k a n  hukum  da l i l  Pengguga t  

yang  menya t a k a n  ob jek  sengke t a  (Su r a t  Terguga t  I I  

Nomor  :  407 /TAMBEN-C/VI / 2009  t e r t a n g g a l  25  Jun i  2009  

per i h a l  Tanggapan  Somas i / P e r i n g a t a n )  d i t e r b i t k a n  
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ber t e n t a n g a n  dengan  Pera t u r a n  Perundang - Undangan  yang  

ber l a k u  dan  ber t e n t a n g a n  dengan  Azas  –Azas  Umum 

Pemer i n t a h a n  Yang  Baik  dengan  a l a s a n  :

Sua tu  kepu t u s a n  ta t a  Usaha  Negara  dapa t  din i l a i  

be r t e n t a n g a n  dengan  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  

ber l a k u  apab i l a  kepu t u s a n  yang  ber s a ngku t a n  i t u  :

a . Ber t e n t a n g a n  dengan  ke t en t u a n - ke t e n t u a n  da l am  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber s i f a t  pro s edu r a l  

/  fo rma l .

b . Ber t e n t a n g a n  dengan  ke t en t u a n - ke t e n t u a n  da l am  

perundang - undangan  yang  ber s i f a t  mate r i i l  /  

subs t a n s i a l .

c . Dike l u a r k a n  o l eh  Badan  a t au  Pe j aba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  t i d a k  berwenang .

Dengan  demik i a n  ob j ek  sengke t a  a  quo  di t e r b i t k a n  

t i d a k  ber t e n t a n g a n  dengan  pe ra t u r a n  perundang -

undangan  yang  be r l a k u  se r t a  sudah  mela l u i  pro s edu r  

yang  bena r  dan  subs t a n s i a l  se r t a  dike l u a r k a n  ol eh  

Pe jab a t  Tata  Usaha  Negara  yang  berwenang .  Seh ingga  

sudah  sepan t a s n y a  Maje l i s  Hakim  yang  memer i k s a  dan  

mengad i l i  pe rka r a  a  quo  un tuk  t i d a k  mengabu l k an  

guga t a n  Pengguga t  a t au  se t i d a k - t i d a knya  guga t a n  

Pengguga t  t i d a k  dapa t  di t e r im a .  

I I . DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN 

Bahwa   apa  yang  te r u r a i  pada  j awaban  pokok  perka r a  ,  

d ianggap  t e r u l a n g  dan  ber l a k u   pada   bag i a n  da l am  
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permohonan  penangguhan  pe l a k s a n a a n .

2 . Bahwa  mengena i  permohonan  penangguhan  su r a t  

Terguga t  Nomor  :  407 /TAMBEN-C/VI / 2009  t e r t a n g g a l  25  

Jun i  2009  per i h a l  t anggapan  somas i   /  pe r i n g a t a n  

(ob j e k  guga t a n )  o leh  Pengguga t  menuru t  hemat  Terguga t  

I I  ha l  t e r s e b u t  t i d a k  ada  re l e v a n s i n y a .  Seanda i n y a  

Pengguga t  kons i s t e n  melak s a n ak an  i s i   pe r j a n j i a n  

yang   t e l a h   di s ep a k a t i   be r s ama ,   t i d a k   akan  te r b i t  

su r a t  Terguga t  I I   :

Nomor  :  22 /TAMBEN-C/I / 2 0 09 ,  t angga l  14  Janua r i  2009  

Per i h a l  Per i n g a t a n  Per t ama  ( I ) .

Nomor  :  46 /TAMBEN-C/I / 2 0 09 ,  t angga l  24  Janua r i  2009  

Per i h a l  Per i n g a t a n  Ke dua  ( I I ) .

Nomor  :  110 /TAMBEN-C/I I / 2 0 0 9 ,  t angga l  6  Pebrua r i  2009  

Per i h a l  Per i n g a t a n  Ke Tiga  ( I I I ) .

Sebe l um  masa  ber l a k u  KP be rakh i r  permohonan  pen i ngka t a n  

KP ekp l o r a s i  ke  KP eksp l o i t a s i  sudah  d i t e r b i t k a n  ol eh  

Terguga t  I .  

3 . Bahwa  se l a i n  i t u  berda s a r k a n  ke t en t u a n  Pasa l  67  

Ayat  (1 )   UU Nomor  5  Tahun  1986  t en t a n g  Perad i l a n  

Tata  Usaha  Negara  jo .  UU Nomor  9  Tahun  2004  t en t a n g  

Perubahan  Atas  UU  Nomor  5  Tahun  1986  t en t a n g  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  menya t a k a n  :
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“Gugatan  t idak  menunda  atau  menghalang i  

di l ak s anakannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  ser t a  t indakan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  diguga t . ”

Berda s a r k a n  ha l - ha l  yang  diu r a i k a n  di  a t a s ,  Terguga t  I I  

menegaskan  menolak  da l i l  guga t a n  Pengguga t  dan  

Permohonan  Penangguhan  Pe l ak s a n a a n  yang  di a j u k a n  dan  

mohon  dengan  horma t  kepada  Yang  Terho rma t  Maje l i s  Hakim  

yang  memer ik s a  dan  mengad i l i  pe rka r a  a  quo  un tuk  

berken an  member i k a n  pu tu s a n  dengan  amar  sebaga i  be r i k u t  

:

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Menolak  permohonan  penangguhan  Pengguga t  un tuk  

se l u r u hny a

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak  Guga t an  Pengguga t  un tuk  se l u r u h ny a  a t au  se t i d a k -

t i d a knya  menya t a k a n  guga t a n  t i d a k  dapa t  d i t e r im a .

Menya t ak a n  Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  Energ i  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  (Te rguga t  I I )  Nomor  :  

407 /TAMBEN-C/VI / 2009  t e r t a n g g a l  25  Jun i  2009  ada l a h  

sah ,  t i d a k  ber t e n t a n g a n  dengan  ke t e n t u a n  a t au  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u  dan  t i d a k  

ber t e n t a n g a n  dengan  Azaz  -  Azas  Umum Pemer i n t a h a n  

Yang  Baik .  

Menghukum  Pengguga t  un tuk  membaya r  semua  biaya  perka r a  

yang  t imbu l  ak ib a t  guga t a n  in i .

58

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apab i l a  pengad i l a n  berpendapa t  l a i n ,  mohon  

pu tu s a n  yang  sead i l - ad i l n y a .  

Menimbang  bahwa ,  pada  t angga l  14  Sep t embe r  2009  

Maje l i s  Hakim  t e l a h  mengadakan  Pemer i k s a a n  Se t empa t  

(  PS  )   ke  loka s i  ar ea l  per t ambangan  PT.  GAPCO  yang  

te r l e t a k  d i  dusun  Tangoc i n  Desa  Lemo  I ,  Kecama tan  Teweh  

Tengah ,  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a .  Namun  oleh  karen a  t i d a k  

adanya  kapa l  Fer r i  un tuk  menyebe r a ngka n  Maje l i s  Hakim  dan  

rombongan ,  se r t a  menginga t  mas ih  j auhnya  j a r a k  ke  loka s i  

t anah  sengke t a  dan  har i  sudah  s i a ng ,  maka  d iamb i l  sua t u  

kesepak a t a n  an t a r a  Maje l i s  Hakim  dengan  Kuasa  Pengguga t  

dan  Kuasa  Terguga t  I I  un tuk  membuka  s id ang  d i  rumah  Kepa l a  

Desa  d i  Desa  Mawen   yang  ke t e r a n g a nny a  te rmua t  da l am  

Ber i t a  Acara

- - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa  a t a s  Guga t an  

Pengguga t  maka  Pihak  Terguga t  I  t e l a h  menyampa ik an  Jawaban  

pada  t angga l  17  Sep t embe r   2009 ,  ya i t u  sebaga i  ber i k u t  :

DALAM EKSEPSI  :

Per iha l  Obyek  Sengke ta

Bahwa  Obyek  Sengke t a  ya i t u  Sura t  Peno l a k a n  Pen ingka t a n  

I j i n  Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o r a s i  No.  407 /TAMBEN-

C/VI / 2009  Ter t a ngg a l  25  Jun i  2009  yang  di t e r b i t k a n  

ol eh  Terguga t  I I  a t a s  per s e t u j u a n  dar i  Terguga t  I  

(“Obyek  Sengke t a ” )  ada l a h  bukan l a h  su r a t  yang  ber s i f a t  

t a t a  usaha  Negara  karena  di t e rb i t k an  sebaga i  bala s an  
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dar i  sura t  permohonan  pen ingka tan  yang  dia jukan  ol eh  

Penggugat  (Bukt i  T1- 1) .  Permohonan  pen i ngka t a n  yang  

di a j u k a n  ol eh   Pengguga t   ada l a h   su r a t  

kore s ponden s i ,   seh i n gg a   ba l a s a n  dar i  Terguga t  I I  

juga  da l am  rangka  kore s ponden s i .  Atau  dengan  ka t a  l a i n  

su r a t  ba l a s a n  yang  te r t u a n g  da l am  Sura t  Peno l a k a n  No.  

407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a n gg a l  25  Jun i  2009  merupakan  

t i n d a k an  hukum t a t a  usaha  Negara .

Bahwa  obyek  guga t a n  yang  SEHARUSNYA ada l a h  Sura t  Kepu tu s a n  

Terguga t  I  nomor  188 .45 / 4 8 9 / 2 0 05  t e r t a n g g a l  22  

Sep t embe r  2005  t en t a n g  Pember i a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp l o r a s i  a t a s  nama  Pengguga t  (“ SK  Pember ian  KP 

Eksplora s i ”)  be r i k u t  perpan j a n g a nnya  yang  t e r t u a n g  

da l am  Sura t  Kepu tu s a n  Terguga t  I  nomor  188 .45 / 5 3 5 / 2 0 07  

te r t a n g g a l  8  Agus tu s  2007  (“ SK  Perpanjangan  KP 

Eksplora s i ”) ,  su r a t  kepu t u s a n  mana  memil i k i  

per s y a r a t a n - per s y a r a t a n  yang  haru s  dipenuh i  ol eh  

Pengguga t  un tuk  di l a k uk a n  pen ingka t a n  ke  t ahapan  

eksp l o i t a s i ,  antara  la i n  ya i t u  kewaj iban  untuk  

menye l e s a i k an  gant i  rug i  lahan  dan  tanam  tumbuh  yang  

menjad i  hak  pihak  ket i g a ,  seh i ngg a  tanpa  d ipenuh i n y a  

sya r a t - sya r a t  d imaksud ,  maka  Pengguga t  t e l a h  

sepa t u t n y a  menge t ahu i  se j a k  awal  bahwa  t e r d a p a t  

kemungk i n an  pen i ngka t a n  ke  tahap  eksp l o i t a s i  d i t o l a k .

Obyek  Sengke t a  di t e r b i t k a n  ol eh  Terguga t  I I ,  bukan  ol eh  

Terguga t  I ,  padaha l  SK  Pember i a n   KP   Eksp l o r a s i  

di t e r b i t k a n   o leh   Terguga t   I   seh i n gg a   seca r a  
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hi r a r k i  

su r a t  peno l a k a n  sebaga imana  dimaksud  da l am  Obyek  

Sengke t a  t idak  bers i f a t  f ina l ,  seha r u s n y a  t e t a p  sa j a  

yang  mempunya i  kewenangan  un tuk  menolak  pen i ngka t a n  ke  

KP  Eksp l o i t a s i  ada l a h  Terguga t  I .  Mohon  band i ngk an  

dengan  pe t i t um  Pengguga t  yang  hanya  menun tu t  Terguga t  

I I  un tuk  menerb i t k a n  rekomenda s i  kepada  Terguga t  I ,  

seh i n gga  se sungguhnya  Pengguga t  menge t a hu i  bahwa  yang  

mempunya i  kewenangan  un tuk  meningka t k a n  s t a t u s  KP 

menjad i  KP  Eksp lo i t a s i  ada l a h  Terguga t  I .  se j a l a n  

dengan  ha l  i t u ,  yang  d i t o l a k  o leh  Terguga t  I I  ada l a h  

memprose s  pember i a n  rekomendas i .  Seha ru s ny a  Terguga t  I  

t i d a k  dapa t  di j a d i k a n  p ihak  da l am  perka r a  in i .

Bahwa  sehubungan  dengan  bu t i r  2  d i  a t a s ,  SK Pember i a n  KP 

Eksp l o r a s i  jo  SK Perpan j a n g a n  KP Eksp l o r a s i  ber akh i r  

seca r a  otoma t i s  pada  l ewa t ny a  t angga l  8  Agus tu s  2008 .  

Dengan   demik i a n ,   j angka   waktu   penga j u a n   guga t a n  

Pengguga t  

se sua i   dengan   pasa l   3   aya t   2   junc t o   pasa l  55  UU 

Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU 

Nomor  9  Tahun  2004  ada l a h  MELEBIHI  JANGKA WAKTU 90  

(SEMBILAN  PULUH)  HARI  ( s e l ambat - lambatnya  gugatan  

Penggugat  dia jukan  pada  6  November  2008 ,  KARENANYA 

GUGATAN PATUT TIDAK DITERIMA.

Pasa l  3  aya t  2  be rbuny i  :

“j i k a  sua t u  Badan  atau  Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  t i d a k  
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menge l ua r k an  kepu t u s a n  yang  d imohon ,  sedangkan  jangka  

waktu  sebaga imana  di t e n t u k a n  da lam  pera t u r a n  

perundang - undangan  dimaksud  te l a h  lewa t ,  maka  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  te r s e b u t  DIANGGAP TELAH 

MENOLAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN DIMAKSUD.

(ARTINYA TERGUGAT I  MENOLAK MENINGKATKAN KP EKSPLORASI 

PENGGUGAT MENJADI  KP  EKSPLOITASI  PADA  TANGGAL 9  

AGUSTUS 2008)

Bahwa  dengan  d i t e r b i t k a n n y a  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  

2009  t en t a n g  Per t ambangan    Minera l    dan    Batuba r a  

(  “UU Minerba ”  )     d iwa j i b k a n   adanya  

penye sua i a n  se t i a p  per i j i n a n  dengan  UU Minerba  da l am  

kurun  waktu  1  ( s a t u )  t ahun  ya i t u  da l am  ha l  in i  d ibawah  

kewenangan  Depar t emen  Energ i  dan  Sumber  Daya  Minera l ,  

seh i n gga  i j i n - i j i n  yang  di t e r b i t k a n  te r k a i t  dengan  

usaha  pe r t ambangan ,  t e rmasuk  per t ambangan  ba tub a r a ,  

waj i b  mendapa t k a n  per s e t u j u a n  dar i  Mente r i  Energ i  dan  

Sumber  Daya  Minera l .  Oleh  karena  i t u ,  sega l a  t i n d a k a n  

yang  t e r k a i t  dengan  SK  Pember i a n  KP  Eksp l o r a s i  

t e r a t a s n ama  Pengguga t  TIDAK BERSIFAT FINAL,  seh ingga  

t idak  memenuhi  syara t  sebaga i  obyek  ta ta  usaha  Negara .

DALAM POKOK PERKARA

Tentang  “SK Pember ian  KP Eksplora s i ”

Bahwa  da l am  melakukan  keg i a t a n  usaha  d i  bidang  

per t ambangan ,  t e r d a p a t  aspek  hukum  yang  menjad i  

kewenangan  dar i  in s t a n s i - in s t a n s i  yang  berbeda  ya i t u  :
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Untuk  tanahnya ,  maka  menjad i  kewenangan  Badan  

Per t a n a h a n  Nas iona l ;

Untuk  s t a t u s  hu t annya  (d i a t a s  tanah ) ,  maka  menjad i  

kewenangan  Depar t emen  Kehut ana n ;  dan

Untuk  t ambangnya ,  maka  menjad i  kewenangan  Depar t emen  

Energ i  dan  Sumber  Daya  Minera l

Bahwa  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Ten t ang  Pokok- pokok  

Agra r i a  juga  mengaku i  hak  u l aya t / a d a t  a t a s  t anah  a t au  

di  Kal iman t a n  d ikena l  dengan  i s t i l a h  p i l a h a n ,  seh i ngg a  

dimungk i nk an  adanya  hak  pihak  ke t i g a  t e r k a i t  t anah  

te r t e n t u  walaupun  di a t a s  t anah  dimaksud  ber s t a t u s  

kawasan  hu t an ,  di s amp ing  t anam  tumbuh  ber i k u t  bangunan  

ruamh- rumah  ada t t  yang  ha ru s  d ibe r i  gan t i  rug i .

Bahwa  da l am  SK  Pember i a n  KP  Eksp l o r a s i  seca r a  t ega s  

t e r t u l i s  adanya  sya r a t  bahwa  Pengguga t  DIWAJIBKAN 

an t a r a  l a i n  un tuk  menye l e s a i k a n  hak - hak  pihak   ke t i g a  

yang   t e r k a i t  dengan  l ahan ,  t anam  tumbuh  yang  berada  

di a t a s  l ahan .  

J i k a  kewa j i b a n  dimaksud  t i d a k  d ipenuh i  maka  Terguga t  I  

be rhak  un tuk  mencabu t /memba t a l k a n  SK  Pember i a n  KP 

Eksp l o r a s i .  Dengan  demik i a n ,  TIDAK  ADA  KEWAJIBAN 

MUTLAK BAGI  TERGUGAT I  UNTUK MENINGKATKAN STATUS KP 

EKSPLORASI MENJADI KP EKSPLOITASI  KEPADA PENGGUGAT.

Sedangkan  rekomenda s i - rekomendas i  yang  d i t e r b i t k a n  

te r k a i t  dengan  pengu ru s a n  pin j am   paka i   hu t an   t i d a k  

bera r t i   Pengguga t   PASTI   mempero l e h   pen ingka t a n  
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kuasa  pe r t ambangan ,  mela i n k a n  te r p e nuh i n y a  se l u r u h  

sya r a t  yang  t e l a h  di t e n t u k a n  perundang - undangan  dan  

sebaga imana  yang  t e r t u l i s  da l am  SK  Pember i a n  KP 

Eksp l o r a s i .  Mohon bukt i  adanya  per jan j i a n  pin jam pakai  

hutan  aquo .

Bahwa  t e r k a i t  dengan  bu t i r  6  dia t a s ,  t e r n a y t a ,  s t a t u s  

pember i a n  KP  Ekplo r a s i  kepada   Pengguga t   t e r k a i t  

dengan  adanya  per j a n j i a n  dengan  pihak  yang  mewaki l i  

kepen t i n g a n  tanah  ada t  (d iwak i l i  o leh  CV.  Surya  

Kencana )  bahwa  Pengguga t  sepaka t  un tuk  member  gan t i  

rug i  t anah  dan  t anam  tumbuh  di  area l  kuas a  

per t ambangan  aquo  (Buk t i  T1- 2)  Tanpa  adanya  pe r j a n j i a n  

dimaksud ,  Terguga t  t i d a k  akan  menerb i t k a n  SK 

Pember r i a n  KP  Eksp lo r a s i  kepada  Pengguga t .  Pihak  

Ket i g a  aquo  pun  t e l a h  menga j uk an  penawaran  kepada  

Pengguga t ,  namun  Pengguga t  t i d a k  mengaku i ny a .  Untuk  

i t u ,  Kami  mohon  maje l i s  menar i k  p ihak  ke t i g a  (CV.  

Surya  Kencana ,  be ra l ama t  d i  Ja l a n  Merak  Nomor  50  Rukun  

Te tangga  18 ,  Muara  Teweh  73811)  penanda t a n g a n  

per j a n j i a n  aquo  sebaga i  p ihak  da l am  perka r a  in i .  CV.  

Surya  Kencana  semula  ada l a h  pemegang  i j i n  penye l i d i k a n  

a t a s  loka s i  yang  sama  yang  se l a n j u t n y a  dibe r i k a n  

kepada  Pengguga t  dengan  bebe r a p a  kesepaka t a n  gan t i  

rug i  l ahan ,  t anam  tumbuh  kepada  masya r ak a t  hukum ada t .

Bahwa  SK Pember i a n  KP Eksp l o r a s i  yang  ber l a k u  h ingga  22  
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Sep t embe r  2007  kemudi an  dipe r p a n j a n g  h ingga  8  Agus tu s  

2008  sebaga imana  t e r t u a n g  da l am  su ra t  perpan j a n g a n  

nomor  188 .45 / 5 3 5 / 2 0 0 7 ,  yang  sesungguhnya  member i  

kesempa t a n  kepada  Pengguga t  un tuk  memenuh i  per s y a r a t a n  

yang  t e l a h  di t e n t u k a n ,  an t a r a  l a i n  member  gan t i  rug i  

a t a s  l ahan ,  t anam  tumbuh  kepada  p ihak  ke t i g a  t e r k a i t  

( t e n t u n y a  t e rmasuk  t anah  ulaya t ) .  Hingga  l ewatnya  

jangka  waktu  8  Agustu s  2007   ter s ebu t ,   Penggugat  

be lum juga  memenuhi  persyara t an  yang  diminta ,  

seh ingga  secara  otomat i s  SK  Pember ian  Eksplora s i  

gugur .  Mohon  di ca t a t  bahwa  Sura t  Peno l a k a n  (Obyek  

Perka r a )  d i t e r b i t k a n  j auh  se t e l a h  berakh i r n y a  SK 

Pember i a n  KP Eksp l o r a s i  jo  Perpan j a n g a nnya .

Tentang  Tanah  Ulaya t  Masyarakat  Hukum Adat .

Bahwa  sebaga imana  t e l a h  d iu r a i k a n  pada  bu t i r  6  d ia t a s  

bahwa  UU Nomor  5  Tahun  1960  ten t a n g  Pokok  Pokok  

Agra r i a  mengaku i  hak  u laya t  masya r a k a t  hukum  ada t .  

Pengguga t   pun   menyi t i r  Pera t u r a n  Mente r i  Negara  

Agra r i a / K e p a l a  

BPN 5/1999  t en t a n g  Pedoman  Penye l e s a i a n  Masa l ah  Hak  

Ulaya t  Masya r ak a t  Hukum Adat ,  yang  ar t i n y a  Pengguga t  

mengaku i  kebe r a d a a n  hak  ul aya t .

Bahwa  kebe r a d a a n  hak  u laya t  di  Muara  Teweh  dik l a im  oleh  

masya r ak a t  hukum ada t  se t empa t  (Buk t i  T1- 3)  bukan  o leh  

Terguga t  I  (dan  Terguga t  I I ) .  Permasa l a h a n  be lum  

adanya  koord i n a s i  yang  ba ik  di an t a r a  in s t a n s i  

pemer i n t a h  t i d a k  menyebabkan  hak  u laya t  masya r a k a t  
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hukum ada t  se t empa t  menjad i  hi l a n g ,  seh i n gga  Pengguga t  

t i d a k  berkewa j i b a n  un tuk  member i k a n  gan t i  rug i  a t a s  

l ahan  dan  t anam  tumbuh  t e rmasuk  rumah- rumah  ada t .

Bahwa  bahkan  masya r a k a t  hukum ada t  t e l a h  memula i  melakukan  

pengu ru s a n  se r t i f i k a t ,  di an t a r a n y a  membaya r  pa j a k  bumi  

dan  bangunan  kepada  Negara  (Buk t i  T1- 4)

Tentang  Tidak  benar  Tindakan  Terguga t  I  Berten t angan  

Dengan  UU Minerba

Bahwa  UU Minerba  mensya r a t k a n  adanya  penyes u a i a n  per i j i n a n  

bidang  usaha  per t ambangan  kepada  Depar t emen  Energ i  dan  

Sumber  Daya  Minera l .  Menjad i  per t a n y a a n  sudahkah  

Pengguga t  menyesua i k a n  per i j i n a n  KP  Eksp l o r a s i n y a  

menuru t  UU Minerba  ?

Se l an j u t n y a  menjad i  pe r t a n y a a n  pu l a  IUP  Eksp l o r a s i  yang  

mana  yang  d i j am i n  ol eh  UU Minerba  un tuk  d i t i n g k a t k a n  

menjad i  IUP  Opera s i  Produks i ?  Siapa  yang  berkewa j i b a n  

un tuk  member i k a n  IUP  Opera s i  Produks i  bag i  KP  yang  

be lum  menyesua i k a n  dengan  UU  Minerba ?  Mente r i ,  

Gubernu r  a t au  Bupa t i ?  Tidak  adakah  sya r a t - sya r a t  yang  

haru s  dipenuh i  aga r  IUP  Eksp l o r a s i  d i t i n g k a t k a n  

menjad i  IUP  Opera s i  Produks i ?  ( t e n t u n y a  ada )

Pasca  d i t e r b i t k a n n y a  UU Minerba ,  h ingga  saa t  in i  be lum  

ada  ke t en t u a n  pe l a k s a n a  yang  menga t u r /men j awab  

mengena i  per t a n y a a n - pe r t a n y a a n  pada  bu t i r  13  dan  14 .  
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Dengan  demik i a n ,  t i d a k  bena r  Terguga t  1  melangga r  UU 

Minerba .

Sebaga i  t ambahan ,  Pengguga t  h ingga  berakh i r n y a  j angka  

waktu  KP  Eksp l o r a s i  t i d a k   /   be lum    melakukan  

keg i a t a n    yang   ber a r t i   d i   loka s i   t ambang .   Bahkan  

membaya r  gan t i  rug i  l ahan  dan  t anam  tumbuh  sa j a  

Pengguga t  t i d a k  mempunya i  kemampuan ,  t e r b uk t i  

Pengguga t  bukan l a h  peru s a h a a n  yang  bonav i d e .  Tidak  

Bena r  Terguga t  I  Melakukan  Tindakan  Yang  Ber t e n t a n g a n  

Dengan  Asas - Asas  Umum Pemer i n t a h a n  Yang  Baik

Bahwa  Terguga t  I  seca r a  t ega s  menolak  da l i l  Pengguga t  yang  

te r t u a n g  da l am  bu t i r  12  bahwa  Terguga t  I  melakukan  

t i n d a k an  yang  ber r t e n t a n g a n  dengan  asa s - asa s  umum 

pemer i n t a h a n  yang  ba ik .

Pengguga t  t i d a k  menje l a s k a n  asa s  kece rma t a n  dan  asa s  

kepas t i a n  hukum  te l a h  d i l a n g g a r .  Bahkan  pada  awal  

ka l ima t  bu t i r  12  d imaksud ,  Pengguga t  menyebu t k a n  bahwa  

t i n d a k an  Terguga t  I  merupakan  t i n d a k a n  kesewenang -

wenangan .

Yang  t e r j a d i  ada l a h  Pengguga t  t i d a k  memenuh i  sya r a t  

yang  t t e l a h  di t e n t u k a n  da l am  pera t u r a n  perundang -

undangan  dan  per s y a r a t a n  yang  seca r a  t ega s  t e r t u l i s  

da l am  pember i a n  SK Pember r i a n  KP Eksp l o r a s i ,  ya i t u :

Hubungan  an t a r a  pemegang  kuasa  per t ambangan  dengan  

pihak  ke t i g a  menjad i  t anggung  j awab  pemegang  kuasa  

per t ambangan  se sua i  dengan  ke t en t u a n - ke t e n t u a n  hukum 
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yang  ber l a k u  (bu t i r  6  SK Pember i a n  KP Eksp l o r a s i ) ;

Menye l e s a i k a n  tumpang  t i n d i h  wi l ay ah  dengan  

kepen t i n g a n  l ahan  l a i n n y a  (bu t i r  7  SK Pember i a n  KP 

Eksp l o r a s i ) .

Se j ak  semul a  Pengguga t  menge t a hu i  dan  menyada r i  bahwa  

apab i l a  sa l a h  sa t u  sya r a t  t i d a k  te r p e nuh i ,  maka  

Terguga t  I  be rhak  un tuk  mencabu t  a t au  membata l k a n .  

Fak t a  hukum yang  t e r j a d i  ada l a h :

Hingga  berakh i r n y a  jangka  waktu  SK  Pember i a n  KP 

Eksp l o r a s i ,  Pengguga t  t i d a k  memenuh i  se l u r u h  a t au  

sa l a h  sa t u  di an t a r a  sya r a t - sya r a t  yang  d i t e t a p k a n  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  be r l a k u  dan  

sebaga imana  sya r a t - sya r a t  yang  d i t e t a p k a n / t e r t u l i s  

da l am  SK Pember i a n  KP Eksp l o r a s i  khusu snya  bu t i r  6  

dan  7;

SK  Pember i a n  KP  Eksp l o r a s i  ber akh i r  ka r en a  j angka  

waktunya  hab i s / b e r a k h i r  pada  t angga l  9  Agus t u s  2008 ;

Obyek  Guga t an  bukan  di t e r b i t k a n  ol eh  Terguga t  I ,  

mela i n k a n  Terguga t  I I .

Ten tang  Permohonan  Penundaan

Bahwa  mengacu  ura i a n  d i  a t a s ,  maka  mohon  Maje l i s  Hakim  

yang  Mul i a  menolak  permohonan  pene t a p a n  penundaan  

pe l ak s a n a a n  Sura t  Peno l a k a n  Pen ingka t a n  I j i n  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp lo r a s i  Nomor  407 /TAMBEN-C/VI / 2009  

te r t a n g g a l  25  Jun i  2009  yang  d i t e r b i t k a n  o leh  Terguga t  

I I .

Sehubungan  dengan  da l i l - da l i l  yang  kami  a jukan ,  maka  kami  
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mohon  kepada  Maje l s i  Hakim  Yang  Mul i a  un tuk  menolak  

se l u r u h  guga t a n  Pengguga t  a t a s u  se t i d a k - t i d a knya  t i d a k  

mener ima  guga t a n  Pengguga t .

- - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa  a t a s  Jawaban  dar i  

Pihak  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I ,  maka  Pihak   Pengguga t  

t e l a h  menyampa ik an  Repl ik  pada  per s i d a n g a n  t angga l  13  

Oktober  2009  dan  a t a s  Repl i k  Pengguga t ,  maka  Terguga t  I  

dan  Terguga t  I I  t e l a h  menyampa ik an  Dupl ik  masing - mas ing  

da l am  pe r s i d a n g a n  t angga l  20  Oktober  2009  yang  i s i  

se l e n gk apnya  t e l a h  te rmua t  da l am  Ber i t a  Acara  Per s i d a n g a n  

dan  un tuk  s ingka t n y a  dianggap  t e l a h  t e r c a n t um  dan  menjad i  

bag i a n  yang  t i d a k  t e r p i s a h k a n  dengan  pu tu s a n  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa  Kuasa  Pengguga t  t e l a h  

menyer ahkan  Bukt i  Sura t   sebanyak   19 .  (Sembi l a n  Bela s )  

fo t o  copy   su r a t  buk t i  t e r t u l i s  be rma t e r a i  cukup  dan  t e l a h  

di cocokkan  dengan  as l i n y a  yang  dibe r i  t anda  P- 1  sampa i  

dengan  P- 19 ,  ya i t u  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BUKTI P- 1   :  Sura t  Kepa l a  Dinas  

Per t ambangan  dan  Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a  Nomor :  407 /TAMBEN-C/VI / 2009  Ter t a ngg a l  

25  Jun i  2009 .  Per i h a l  :  Tanggapan  Somas i  /  

Per i n g a t a n  ( f o t o  copy  dar i  as l i )  ;
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BUKTI P- 2   :  Sura t  Kepu tu s a n  Bupa t i  Bar i t o  

Uta r a  Nomor  188 .45 / 4 8 9 / 2 0 0 5  t e r t a n g g a l  22  

Sep t embe r  2005  t en t a n g  Pember i a n  Kuasa  

Per t ambangan  Eksp lo r a s i  a t a s  nama  PT  Globa l  

Asia  Pr ima  Coal i n d o  Mining   ( f o t o  copy  dar i  

as l i )  ;

BUKTI P- 3 :  Sura t  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  :  

882 /TAMPERINDAG/B  t e r t a n g g a l  21  Nopember  

2006 .  Per i h a l  :  Mohon  Rekomendas i  I j i n  Pin j am  

Paka i  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 4 : Sura t  Nomor  :  322 /049 / 2 007  t angga l  20  

Pebrua r i  2007  Per i h a l  :  Rekomendas i  ( f o t o  

copy  dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI P- 5     : Sura t  Kepa l a  Dinas  Kehut an an  Pemer i n t a h  

Prop i n s i  Kal iman t a n  Tengah  Nomor  :  

522 /1683 / 1 . 0 3 / 6 / 2 0 0 7  t angga l  25  Jun i  2007  

per i h a l  Per t imbangan  Tekn i s  Pin j am  Paka i  

Kawasan  Hutan  a t a s  nama  PT Globa l  Asia  Pr ima  

Coal i n d o  Mining  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 6     : Sura t  Kepu tu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  

No.188 . 4 5 / 5 3 5 / 2 0 07  tangga l  8  Agus tu s  2007  

t en t a n g  Perpan j a n g a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp lo r a s i  a t a s  nama  PT  Globa l  Asia  Pr ima  

Coal i n d o  Mining  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 7     : Sura t  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  

No.139 /TAMPERINDANG/B  pe r i h a l  Keje l a s a n  
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Sta t u s  Wilayah  Kuasa  Per t ambangan  a t a s  nama  

PT  Globa l  Asia  Pr ima  Coal i n d o  Mining  ( fo t o  

copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 8 A : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

Nomor :  22 /Tamben - C/ I / 2 0 09  te r t a n g g a l  14  

Janua r i  2009  per i h a l  Sura t  Per i n g a t a n  Per t ama  

( I )  ( f o t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 8 B : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

Nomor :  46 /Tamben - C/ I / 2 0 09  te r t a n g g a l  24  

Janua r i  2009  per i h a l  Sura t  Per i n g a t a n  Kedua  

( I I )  ( f o t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 8 C : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

Nomor  :  110 /Tamben - C/ I I / 0 9  t e r t a n g g a l  16  

Pebrua r i  2009  per i h a l  Per i n g a t a n  Ket i g a  ( I I I )  

( f o t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 9     : Sura t  Kepu tu s a n  Mente r i  Per t a n i a n  

Repub l i k  Indone s i a  Nomor  :  

759 /Kp t s /Um/10 / 1 982  t e r t a n g g a l  12  Oktobe r  

1982  ten t a n g  Penun j uk an  Area l  Hutan  Di  

Wilayah  Prop i n s i  Dat i  I  Kal iman t a n  Tengah  

Se lua s  15 .300 . 0 0 0  Ha  (L ima  Bela s  Ju t a  Tiga  

Ratu s  Ribu  Hekta r )  Sebaga i  Kawasan  Hutan  

( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI P- 9 A : Pe t a  Rencana  Pengukuhan  dan  Pena t a guna a n  

Hal  71  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hutan  Prov i n s i  Daerah  Tingka t  I  Kal iman t a n  

Tengah   Seka l a   1:500 . 0 00  Lembar  1  ( fo t o  copy  

dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI P- 9 B  : Pe t a  Rencana  Pengukuhan  dan  Pena t a guna a n  

Hutan  Prov i n s i  Daerah  Tingka t  I   Kal iman t a n  

Tengah   Lembar  2 ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI P- 10     : Sura t  Edaran  Dir j e n  Minera l ,  Batuba r a  

dan  Panas  Bumi  Nomor  :  03 .E / 3 1 /D JB / 2009  

t angga l  30  j anua r i  2009  t en t a n g  Per i j i n a n  

Per t ambangan  Minera l  dan  Batuba r a  sebe l um  

t e r b i t n y a  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  sebaga i  

Pe l ak s a n a a n  UU Nomor  4  t ahun  2009  ( fo t o  copy  

dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI P- 11     : Sura t  Edaran  Mente r i  Kehu t an an  Nomor  :  

404 /Menhu t - I I / 0 3  t e r t a n g g a l  10  Ju l i  2003 .  

Per i h a l  :  Sura t  Edaran  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  

copy )  ;

BUKTI P- 12     : Sura t  Mente r i  Negara  Agra r i a  /  Kepa l a  

Badan  Per t a n a h a n  Nas iona l  Nomor  :  400- 2626  

t angga l  24  Jun i  1999 .  Per i h a l  :  Penyampa i a n  

dan  Pen j e l a s a n  PERMENEG Agra r i a  /  Kepa l a  BPN 

Nomor  5  Tahun  1999  t en t a n g  Pedoman  

Penye l e s a i a n  Masa l a h  Hak  Ulaya t  Masya r ak a t  

Hukum Adat   ( f o t o  copy  dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI P- 13     : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor :  

138 /TAMBEN.C/XI / 2 008 ,  Tangga l  10  November  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2008 .  Per i h a l  :  Pen j e l a s a n  iz i n  Kuasa  

Per t ambangan  PT.  Globa l  Asia  Pr ima  Coal i n do  

Mining  ( fo t o  copy  da r i  fo t o  copy )  ;  

BUKTI P- 14     : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor :  

552 /TAMPERINDAG/B,  Tangga l  28  Mei  2008 ,  

Per i h a l :  Pen j e l a s a n  Area l  PT.  Globa l  Asia  

Pr ima  Coa l i n do  Mining  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 15     : Sura t  Dir j e n  Minera l ,  Batuba r a  dan  Panas  

Bumi  Nomor  :  1053 /30 /D JB / 2009 ,  t angga l  24  

Mare t  2009 .  Per i h a l  :  Iz i n  Usaha  Per t ambangan  

( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI P- 16     : Sura t  dar i  Kuasa  Hukum PT.  GAPCO Nomor  :  

107 /L&P- Ins / I I / 0 9 ,  Tangga l  04  Pebrua r i  2009  

( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 17     : Sura t  dar i  Kuasa  Hukum PT.  GAPCO Nomor  :  

126 /L&P- Ins / I I / 0 9 ,  Tangga l  12  Pebrua r i  2009  

( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 18     : Sura t  dar i  Kuasa  Hukum PT.  GAPCO Nomor  :  

160 /L&P- Ins / I I / 0 9 ,  Tangga l  27  Pebrua r i  2009  

( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

BUKTI P- 19     : Sura t  da r i  Ti t i  Purwa t i   Direk t u r  Utama  

PT.  CAPCO  Nomor  240 /GAPCO/I I / 2 0 08  Tangga l  06  

Pebrua r i  2007  Per i h a l  Permohonan  Pen ingka t a n  

Kuasa  Per t ambangan  Eksp l o t a s i  ( f o t o  copy  dar i  

fo t o  copy )  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa  Terguga t  I  t e l a h  

Hal  73  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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menyer ahkan  Bukt i  Sura t     sebanyak   21  (dua  pu luh  sa t u  )  

fo t o  copy  su r a t  buk t i  t e r t u l i s  berma t e r a i  cukup  dan  t e l a h  

di cocokkan  dengan  as l i n y a ,  yang  dibe r i  t anda  T1.  1  sampa i  

dengan  T1.  21  ya i t u  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BUKTI T1- 1 

:

Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  Energ i  

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  No.  

407 /TAMBEN-C/VI / 2009  t e r t a n g g a l  25  Jun i  2009  

per i h a l  Tanggapan  Somas i  /  Per i n g a t a n   ( f o t o  

copy  dar i  fo t o  copy )
BUKTI T1- 2 

:

Sura t  Rudhy  A.  Lon toh ,  SH. ,  dan  Edward  N.  

Lon toh ,  SH. ,  LL.M.  Nomor  121 /L  & P- Ins /V / 0 9  

tangga l  15  Mei  2009  per i h a l  Somas i  /  

Per i n g a t a n .  ( f o t o  copy  dar i  as l i )  
BUKTI T1- 3 

:

Sura t  Dinas  Per t ambangan  Dan  Energ i  

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

55 /TAMBEN-C/I / 2 0 09  t angga l  29  Janua r i  2009  

per i h a l  Pen j e l a s a n  Ten t ang  Kepemi l i k a n  Lahan  

( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  
BUKTI T1- 4 

:

Sura t  Kanto r  Hukum Lontoh  & Par t n e r s  Nomor  

126 /L&P- Ins / I I / 0 9  tangga l  12  Pebrua r i  2009  

per i h a l  Tanggapan  Atas  Sura t  Dinas  

Per t ambangan  Dan  Energ i  Pemer i n t a h  Kabupa t e n  

Bar i t o  Uta r a  Nomor  55 /TAMBEN-C/I / 2 0 09  ( fo t o  

copy  dar i  fo t o  copy )

BUKTI T1- Sura t  Edaran  Direk t o r a t  Jende r a l  Mine ra l ,  

74

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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5  : Batuba r a  Dan  Panas  Bumi  Nomor  

1053 / 30 /D JB / 2009  te r t a n g g a l  24  Mare t  2009  

Per i h a l  Iz i n  Usaha  Per t ambangan  ( fo t o  copy  

dar i  fo t o  copy )  
BUKTI T1-

6  :

Sura t  Kepu tu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

188 . 45 / 4 8 9 / 2 0 05  t angga l  22  Sep t embe r  2005  

Ten tang  Pember i a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp l o r a s i  a t a s  nama  PT.  Globa l  Asia  Pr ima  

Coal i n do  Mining  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  
BUKTI T1-

7  :

Sura t  Kepu tu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

188 . 45 / 5 3 5 / 2 0 07  t angga l  08  Agus tu s  2007  

Ten tang  Perpan j a n g a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp l o r a s i  a t a s  nama  PT.  Globa l  Asia  Pr ima  

Coal i n do  Mining . ( f o t o  copy  dar i  as l i )
BUKTI T1- 8 

:

Kl ip i n g  be r i t a  di  Media  Massa  ( fo t o  copy  

dar i  as l i )  
BUKTI T1- 9 a 

:

BUKTI T1- 9 b 
:

BUKTI T1- 9 c  
:

Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  Dan  Energ i  

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

22 /TAMBEN-C/I / 2 0 09  t angga l  14  Janua r i  2009  

Per i h a l  Per i n g a t a n  Per t ama  ( I )  ( f o t o  copy  

dar i  fo t o  copy )  ;

Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  Dan  Energ i  

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

46 /TAMBEN-C/I / 2 0 09  t angga l  24  Janua r i  2009  

Per i h a l  Per i n g a t a n  Kedua  ( I I )  ( f o t o  copy  

dar i  fo t o  copy )  ;

Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  Dan  Energ i  

Pemer i n t a h  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

110 /TAMBEN-C/I I / 2 0 0 9  t angga l  16  Pebrua r i  

Hal  75  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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2009  Per i h a l  Per i n g a t a n  Ket i g a  ( I I I )  ( f o t o  

copy  dar i  fo t o  copy )  ;

BUKTI T1- 10  

:

Klausu l a  Pe l impahan  &  Penye r a h a n  Lokas i  

Batuba r a  Atas  Nama  :  CV.  SURYA  KENCANA 

Sesua i  SKIP  No.  529 /TAMPERINDAG/B Tangga l  3  

Agus t u s  2005  se l u a s  3 .856  HA,  Kepada  PT.  

Globa l  Asia  Pr ima  Coa l i n do  Mining  (GAPCO 

MINING) . ( f o t o  copy  dar i  as l i )  
BUKTI T1- 11  

:

Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan ,  

Per i n du s t r i a n  dan  Perdagangan  Kabupa t e n  

Bar i t o  Uta r a  Nomor  :  529 /TAMPERINDAG/B 

tangga l  3  Agus tu s  2005 .  Per i h a l  SKIP  

Batuba r a  di  wi l ayah  Kecamatan  Teweh  Tengah  

( fo t o  copy  dar i  as l i )
BUKTI T1- 12  

:

Sura t  Kete r a n g an  Demang  Kepa l a  Adat  

Kecamat an  Teweh  Tengah  Nomor  09 /DKA/MT.2005  

tangga l  27  Jun i  2005  ( fo t o  copy  da r i  fo t o  

copy )
BUKTI T1- 13  

:

Sura t  Pernya t a a n  Kepemi l i k a n  Tanah  Adat  

t angga l  4  Jun i  2003  dibua t  o leh  Ar j iman  

Wassa .  ( f o t o  copy  dar i  fo t o  copy )
BUKTI T1- 14  

:

Sura t  Pernya t a a n  t angga l  28  Jun i  2003  dibua t  

ol eh  kepa l a  dusun  Tangoc i n  bese r t a  penduduk  

as l i  Dusun  Tangoc i n  ( fo t o  copy  dar i  as l i )
BUKTI T1- 15  

:

Perh i t u n g a n  semen t a r a  Kete t a p a n  Pa jak  Bumi  

Bangunan  sek t o r  pedes a a n  dan  perko t a a n  dan  

tanda  t e r ima  semen t a r a  Pembaya r a n  Pa j ak  Bumi  

76
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Bangunan   t ahun  2005 ,  2006  dan  2007  a /n  

Ar j iman  Wasa  ( fo t o  copy  dar i  as l i )
BUKTI T1- 16  

:

Sura t  Kete r a n g an  Demang  Kepa l a  Adat  

Kecamat an  Teweh  Tengah  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a  Nomor  02 /DKA/MT/2007  tangga l  5  

Pebrua r i  2007  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )
BUKTI T1- 17  

:

Sura t  CV.  Surya  Kencana  Nomor  

01 /CV.SK/ I I / 2 0 0 7  tangga l  14  Pebrua r i  2007  

per i h a l  Penawaran  Khusus  t e r h a d a p  gan t i  rug i  

l ahan  masya r a k a t  ( f o t o  copy  da r i  fo t o  

copy )  ;
BUKTI T1- 18  

:

Sura t  Demang  Kepa l a  Adat  Kecama tan  Teweh  

Tengah  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

05 /DKA/MT  tangga l  14  Apr i l  2007  pe r i h a l  

Pen i l a i a n  t e r h a d a p  kebe r a d a a n  PT.  GAPCO 

MINING.  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  
BUKTI T1- 19  

:

Sura t  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

005 /342 /TAMPERINDAG tangga l  2  Oktobe r  2007  

per i h a l  Undangan .  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )
BUKTI T1- 20  

:

Sura t  Ar j iman  Wassa  Tangga l  4  Agus tu s  2008  

per i h a l  Pen ingka t a n / P e r p a n j a n g a n  I j i n  KP PT.  

GAPCO MINING.  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )
BUKTI T1- 21  

:

Sura t  Menang  Jaya  Tangga l  2  Desember  2008  

Per i h a l  Peno l a k an  Kuasa  Per t ambangan  (KP)  

Eksp l o r a s i  Bahan  Gal i a n ,  Tambang  Batu  Bara  

a t a s  nama  PT.  GLOBAL ASIA  PRIMA COALINDO 

MINING (GAPCO MINING)  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  

copy )
- - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa  Terguga t  I I  t e l a h  

menyer ahkan  Bukt i  Sura t     sebanyak   48  (empa t  pu luh  

de l ap a n  )  fo t o  copy  su r a t  buk t i  t e r t u l i s  berma t e r a i  cukup  

Hal  77  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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dan  t e l a h  d icocokkan  dengan  as l i n y a ,  yang  d ibe r i  t anda  T2.  

1  sampa i  dengan  T2.  48  ya i t u  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T2 – 1 :  Sura t  Pernya t a a n  

Kepemi l i k a n  Tanah  Adat  (SKT)  An.  Ar j iman  

Wassa  t angga l  4  Jun i  2003  yang  d ike t a h u i  

o leh  Kepa l a  Dusun  Tangoc i n  dan  Demang  Kepa l a  

Adat  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 2 : Sura t  Pernya t a a n  

Murd i  bin  Aj id i n  Kepa l a  Dusun  Tangoc i n  dan  

kawan- kawan  yang  di s ahk an  o l eh  Demang  Kepa l a  

Adat  Kecamat an  Teweh  Tengah ,  t angga l  18  Jun i  

2003  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 3 : Sura t  Masya ra k a t  

Dusun  t angoc i n  Desa  Lemo  I  t angga l  25  Jun i  

2005 .  Per i h a l  :  Permohonan  Mendapa t  I j i n  

Kuasa  Per t ambangan  se l u a s  2000  ha  ( fo t o  copy  

dar i  fo t o  copy )  ;

Bukt i  T2 – 4 : Sura t  Pernya t a a n  

demang  kepa l a  ada t  Kecamat an  Teweh  Tengah  

Nomor  :  09 /DKA/MT.2005  t angga l  27  Jun i  2005  

( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  ;

Bukt i  T2 – 5 : Sura t  Dinas  

Per t ambangan  Per i n du s t r i a n  dan  Perdagangan  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  :  

529 /TAMPERINDAG/B tangga l  3  Agus tu s  2005 .  
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Per i h a l  :  SKIP  Batuba r a  di  Wilayah  Kecamat an  

Teweh  Tengah  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  ;

Bukt i  T2 – 6 : Klausu l  Pe l impahan  & 

Penye r a h an  Lokas i  Batuba r a  Atas  Nama  CV.  

Surya  Kecana  Sesua i  SKIP  No.  

529 /TAMPERINDAG/B  Tangga l  3  Agus tu s  2005  

Se lua s  3 .856  Ha,  Kepada  PT.  Globa l  Asia  

Pr ima  Coal i n d o  Mining  (GAPCO MINING)  t angga l  

25  Agus tu s  2005  yang  di t a n d a  tangan i  ol eh  

Mar i an i ,  S.Pd  mewaki l i  CV.  Surya  Kencana  dan  

Ti t i  Purwa t i  Direk t u r  Utama  PT.  GAPCO 

( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 7 : Keputu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

188 .45 / 4 8 9 / 2 0 0 5   t angga l  22  Sep t embe r  2005  

t en t a n g  Pember i a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp lo r a s i  An.  PT.  GAPCO.  ( fo t o  copy  dar i  

as l i )  

Bukt i  T2 – 8 : Propos a l / u s u l a n  

penawar an  khusu s  un tuk  pembebas a n  lahan  An.  

Pemi l i k  Lahan  Ar j iman  Wassa ,  t angga l  10  

Pebrua r i  2007 .  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 9 : Sura t  PT.  GAPCO  yang  di t a n d a t a n g a n i  

o leh  Lelo  Bayono  dan  dike t a h u i  ol eh  

Si l v e s t e r  Har i j a n t o  yang  in t i n y a  menolak  

propos a l  yang  di a j u k a n  o leh  Ar j iman  Wassa .

( fo t o  copy  dar i  as l i )

Bukt i  T2 – 10 : Keputu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

Hal  79  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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188 .45 / 5 3 5 / 2 0 0 7  t angga l  8  Agus t u s  2007  

t en t a n g  Perpan j a n g a n   Kuasa  Per t ambangan  

Eksp lo r a s i  An.  PT.  GAPCO.( fo t o  copy  dar i  

as l i )

Bukt i  T2 – 11 : Perh i t u n g a n  

semen t a r a  ke t e t a p a n  PBB sek t o r  pedes a a n  dan  

perko t a a n  2005 ,  An.  Waj ib  Pa j ak  Ar j iman  

Wassa  t angga l  31  Agus t u s  2007 . ( f o t o  copy  

dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 12 : Tanda  Ter ima  

Semen t a r a  Pembaya r a n  PBB  An.  Waj ib  Pa j ak  

Ar j iman  Wassa ,  t angga l  3  Sep t embe r  2007 .

( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 13 : Perh i t u n g a n  

semen t a r a  ke t e t a p a n  PBB sek t o r  pedes a a n  dan  

perko t a a n  2007 ,  An.  Waj ib  Pa j ak  Ar j iman  

Wassa  t angga l  18  Sep t embe r  2007 . ( f o t o  copy  

dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 14 : Tanda  Ter ima  

Semen t a r a  Pembaya r a n  PBB  An.  Waj ib  Pa j ak  

Ar j iman  Wassa ,  t angga l  19  Sep t embe r  2008 .  

( fo t o  copy  dar i  as l i )  

Bukt i  T2 – 15 : Has i l  su rve i  Badan  Per t a n a h a n  

Nas iona l /K an t o r  Per t a n a h a n  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a  t angga l  18  Desember  2008 .  ( fo t o  copy  

dar i  as l i )

Bukt i  T2 – 16 : Sura t  Demang  Kepa l a  Adat  Kecamat an  

80

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh  Tengah  Nomor :  05 /DKA/MT  tangga l  14  

Apr i l  2007  yang  di t u j u k a n  kepada  Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a  per i h a l  Pen i l a i a n  Terhadap  

Kebe rad a an  PT.  GAPCO.  ( fo t o  copy  dar i  as l i )

Bukt i  T2 – 17 : Sura t  CV.  Surya  

Kencana  Nomor  :  08 /CV.SK/ I I I / 2 0 0 7  tangga l  27  

Mare t  2007 .  Per i h a l  Mohon  Penghen t i a n  

Kegia t a n  Usaha  PT.  GAPCO.( fo t o  copy  dar i  

as l i )

Bukt i  T2 – 18 : Sura t  CV.  Surya  Kencana  dan  Para  

Pemi l i k  Lahan  yang  dia j u k a n  o leh  kuasanya  

Bonaven t u r a  Tau  Siga r ,  SH  dan  Yohanes  B 

Yamelan ,  SH  t angga l  4  Sep t embe r  2007  yang  

d i t u j u k a n  kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  per i h a l  

Konf i rma s i  Komprehen s i p  a t a s  Sta t u s  Iz i n  

Kuasa  Per t ambangan  PT.  GAPCO.( f o t o  copy  dar i  

as l i )  ;  

Bukt i  T2 – 19 : Sura t  CV.  Surya  Kencana  dan  Para  

Pemi l i k  Lahan  yang  dia j u k a n  o leh  kuasanya  

Bonaven t u r a  Tau  Siga r ,  SH  dan  Yohanes  B 

Yamelan ,  SH  t angga l  15  Desember  2007  yang  

d i t u j u k a n  kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  per i h a l  

Somas i  I .  ( f o t o  copy  dar i  fo t o  copy )  ;

Bukt i  T2 – 20 : Ura i a n  s ingka t  krono l o g i s  l ah i r n y a  

per j a n j i a n  ker j a s ama  dan  t imbu l ny a  

Hal  81  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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per s e l i s i h a n  an t a r a  CV.  Surya  Kencana  dengan  

PT.  GAPCO da l am  rangka  upaya  Per t ambangan  

Batuba r a  yang  dibua t  ol eh  Surya  Baya  tangga l  

5  Oktobe r  2007 .  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )

Bukt i  T2-  21 : Sura t  Kuasa  Gant i r  Wak  dan  Pan tong  

Buden  t angga l  4  Ju l i  1958  dike t a h u i  Kepa l a  

Kampung  Lemo  I  dan  Bupa t i  Kepa l a  Daerah  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  yang  member i  kuas a  

kepada  Abut  b in  Gimbor  un tuk  memel i h a r a  dan  

mengama t - amat i  sega l a  hak  buk t i  kepunyaan  

pember i  kuas a  yang  ada  d i s e k i t a r  komplek  

l i a n g  sa r a ng  burung .  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  

copy )  ;

Bukt i  T2 – 22 : Sura t  Kete r a n g an  Hak  Mil i k  Menuru t  Adat  

a t a s  nama  ASPIRIN- GANTIR Nomor  :  

33 / I I / 2 / 1 9 8 0  t angga l  4  Jun i  1980  yang  

d ike t a h u i  ol eh  Camat  Teweh  Tengah  dan  Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a .  ( f o t o  copy  dar i  fo t o  copy )

Bukt i  T2 – 23 : Ber i t a  Bar i t o  Pos t  t angga l  9  Mare t  2007  

dengan  judu l   :  Warga  Lemo Tuntu t  Gant i  Rugi  

Lahan  da r i  PT.  GAPCO.  ( fo t o  copy  dar i  

as l i )  ;

Bukt i  T2 – 24    : a . Ber i t a  Dayak  Pos t  t angga l  9  

Mare t  2007  dengan  judu l   :  Warga     Tun tu t  

Jan j i  PT.  GAPCO MINING Baya r  Gant i  Rugi ,  

Dewan  Dimin t a  Per j u a n gk an  Aspi r a s i .  ( fo t o  

copy  dar i  as l i )
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b . Ber i t a  Pa l angka  Pos t  t angga l  9  Mare t  2007  

dengan  judu l   :  Gant i  Rugi  Diaba i k a n  

Peru s ah a a n  Tambang  Diguga t  Warga . ( f o t o  

copy  dar i  as l i )

c . Ber i t a  Kal t e n g  Pos t  t angga l  10  Mare t  2007  

dengan  judu l   :  Warga  adukan  PT.  GAPCO.  

( fo t o  copy  dar i  as l i )

Bukt i  T2 – 25 : Ber i t a  Kal t e ng  Pos t  t angga l  14  Mare t  

2007  dengan  judu l   :  Gi l i r a n  Damang  Angka t  

Bica r a  Kalau  Hak  Rakya t  Tak  Diaku i  Saya  

Mundur  Sa j a .  ( f o t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 26 : Ber i t a  Dayak  Per s  t angga l  14  Mare t  2007  

dengan  judu l   :  Hak  Adat  Atas  Tanah  Harus  

Diaku i . ( f o t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 27 : Ber i t a  Pa l angka  Pos t  t angga l  14  Mare t  

2007  dengan  judu l   :  Keberada a n  Tanah  Adat  

Harus  Diaku i . ( f o t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 28 : Ber i t a  Bar i t o  Pos t  t angga l  14  Mare t  

2007  dengan  judu l   :  Damang  Teweh  Tengah  

Berang ,  PT.  GAPCO Tak  Akui  Hutan  Adat . ( f o t o  

copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 29 : Ber i t a  Kal t e ng  Pos t  t angga l  16  Mare t  

2007  dengan  judu l   :  DPRD Tunggu  Dua  Bos  

Peru s a h a a n  Tambang . ( f o t o  copy  da r i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 30  : Ber i t a  Bar i t o  Pos t  t angga l   20  

Mare t   2007  dengan   judu l   :  PT.  GAPCO 

MINING   d i  Dead l i n e  Sembi l a n  Har i .  ( f o t o  

Hal  83  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 31 : Ber i t a  Koran  t angga l  23  Mare t  2007  

dengan  judu l   :  Pembaya r a n  Gant i  Rugi  PT.  

GAPCO Meragukan .  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 32 : Ber i t a  Bar i t o  Pos t  t angga l  26  Mare t  

2007  dengan  judu l   :  Dead l i n e  Gant i  Rugi  

Habi s ,  GAPCO MINING dimin t a  Kembal i k a n  Iz i n  

Kuasa  Per t ambangan  ( fo t o  copy  da r i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 33 : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan ,  

Per i n d u s t r i a n  dan  Perdagangan  Kabupa t e n  

Bar i t o  Uta r a  t angga l  28  Mei  2008  Nomor  :  

552 /TAMPERINDAG/B  per i h a l  Pen j e l a s a n  Area l  

PT.  GAPCO ( fo t o  copy  da r i  fo t o  copy )  ;

Bukt i  T2 – 34 : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  t angga l  10  

November  2008  Nomor  :  138 /TAMBEN.C/XI / 2008  

per i h a l  Pen j e l a s a n  Iz i n  Kuasa  Per t ambangan  

PT.  GAPCO ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )  

Bukt i  T2 – 35 : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  t angga l  14  

Janua r i  2009  Nomor  :  22 /TAMBEN.C/ I / 2 0 0 9  

per i h a l  Per i n g a t a n  Per t ama  ( I ) .  ( f o t o  copy  

dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 36 : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  t angga l  24  

Janua r i  2009  Nomor  :  46 /TAMBEN.C/ I / 2 0 0 9  
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per i h a l  Per i n g a t a n  Kedua  ( I I )  ( f o t o  copy  

dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 37 : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  t angga l  16  

Pebrua r i  2009  Nomor  :  110 /TAMBEN.C/ I I / 2 0 0 9  

per i h a l  Per i n g a t a n  Ket i g a  ( I I I )  ( f o t o  copy  

dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2- 38 : Sura t  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  dan  

Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  :  

407 /TAMBEN-C/VI / 2009  t angga l  25  Jun i  2009  

per i h a l  Tanggapan  Somas i / P e r i n g a t a n ,  yang  

d i t u j u k a n  kepada  Sdr .  RUDHY  A.  LONTOH,  

SH/Sdr .  EDWARD N.  LONTOH SH,  LL.M  yang  

ber t i n d a k  un tuk  dan  a t a s  nama  PT.  

GAPCO/Pengguga t  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  

Bukt i  T2 – 39 : Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1967  

t en t a n g  Keten t u a n - ke t en t u a n  Pokok  

Per t ambangan .  ( fo t o  copy  dar i  as l i )  ;

Bukt i  T2 – 40 : Pera t u r a n  Daerah  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

Nomor  5  Tahun  2006  t en t a n g  Usaha  

Per t ambangan  Umum di  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a .

( fo t o  copy  dar i  as l i )  

Bukt i  T2- 41 : Keputu s a n  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  :

188 .45 / 2 . a / 2 0 0 9  t angga l  3  Janua r i  2009  

t en t a n g  Pember i a n  Kuasa  Per t ambangan  

Eksp lo r a s i  an .  PT.  YASTRA ENERGY.  ( fo t o  copy  

dar i  as l i )  

Hal  85  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK

Disclaimer
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Bukt i  T2- 42 : Sura t  Depu t i  Mente r i  Lingkungan  Hidup  

Bidang  Pena t a a n  Lingkungan  Kemente r i a n  

Nega ra  Lingkungan  Hidup  Repub l i k  Indone s i a  

Nomor  :  B- 2457 /Dep .V - 4/LH/04 / 2 008  t angga l  4  

Apr i l  2008  yang  di t u j u k a n  kepada  Kepa l a  

Dinas  Pengenda l i a n  Lingkungan  Hidup  dan  Tata  

Ruang  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  per i h a l  senge t a  

t anah  ada t  an t a r a  ke lu a r g a  Aspi r i n  Gant i r  

dengan  PT.  SUPRABARI MAPANINDO MINERA  ( fo t o  

copy  dar i  fo t o  copy )  

Bukt i  T2- 43 : Pasa l  40  dan  Pasa l  41  Pera t u r a n  

Pemer i n t a h  Repub l i k  Indone s i a  No :  32  Tahun  

1969  t en t a n g  Pe l ak s a n a a n  Undang- Undang  No :  

11  Tahun  1967  t en t a n g  Keten t u a n - Keten t u a n  

Pokok  Per t ambangan .  ( fo t o  copy  dar i  as l i )

Bukt i  T2- 44 : Pasa l  135  dan  Pasa l  136  Undang- Undang  

Repub l i k  Indone s i a  Nomor  :  4  Tahun  2009  

t en t a n g  Per t ambangan  Minera l  dan  Batuba r a .

( fo t o  copy  dar i  as l i )  

Bukt i   T2- 45 : Sura t  Direk t u r  Jende r a l  Minera l ,  

Batuba r a  dan  Panas  Bumi  Depar t emen  Energ i  

dan  Sumber  Daya  Minera l  Repub l i k  Indone s i a  

yang  di t u j u k a n  kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a ,  

Nomor  :  394 /40 . 0 0 /D JB / 2006   t e r t a n g g a l   3  

Mare t   2006   Per i h a l  Tumpang  

Tind i h  Wilayah  Kuasa  Per t ambangan  Eksp lo r a s i  

86

Disclaimer
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dengan  wi l ay ah  PKP2B  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  

copy )  ;

Bukt i   T2- 46 : Sura t  Gubernu r  Kal iman t a n  Tengah  yang  

di t u j u k a n  kepada  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

540 /186 /T amben  t e r t a n g g a l  25  Ju l i  2006  

Per i h a l  pengak t i f a n  kemba l i  keg i a t a n  PT.  

ASMIN  BARA  BRONANG dan  peno l a k a n  Sura t  

Penc i u t a n  kedua  No.  101 /SMM/KD/VI I / 0 5  PT.  

SUPRA BARI  MAPANINDO MINERAL  Tangga l  05  

Ju l i  2005  ( fo t o  copy  dar i  fo t o  copy )

Bukt i   T2- 47 : Sura t  Mente r i  Negara  Agra r i a  Kepa l a  

Badan  Per t a n a h a n  Nas iona l  Nomor  400- 2626  

te r t a n g g a l  24  Jun i  1999   Per i h a l  

Penyampa i a n  dan     pen j e l a s a n     Pera t u r a n  

Mente r i    Agra r i a   /   Kepa l a   Badan  

Per t a n a h a n  Nas iona l  Nomor  :  5  Tahun  1999  

Ten tang  Pedoman  Penye l e s a i a n  Masa l ah  Hak  

Wilaya t  Masya r ak a t  Hukum  Adat  ( fo t o  copy  

dar i  fo t o  copy )  ;

Bukt i   T2- 48 : Pera t u r a n  Mente r i  Negara  Agra r i a  /  

Kepa l a  Badan  Per t a n a h a n  Nas iona l  Nomor :  5  

Tahun  1999  Ten t ang  Pedoman  Penye l e s a i a n  

Masa l ah  Hak  Ulaya t  Masya r ak a t  Hukum  Adat .  

( f o t o  copy  dar i  fo t o  as l i ) .

Hal  87  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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- - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa   Pengguga t  da l am  

Per s i d a n g a n  in i  t i d a k  menga j uk an  Saks i  walaupun  kesempa t a n  

i t u  t e l a h  d ibe r i k a n ,  sedangkan   Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  

seca r a  ber s ama - sama  menga jukan  3  ( t i g a )  orang  Saks i  dengan  

member i k a n  ke t e r a n g a n  d ibawah  Sumpah  /  Jan j i  mas ing - mas ing  

ya i t u  :  

Saks i   I       :  

Nama : Adri s  Ladju

Tempa t  Tangga l  Lah i r : J i ng ah ,  08- 08- 1943

Agama : Kr i s t e n  Pro t e s t a n

Jen i s  Kelamin  : Lak i - Lak i

Kewarganega r a a n : Indone s i a

Peke r j a a n : Demang  Kepa l a  Adat

Alamat : J l .  Revo lu s i  No.08  RT/RW 02  

Kel /De s a .    J i ng ah  

Kecamat an   Teweh   Tengah  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a .

Saks i  menerangkan  an t a r a  l a i n  sebaga i  ber i k u t  :

- Bahwa  bena r  Saks i  seha t  j a sman i  dan  rohan i  

88

Disclaimer
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- Bahwa  bena r  Saks i  d i amb i l  Jan j i  menuru t  Agama  Kri s t e n  

Pro t e s t a n

- Bahwa  bena r  Saks i  t i d a k  ada  hubungan  darah / S a ud a r a  dengan  

para  Pihak  yang  berpe r k a r a  

- Bahwa  bena r  Tanah  Adat  sudah  ada  sebe l um  Belanda  masuk  ke  

Indone s i a  

- Bahwa  bena r  Suku  Dayak  tunduk  pada  sa t u  kesa t u a n ,  apab i l a  

ada  orang  masuk  ke  wi l ayah  in i  haru s  tunduk  dengan  ada t  

se t empa t

- Bahwa  bena r  ada  5  ( l ima )  kr i t e r i a  t anah  ada t  d i s i n i  :  

1 .Tanah  Adat  Sakra l ,  2 .Tanah  Adat  seke t u r u n a n ,  3 .Tanah  

Adat  Sedakup ,  4 .Tanah  Adat  Sekakek ,  5 .Tanah  Pr i b ad i

- Bahwa  bena r  dahu l u  Suku  Dayak  hidup  di  hu t an  ada t  dan  

mudah  un tuk  menca r i  nafkah  karen a  d ike l o l a  send i r i  j ad i  

gunanya  hu t an  ada t  un tuk  mense j a h t r a k a n  masya r ak a t  ada t  

se t empa t

- Bahwa  bena r  masya r a k a t  ada t  di s an a  be lum  mempunya i  

Ser t i f i k a t  Tanah ,  s i f a t n y a  mas ih  keke l u a r g a a n  

- Bahwa  bena r  di a t a s  are a l  t anah  PT.  GAPCO  ada  usaha  l a i n  

dar i  masya r a k a t  ya i t u  Sarang  Burung  Wale t ,  Rotan ,  

Menangkap  Ikan  dan  Margas a twa  yang  b i s a  dimakan  dan  l a i n -

la i n n y a  

- Bahwa  bena r  Sarang  Burung  Wale t  dikua s a i  o leh  masya r a k a t  

se t empa t  dan  t e l a h  mempunya i  i j i n  
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- Bahwa  bena r  PT.  GAPCO sebaga i  penambang  be lum  pernah  

berkomun ik a s i / p am i t  kepada  Saks i  sebaga i  Demang  Kepa l a  

Adat ,  PT.  GAPCO  hanya  pami t  kepada  Bupa t i  

- Bahwa  bena r  Demang  Kepa l a  Adat  dip i l i h  ol eh  Masya r a k a t ,  

se t e l a h  t e r p i l i h  baru  ada  ke lu a r  SK  da r i  Bupa t i  dan  

Pr i od eny a  5  ( l ima )  t ahun  sama  dengan  Kepa l a  Desa  

- Bahwa  bena r  Demang  Kepa l a  Adat  mel i pu t i  Bar i t o  Uta r a  

se l u r u h ny a  di t ambah  dengan  ada t  yang  ada  d i  Bar i t o  Uta r a  

- Bahwa  bena r  Demang  Kepa l a  Adat  t i d a k  t i n gg a l  d i r umah  

be t ang  te t a p i  d i r umah  pr i b a d i  

- Bahwa  bena r  Saks i  sebaga i  Demang  Kepa l a  Adat  mula i  

ber t u g a s  se j a k  t ahun  2005  sampa i  dengan  seka r a ng  

- Bahwa  bena r  Saks i  sebaga i  Demang  Kepa l a  Adat  mener ima  

Gaj i  da r i  Pemda  (Bupa t i )  sebe s a r  Rp.800 . 0 00 , -  per / b u l a n  

sedangkan  dar i  Gubernu r  sebe s a r  Rp.300 . 0 00 , -  per / b u l a n  

te t a p i  di t e r im a  seka l i  3  ( t i g a )  bu l an  

- Bahwa  bena r  pe rmasa l a h a n  da l am  perka r a  in i  ada l a h  masa l a h  

tanah  ada t  an t a r a  PT.  GAPCO dengan  masya r a k a t  se t empa t  

- Bahwa  bena r  masya r a k a t  yang  menguas a i  t anah  ada t  be lum  

mempunya i  se r t i f i k a t   t e t a p i  hannya  su r a t  pemi l i k  t anah

- Bahwa  bena r  apab i l a  ada  orang  yang  ing i n  menambang  

di t a n a h  ada t  haru s  ada  kompen i s a s i  (gan t i  rug i )  kepada  

masya r ak a t  

- Bahwa  bena r  Saks i  sebaga i  Demang  Kepa l a  Adat  be lum  pernah  
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berkoo r d i n a s i  dengan  PT.  GAPCO   se l a k u  peru s a h a a n  

penambang  ba tu  bar a .  

Saks i   II     :

Nama : Arbian  Basr i

Tempa t  Tangga l  Lah i r  : Lemo I I   22- 09- 1955

Agama : I s l am

Jen i s  Kelamin : Lak i - Lak i

Kewarganega r a a n : Indone s i a

Peke r j a a n  : Pe t an i

Alamat : Desa  Lemo  I  RT/RW  006  

Desa /Ke l u r a h a n   Lemo  I ,  

Kecamat an  Teweh  Tengah  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

Saks i  menerangkan  an t a r a  l a i n  sebaga i  ber i k u t  :

- Bahwa  bena r  Saks i  seha t  j a sman i  dan  rohan i  

- Bahwa  bena r  Saks i  d i amb i l  Sumpah  menuru t  Agama I s l am  

- Bahwa  bena r  Saks i  t i d a k  ada  hubungan  darah / k e l u a r g a  

dengan  para  Pihak  yang  be rpe r k a r a  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  permasa l a h a n  da l am  perka r a  
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in i  ada l a h  masa l a h  per i j i n a n  dan  gan t i  rug i  l ahan  

- Bahwa  bena r  Saks i  yang  memin t a  gan t i  rug i  ada l a h  

masya r ak a t  ada t  se t empa t  

- Bahwa  bena r  Saks i  ada l a h  pemi l i k / p e n g e l o l a  Sarang  Burung  

Wale t  

- Bahwa  bena r  Lokas i  Sarang  Burung  Wale t  Saks i  berdek a t a n  

dengan  lahan  PT.GAPCO 

- Bahwa  bena r  Saks i  mempunya i  Sura t  Penemuan  Sarang  Burung  

Wale t

- Bahwa  yang  te r l i b a t  da l am  Sarang  Burung  Wale t  banyak  dan  

semuanya  membaya r  roya l t i  

- Bahwa  bena r  PT.  GAPCO  te l a h  membua t  r i n t i s a n  j a l a n  

di l o k a s i  dan  Saks i  meras a  t e r g a n ggu  karena  has i l  panen  

sa r a ng  burung  wale t  tu r u n  

- Bahwa  Saks i  menya t ak a n  ada  SKT Tanah  pemi l i k  dan  t e l a h  

dibua t  dino t a r i s  

- Bahwa  bena r  yang  beke r j a  d i  Sarang  Burung  Wale t  ada  20  

(dua  pu luh )  orang  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  ka l a u   ada  keg i a t a n  

eksp l o t a s i  da r i  PT.GAPCO   Sarang  Burung  Wale t  akan  

hi l a n g ,  ka l a u  t e r u s  d i l a k s a n a k a n  keg i a t a n  Saks i  juga  akan  

memin t a  gan t i  rug i  

- Bahwa  bena r  pengha s i l a n  Saks i  dar i  Sarang  Burung  Wale t  

per  empa t  puh  har i  ada l a h  1kg  sama  dengan  Rp.25 . 0 00 . 0 0 0 , -
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- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  ka l a u  ada  gan t i  rug i  bukan  

hannya  a t a s  t anah  te t a p i  juga  a t a s  Sarang  Burung  Wale t  

dan  t anaman  yang  tumbuh  di a t a s n y a  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  d i s amp i ng  Sarang  Burung  

Wale t  ada  l ag i  has i l  yang  dapa t  di amb i l  ya i t u  ro t a n ,  

damar ,  madu ,  ikan  d l l

- Bahwa  Saks i  menga t ak a n  ka l a u  t anah  sengke t a  di ek s p l o i t a s i  

masya r ak a t  akan  te r g a nggu  

- Bahwa  Saks i  menga t ak a n  apab i l a  PT.GAPCO te r u s  beru s a h a  

masya r ak a t  akan  te r g a nggu  dan  juga  apab i l a  ada  peru s a h a a n  

yang  l a i n  yang  beru s a h a  di  t anag  sengke t a  

- Bahwa  Saks i  menga t ak a n  yang  membua t  pe t a  bukan  Dinas  

Kehut an an  t e t a p i  Saks i  send i r i  t e t a p i  d ike t a h u i  Dinas  

Kehut an an  

- Bahwa  bena r  pe t a  yang  d ibua t  ol eh  Saks i  t i d a k  d ike t a h u i  

ol eh  BPN t e t a p i  dike t a h u i  Dinas  Kehut an an  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  Sarang  Burung  Wale t  be lum  

ada  berbad an  hukum t e t a p i  d ike l o l a  oleh  pero r a ng an

- Bahwa  bena r  Saks i  ada l a h  penduduk  as l i  Dusun  Tangoc i n  

Desa  Lemo I

- Bahwa  bena r   loka s i  Sarang  Burung  Wale t  Saks i  dengan  

tanah  sengke t a  t i d a k  sama  t e t a p i  berdek a t a n

- Bahwa  bena r   dasa r  dibe r i k a n  penge l o l a a n  Sarang  Burung  

Wale t  kepada  Saks i  kar ena  Saks i  as l i  penduduk  Desa  Lemo I
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- Bahwa  bena r  Saks i  pe rnah  mel i h a t  t anah  obyek  sengke t a  dan  

seka r a ng  t i d a k  ada  keg i a t a n  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  apab i l a  ada  Peru s a h a a n  l a i n  

se l a i n  PT.GAPCO Saks i  juga  meras a  kebe r a t a n  kecua l i  ada  

gan t i  rug i  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  menge t a hu i  CV.SURYA KENCANA 

mi l i k  Sdr .S u r i a  Baya

- Bahwa  bena r  Sdr .  Sur i a  Baya  i t u  t i n g g a l  d i  Muara  Teweh  

dan  orang  tuanya  t i n gg a l  d i  Desa  Lemo I  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  Sdr . S u r i a  Baya  se r i n g  da t a ng  

ke  Desa  Lemo I  namun  Saks i  t i d a k  t a i  maksud  keda t a n g a nnya  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  kebe r a d a a n  Sarang  Burung  

Wale t  yang  Saks i  ke lo l a  ber ad a  d i  ar ea l  hu t an ,  oleh  

karen a  i t u  Saks i  melapo r  ke  Dinas  Kehut anan  

- Bahwa  bena r  Saks i  sa l a h  sa t u  yang  menga j uk an  konfen i s a s i  

kepada  PT.  GAPCO namun  sampa i  seka r a ng  be lum  pernah  

mener ima  konfen i s a s i  t e r s e b u t  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  PT.  GAPCO akan  member i k a n  

gan t i  rug i  l ahan  masya r a k a t  namun  t i d a k  ada  penye l e s a i a n ,  

malah  seka r a n g  masya r a k a t  menolak  gan t i  rug i  

- Bahwa  bena r  Sauda r a  Saks i  menga t a k a n  t i d a k  menge t a hu i  ada  

peru s a h a a n  l a i n  di l o k a s i  se l a i n  PT.  GAPCO 

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  Sarang  Burung  Wale t  a t a s  

kepemi l i k i a n  Saks i  pero l e h  dengan  i j i n  usaha  dar i  Bupa t i
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- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  Sarang  Burung  Wale t  yang  

dike l o l a  d i  ke t ahu i  Dinas  Kehut ana n  dan  membaya r  

kon t r i b u s i  cuka i  pengha s i l a n  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  membaya r  kon t r i b u s i  bukan  ke  

Kanto r  Pa j ak  t e t a p i  ke  sa t u  Bala i  t e t a p i  lupa  namanya  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  t i d a k  menge t a hu i  ber apa  lua s  

loka s i  per t ambangan  PT.  GAPCO 

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  t i d a k  t au  keg i a t a n  PT.  GAPKO 

seka r a ng  

Saks i   II I :

Nama : Sur ia   Baya  

Tempa t  Tangga l  Lah i r : Benang i n ,  07- 12- 1961

Agama : Kr i s t e n  Pro t e s t a n

Jen i s  Kelamin : Lak i - Lak i

Kewarganega r a a n : Indone s i a  

Peke r j a a n : Swas t a

Alamat : J l .  Bukt i  Berbunga  No.66  

RT/RW  35 ,  Kelu r a h an /De s a  

Melayu ,  Kecamat an  Teweh  

Tengah ,  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a
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Saks i  menerangkan  an t a r a  l a i n  sebaga i  ber i k u t  :  

- Bahwa  bena r  Saks i  seha t  j a sman i  dan  rohan i  

- Bahwa  bena r  Saks i  d i amb i l  Jan j i  menuru t  Agama  Kri s t e n  

Pro t e s t a n  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  t i d a k  ada  hubungan  

darah / k e l u a r g a  dengan  para  Pihak  yang  berpe r k a r a  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  permasa l a h a n  dengan  PT.  

GAPCO ada l a h  berawa l  dar i  l ahan  t anah  ada t  yang  di r a ngkum  

menjad i  sa t u  dan  d ihubungkan  dengan  CV.  Surya  Kencana  

dengan  PT.  GAPCO  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  lua s  t anah  sengke t a  dengan  

PT.  GAPCO lua s ny a  3800  Ha l eb i h

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  awal  mula  hubungan  dengan  

PT.  GAPCO pada  t ahun  2005  da r i  l ahan  orang  per  orang  

masya r ak a t  diben t u k l a h  CV.  Surya  Kencana  un tuk  menguru s  

kepen t i n g a n  tanah  masya r a k a t  se t e l a h  berbad an  hukum  ada  

yang  bermina t   menjad i   in s v e s t o r   da t a ng l a h   pe rwak i l a n  

Ibu  Ti t i  Purwa t i  mau  ker j a  sama ,  se t e l a h  te r j a d i  ker j a  

sama  dan  ber j a l a n  sa t u  t ahun  kayaknya  PT.  GAPCO kurang  

menge lo l a  t anah  l ahan  t ad i  seh i ngg a  CV.  Surya  Kencana  

meras a  t e r b e b a n i  kepada  masya r a k a t  kar en a  j an j i  PT.  

GAPCO,  maka  Saks i  memin t a  supaya  PT.  GAPCO menye l e s a i k a n  

gan t i  rug i  l ahan  kepada  masya r ak a t  desa .

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  per j a n j i a n  te r s e b u t  

di l a k uk a n  pada  t ahun  2005  
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- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  sa l a h  sa t u  i s i  pe r j a n j i a n  

ada l a h  CV.  Surya  Kencana  menye rahk an  SKIP  menjad i  Kuasa  

Per t ambangan  (  KP)  a t a s  nama  PT.  GAPCO,   dan  PT.  GAPCO 

akan  membebaskan  a t au  menggan t i  rug i  t anah  masya r a k a t  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  CV.  Surya  Kencana  be lum  

pernah  menga jukan  guga t a n  ke  Pengad i l a n  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  menye r ahk an  SKIP  t e r s e b u t  

kar en a  ada  ker j a  sama  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  ada  re s t u  dar i  Demang  Kepa l a  

Adat  sewak t u  mendi r i k a n  CV.  Surya  Kencana  namun  pada  

waktu  d i adak an  per j a n j i a n  dengan  PT.  GAPCO  tanpa  

sepenge t a h u a n  Demang  Kepa l a  Adat  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  Saks i  t i d a k  akan  menye rahkan  

SKIP  ka l au  t i d a k  ada  per j a n j i a n ,  kar ena  pada  waktu  i t u  

t i d a k  d ipe r k i r a k a n  adanya  inka r  j an j i  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  pada  waktu  adanya  ker j a  sama  

dengan  PT.  GAPCO  dibe r i t a h u k a n  kepada  Pemda  t e t a p i  

masa l a h  per j a n j i a n  t i d a k  dibe r i t a h u k a n  karen a  masa l a h  

in t r e n  an t a r a  CV.  Surya  Kencana  dengan  PT.  GAPCO  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  Ibu  Ti t i  Purwa t i  pe rnah  

menyuruh  membua tkan  propos a l  t en t a n g  pembebas an  t anah  

( t a n a h  masya r a k a t )  se t e l a h  d ibua t  propos a l  j awabannya  

la i n  dan  t i d a k  di l a k s a n a k a n  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  pada  CV.  Surya  Kencana  

jaba t a n  Saks i  ada l a h  Direk t u r  Utama  
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- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a nb ahwa  PT.  GAPCO ada  melakukan  

keg i a t a n  eksp l o i t a s i  namun  ker j a n n y a  t i d a k  meyak ink an  

- bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  j angka  waktu  PT.  GAPCO 

ada l a h  3  ( t i g a )  t ahun  dengan  ca t a t a n  1  ( s a t u )  t ahun  

per t ama  dipe r p a n j a n g  sampa i  t ahun  ke  3  ( t i g a )  dan  t e l a h  

hab i s  masa  ber l a k u ny a  perpan j a n g a n  se j a k  Agus tu s  2008  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  ada  pro t e s  masya r ak a t  ke  PT.  

GAPCO lewa t  Bupa t i  dan  demo  ke  DPRD  sampa i  menge lu a r k a n  

in t e r p l a s i  namun  sampa i  seka r a ng  PT.  GAPCO t i d a k  ada  

penye l e s a i a n  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  bahwa  CV.  Surya  Kencana  

sudah  mempunya i  ak t a  pend i r i a n  dar i  Nota r i s  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  CV.Surya  Kencana  d id i r i k a n  

un tuk  kepen t i n g a n  masya r a k a t  menguru s  hak  t anah  ada t  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  nama  Saks i  t i d a k  ada  d ida l am  

CV.Surya  Kencana  t e t a p i  nama  i s t e r i  Saks i  ada ,  akan  

te t a p i  baru  se t e l a h  perobah an  yang  kedua  nama  Saks i  

t e r c a n t um  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  CV.Surya  Kencana  pernah  

membua t  propos a l  t ahun  2007  yang  sa l a h  sa t u  i s i n y a  

penawaran  pembebas an  t anah  kuasa  per t ambangan  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  PT.  Supra  Bar i  dan  PT.  Asmin  

Bara  Bronang  t anah  loka s i n y a  tumpang  t i n d i h  dengan  PT.  

GAPCO 
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- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  l eb i h  dahu l u  PT.  Supra  Bar i  

dan  PT.  Asmin  Bara  Bronang  dar i  pada  PT.  GAPCO 

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  se t e l a h  t i d a k  ada  l ag i  

hubungan  CV.  Surya  Kencana  dengan  PT.  GAPCO ada  par t n e r  

l a i n  ya i t u  PT.  YASTRA ENERGY  se j a k  awal  2009  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  se j a k  adanya  SK PT.  YASTRA 

ENERGY  ada  pember i t a h u a n  kepada  Dinas  Per t ambangan  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  Saks i  menge lo l a  Sarang  

Burung  Wale t  penemuan  orang  tua  Saks i  yang  l e t a k ny a  

berdek a t a n  dengan  loka s i  t anah  sengke t a  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t a k a n  loka s i  Sarang  Burung  Wale t  

orang  tua  Saks i  lua s ny a  sek i t a r  2000  Ha dan  1800  Ha leb i h  

mi l i k  masya r a k a t  

- Bahwa  bena r  Saks i  menga t ak a n  menja l i n  hubungan  dengan  PT.  

GAPCO se j a k  t ahun2005  se t e l a h  ber j a l a n  1  ( s a t u )  t ahun  

hubungan  kurang  harmon i s  dan  sek i t a r  t ahun  2007  t i d a k  ada  

komunika s i  l ag i  

- - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang  pada  akh i r  pemer i k s a a n  

per s i d a n g a n  maka  Pihak  Pengguga t ,  Terguga t  I  dan  Terguga t  

I I  t e l a h  menga juk an  kes impu l a nnya  pada  tangga l  17  Desember  

2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,  bahwa  un tuk  mempers i n g k a t  

ura i a n  i s i  pu tu s a n  in i ,  maka  sega l a  se sua t u  yang  t e l a h  

diu r a i k a n  da l am  ber i t a  aca r a  per s i d a n g a n  perka r a  in i  
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dianggap  t e l a h  t e rmua t  dan  merupakan  sa t u  kesa t u a n  yang  

t i d a k  te r p i s a h k a n  dengan  pu tu s a n  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ,  bahwa  maksud  dan  tu j u a n  guga t a n  Pengguga t  

ada l a h  sebaga imana  te r s e b u t  di a t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  guga t a n  Pengguga t  t e r s e b u t ,  

pihak  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  t e l a h  menga jukan  

Jawabannya  dan  be r s amaan  dengan  jawabannya  Terguga t    I  

t e l a h    menga j uk an    eksep s i ,    o leh   kar en any a    sebe l um  

Maje l i s   Hakim 

memper t imbangkan  per i h a l  pokok  perka r a  da l am  sengke t a  a  

quo ,  t e r l e b i h  dahu l u  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  

per i h a l  eksep s i  Terguga t  I  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  eksep s i  yang  d i a j u k a n  oleh  Terguga t  

I  sebag imana  t e l a h  d iu r a i k a n  pada  bag i a n  duduk  perka r a  

di a t a s ,  pada  pokoknya  dapa t  di s impu l k a n  menjad i  3  po in t  

sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Sura t  Kepu tu s a n  Dinas  Per t ambangan  dan  Energ i  
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Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  dengan  Nomor :  407 /TAMBEN-

C/VI / 2009  t e r t a n g g a l  25  Jun i  2009  Per i h a l  Tanggapan  

Somas i  /  Per i n g a t a n  ada l a h  bukan  merupakan  kepu t u s a n  

ta t a  usaha  nega r a  yang  dapa t  diguga t  namun  merupakan  

su r a t  kore s ponden s i  bi a s a  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  seha r u s n y a  menjad i  obyek  sengke t a  ada l a h  su r a t  

pember i a n  i j i n  KP  ekp l o r a s i  dan  perpan j a n g a nnya  yang  

berakh i r  t angga l  8  agus t u s  2007  dan  dika i t k a n  dengan  

pasa l  3  aya t  2  junc t o  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  jo .  Undang - undang  Nomor  9  t ahun  2004  yang  

te l a h  di r u b ah  dengan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  maka  penga j u a n  

guga t a n  pengguga t  t e l a h  meleb i h i  j angka  waktu  90  har i  

t e r h i t u n g  se j a k  be rakh i r n y a  i j i n  kuasa  per t ambangan  

ekp l o r a s i  dan  perpan j a n g a nny a  ya i t u  t angga l  8  Agus tu s  

2007  seh i ngg a  se l amba t - l amba t ny a  guga t a n  d ia j u k a n  pada  

tangga l  6  Nopember  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  obyek  sengke t a  bukan  merupakan  Keputu s a n  Ta ta  Usaha  

Negara  yang  be r s i f a t  Fina l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  se t e l a h  mene l i t i  l eb i h  l an j u t  

Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  eksep s i  yang  d ia j u k a n  

Terguga t  I  se l a i n  yang  te l a h  d i s e bu t k a n  di a t a s  bukan  

merupakan  eksep s i  namun  sudah  masuk  kepada  pokok  perka r a  
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seh i n gga  akan  ura i k a n  da l am  pe r t imban gan  hukum pada  pokok  

perka r a  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  da l i l - da l i l  eksep s i  

Terguga t  I  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  t e l a h  diban t a h  o leh  Pengguga t  

sebaga imana  yang  d iu r a i k a n  daIam  rep l i k n y a  te r t a n g g a l  13  

Oktobe r  2009  yang  pada  pokoknya  Pengguga t  menol ak  da l i l -

da l i l  eksep s i  dar i  Terguga t  I I  un tuk  se l u r u hny a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang   bahwa   se t e l a h   Maje l i s   Hakim 

mempela j a r i   da l i l - da l i l   eksep s i  Terguga t  I   dan   da l i l -

da l i l   ban t a h a n   Pengguga t   a t a s   eksep s i   t e r s e b u t ,  

dihubungkan  dengan    ke t en t u a n    da l am    Pasa l    77  

Undang- undang    Nomor    5    Tahun    1986   jo .  

Undang - undang  Nomor  9  t ahun  2004  yang  t e l a h  d i r ub a h  dengan  

Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Ten t ang  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara ,  Maje l i s  hak im  be rpendapa t  bahwa  eksep s i  

Terguga t  I  kesemuanya  merupakan  eksep s i  l a i n - l a i n ,  yang  

dapa t  d ipu t u s  ber s ama - sama  dengan  pokok  pe rka r a ,  o leh  

karen anya  se l a n j u t n y a  Maje l i s  

Hakim  akan  memper t imbangkan  ekse s p i - eksep s i  Terguga t  I  

apakah  bera l a s a n  hukum  a t au  t i d a k ,  sebaga imana  

per t imbangan  hukum  be r i k u t  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang  bahwa  t e r h a d a p  eksep s i  Terguga t  I  pada  

angka  1  yang  menya t ak a n  bahwa  obyek  guga t a n  bukan  

merupakan  Keputu s a nTa t a  Usaha  Negara  sebaga i  dimaksud  

da l am  Pasa l  1  angka  9  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Ten tang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Nomor  5  t ahun  1986  

Ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  Maje l i s  Hakim  

berpendap a t  bahwa  su r a t  Terguga t  Nomor  407 /TAMBEN-

C/VI I / 2 0 09  Ta ngga l  25  Jun i  2009  (Vide  buk t i  T1- 1=T2- 38=P-

1)  yang  menjad i  obyek  da l am  sengke t a  a  quo ,  merupakan  

su r a t  yang  ber i s i  j awaban  a t a s  su r a t  Pengguga t  sebe l umnya ,  

yang  se l a n j u t n y a  pada  su r a t  kepu t u s a n  obyek  sengke t a  a  

quo ,  Terguga t  I I  t e l a h  menya t a k a n  menolak  un tuk  mempros e s  

permohonan  Pengguga t  d imaksud  ;  - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  seca r a  t eo r i t i s  yang  d imaksud  dengan  

Sura t  Kepu tu s a n  Ta ta  Usaha  Negara  yang  dapa t  menjad i  Obyek  

da l am  sua t u  sengke t a  Tata  Usaha  Negara  berda s a r k a n  sua t u  

ke t en t u a n  Undang- undang   ada l a h  Sura t  Kepu tu s a n  yang  

seca r a  Kumula t i f  memenuh i  unsu r - unsu r  sebaga imana  dimaksud  

da l am  Pasa l  1  angka  9  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Ten tang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Nomor  5  t ahun  1986  

Ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sua tu  pene t a pan  t e r t u l i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

dik e l u a r k a n  o l eh  badan / p e j a b a t  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ber i s i  t i n da kan  hukum  ta t a  usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasa r k an  pera t u r a n  perunang - undangan  yang  ber l a k u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bers i f a t  konk r e t  ind i v i d u a l  dan  f i n a l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbu l kan  ak iba t  hukum  bag i  se s eo r ang  atau  badan  hukum  

perda t a ; -

Menimbang ,  bahwa  dengan  mempedoman i  unsu r - unsu r  da r i  

sua t u  Keputu s a n  Ta ta  Usaha  Negara  yang  te r s e b u t  da l am  

Pasa l  1  angka  9  Undang- undang  Nomor  51  Tahun   2009  Ten ta ng  

Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Nomor  5 t ahun  1986  Ten t ang  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  dihubungkan  dengan  Sura t  

Kepu tu s a n  obyek  sengke t a  a  quo  (Vide  buk t i  T1- 1=T2- 38=P-

1) ,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  t e r b uk t i  su r a t  

kepu t u s a n  obyek  sengke t a  a  quo  merupakan  sua t u  pene t a p a n  

te r t u l i s  yang  d ike l u a r k a n  o l eh  Kepa l a  Dinas  Per t ambangan  

dan  Energ i  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  (Te rguga t  I I )  da l am  

kapas i t a s n y a  sebaga i  Pe j aba t  Tata  Usaha ,  yang  ber i s i  

t i n d a k an  da l am  l i n gkup  hukum  admin i s t r a s i  (Hukum  Tata  

Usaha  Negara ) ,  yang  dida s a r k a n  a t a s  kewenangan  yang  

dibe r i k a n  ol eh  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u  

in  casu   pe r a t u r a n  ten t a n g  Per t ambangan  Batuba r a ,  yang  

ber s i f a t  konkr i t  ka r ena  nya t a  adanya  (Vide  buk t i  T1- 1=T2-

38=P- 1) ,  ind i v i d u a l  ya i t u  su r a t  in  l i t i s  d i t u j u k a n  kepada  

Pengguga t ,  dan  f i n a l  kar en a  kepu t u s a n  peno l a k a n  un tuk  
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memprose s  permohonan  pengguga t  yang  di amb i l  Terguga t  I I  

bukan  merupakan  rekomenda s i  yang  memer lukan  pe r s e t u j a n  

a t a s a n ,  dan  t e l a h  menimbu lkan  ak ib a t  hukum bag i  Pengguga t  

kar en a  dengan  d i t e r b i t k a n n y a  su r a t  kepu t u s a n  obyek  

sengke t a  a  quo ,  maka  permohonan  Pengguga t  aga r  Terguga t  I  

menerb i t k a n  pen i ngka t a n  i j i n  usaha  Per t ambangan  Ekplo i t a s i  

(yang  se l a n j u t n y a  d i s e bu t  IUP  OP)  t i d a k  dapa t  dip r o s e s  

l eb i h  l an j u t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  berda s a r k a n  ura i a n  dan  fak t a  hukum 

sebaga imana  pe r t imbangan  hukum  di  a t a s .  Maje l i s  Hakim  

berpendap a t  bahwa  su r a t  Terguga t  yang  menjad i  obyek  da l am  

sengke t a  a  quo  memenuh i  se l u r u h  unsu r  sebaga i  sua t u  

Keputu s a n  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  da l am  

Pasa l  1  angka  9  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Ten t ang  

Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Nomor  5  t ahun  1986  Ten t ang  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  seh i n gg a  dengan  demik i a n  

te r b uk t i  bahwa  da l i l  Terguga t  I  da l am  eksep s i n y a  pada  

angka  1  t e r s e b u t  di  a t a s ,  t i d a k  te r b uk t i  kebena r a nny a  dan  

ol eh  karenanya  Maje l i s  Hakim akan  menolak  eksep s i  Terguga t  

I  pada  angka  1  t e r s e b u t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  se l a n j u t n y a  pada  eksep s i  angka  2  yang  
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menya t a k an  bahwa  guga t a n  Pengguga t  dia j u k a n  t e l a h  

melampau i  waktu  90  (Sembi l a n  pu luh )  har i  (Vide  Pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang - undang  Nomor  9  

t ahun  2004  yang  te l a h  d i r ub a h  dengan  Undang- undang  Nomor  

51  Tahun  2009   Ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ) ,  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkannya  sebaga i  ber i k u t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dengan  mendasa r k a n  pada  per t imbangan  

hukum  t e r h a d a p  eksep s i  Terguga t  pada  angka  1  d i  a t a s ,  

bahwa  ol eh  karena  t e l a h  te r b uk t i  su r a t  kepu t u s a n  da l am  

buk t i  (Vide  buk t i  T1- 1=T2- 38=P- 1)   sebaga i  sua t u  kepu t u s a n  

Ta ta  Usaha  Negara  seh i n gga  dapa t  di j a d i k a n  obyek  da l am  

sengke t a  a  quo ,  maka  dengan  mempedoman i  t angga l  

di t e r b i t k a n n y a  su r a t  kepu t u s a n  in  l i t i s  ya i t u  t angga l  25  

Jun i  2009 ,  dihubungkan  dengan  t angga l  d ida f t a r k a n n y a  

guga t a n  a  quo  di  Kepan i t e r a a n  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Pa l angka  Raya  pada  tangga l  29  Ju l i  2009 ,  maka  t e r b uk t i  

bahwa  guga t a n  Pengguga t  d i a j u k a n  be lum  melampau i  t enggang  

waktu  90  (Sembi l a n  Puluh )  har i .  Semen t a r a  i t u  t e r h a d a p  

da l i l  Terguga t  yang  menya t a k a n  pengh i t u n g a n  t enggang  waktu  

penga j u a n  guga t a n  dengan  mengka i t k a n  Pasa l  3  aya t  2  

Undang- undang   Nomor   5   Tahun   1986  jo .  Undang - undang  

Nomor  9  t ahun  2004  yang  

te l a h  di r u b ah  dengan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  
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Ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  ada l a h  t i d a k  be rda s a r  

dan  haru s l a h  d ike s amp i ngkan  karena  pada  fak t a n y a  t e r d a p a t  

buk t i  t e r b i t n y a  su ra t  berupa  peno l a k an  un tuk  memprose s  

(Su r a t  obyek  sengke t a )  seh i n gg a  dasa r  pengh i t u n g a nny a  

ada l a h  90  har i  se j a k  d i t e r b i t k a n n y a  obyek  sengke t a . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  berda s a r k a n  per t imbangan  hukum 

te r s e b u t  di a t a s ,  maka  t e r b uk t i  guga t a n  Pengguga t  d ia j u k a n  

be lum  melampau i  t enggang  waktu  90  (Sembi l a n  pu luh )  har i ,  

ol eh  karen any a  da l i l  Terguga t  I  da l am  eksep s i n y a  pada  agka  

2  t e r s e b u t  t i d a k  te r b uk t i  kebena r a nny a  dan  ol eh  karenany a  

Maje l i s  Hakim  juga  akan  menolak  eksep s i  Terguga t  angka  2 

dimaksud  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang  bahwa  se l a n j u t n y a  t e r h a d a p  eksep s i  Terguga t  

pada  angka  3  yang  menya t ak a n  Sura t  Obyek  sengke t a  t i d a k  

ber s i f a t  f i n a l ,  Maje l i s   t i d a k  memper t imbangkannya  l ag i  

kar en a  t e l a h  t e rmasuk  da l am  pe r t imbangan  hukum pada  angka  

1  yang  merupakan  sa t u  kesa t u a n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dengan  demik i a n  o leh  karena  da l i l  

Terguga t  pada  angka  3  t e r s e b u t  t i d a k  t e r b uk t i  

kebena r a n ny a ,  maka  cukup  a l a s a n  hukum  bag i  Maje l i s  Hakim  

un tuk  menolak  eksep s i  Terguga t  pada  angka  3  t e r s e b u t  d i  

a t a s  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang ,  bahwa  dar i  kese l u r u h a n  per t imbangan  hukum 

ten t a n g  eksep s i  Terguga t  I  t e r s e b u t  di  a t a s ,  maka  cukup  

a l a s a n  hukum  bag i  Maje l i s  Hakim  un tuk  menya t ak a n  menolak  

se l u r u h  eksep s i  dar i  Terguga t  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dengan  di t o l a k n y a  se l u r u h  eksep s i  

dar i  Terguga t  I  se l a n j u t n y a  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  pokok  permasa l a h a n  da l am  sengke t a  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  un tuk  mengua t k a n  da l i l - da l i l n y a  

te r s e b u t  mas ing - mas ing  pihak   t e l a h   menga jukan  a l a t - a l a t  

buk t i ,  pihak  Pengguga t  t e l a h  menga j uk an  buk t i  su r a t  

yang  dibe r i  t anda  P- 1  s / d  P- 19  dan  t i d a k  menga j uk an  saks i  

sedangkan  p ihak  Terguga t  I  t e l a h  menga j uk an  buk t i  su r a t  

yang  dibe r i  t anda  T1- 1  s / d  T1- 21  se r t a  menga j uk an  3  ( t i g a )  

orang  saks i  yang  mas ing - mas ing  member i k a n  ke t e r a n g a n  

dibawah  sumpah / j a n j i  be rnama  ADRIS  LADJU,  ARBIAN BASRI ,  

dan  SURIA  BAYA se r t a  Terguga t  I I  t e l a h  menga jukan  buk t i  

su r a t  yang  di  be r i  t anda  T2- 1  s /d  T2- 48  dan  menga jukan  

saks i  yang  sama  seca r a  ber s ama  dengan  Terguga t  I   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  da l am  rangka  usaha  menca r i  kebena r a n  
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mate r i l ,  maka  se sua i  dengan  ke t e n t u a n  Pasa l  107  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang - undang   Nomor   9  

t ahun   2004   yang   t e l a h   d i r ub a h   dengan   Undang - undang  

Nomor  51    Tahun    2009    menen tuk an   bahwa    Hakim 

Perad i l a n   Ta ta   Usaha   Negara   dapa t

menen tuk an  send i r i  apa  yang  haru s  d ibuk t i k a n ,  s i a p a  yang  

haru s  dibeban i  pembuk t i a n ,  ha l  apa  sa j a  yang  haru s  

dibuk t i k a n  ol eh  pihak  yang  berpe r k a r a  dan  ha l  apa  sa j a  

yang  haru s  dibuk t i k a n  ol eh  Hakim  send i r i ,  a l a t  buk t i  mana  

sa j a  yang  haru s  diu t amakan  un tuk  d ipe r g un ak a n  da l am  

pembuk t i a n  dan  kekua t a n  pembuk t i a n  yang  te l a h  d i a j u k a n ; -

Menimbang ,  bahwa  dar i  da l i l  guga t a n  Pengguga t  dan  

ban t a h a n  Terguga t  se r t a  buk t i - buk t i  su r a t  maupun  saks i  

yang  d ia j u k a n  d i  per s i d a n g a n ,  menuru t  pendapa t  Maje l i s  

Hakim  yang  menjad i   pe r s o a l a n  pokok  da l am  sengke t a  in i  

ada l a h  apakah  Terguga t  da l am  menerb i t k a n  Keputu s a n  in  

l i t i s  ada  mengandung  caca t  ju r i d i s  dan  oleh  karenany a  o l eh  

Pengad i l a n  haru s  d inya t a k a n  ba t a l  a t au  t i d a k  sah?  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimban g,  bahwa  un tuk  menemukan  caca t  ju r i d i s  da l am  

Keputu s a n  ob j ek  sengke t a  Maje l i s  Hakim  akan  melakukan  

pengu j i a n  t e r h a d a p  kepu t u s a n  in  l i t i s  ba ik  dar i  seg i  

kewenangan ,  seg i  fo rma l  pro s edu r a l  maupun  seg i  subs t a n s i  

mate r i l n y a  dimana  ke t i g a  seg i  pengu j i a n  te r s e b u t  dapa t  

din i l a i  ba ik  seca r a  kumula t i f  a t aupun  a l t e r n a t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  109  da r i  82  ha l   Put .  Pkr .  
09 /G /2009 / PTUN.PLK
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Menimbang ,  bahwa  se l a n j u t n y a  Maje l i s  Hakim  akan  

mengu j i  kewenangan  te r l e b i h  dahu l u  apakah  Terguga t  I I  

be rwenang  a t au  t i d a k  berwenang  menerb i t k a n  su r a t  obyek  

sengke t a  yang  ber i s i  peno l a k a n  mempros e s  permohonan  

pengguga t  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  un tuk  menge t a hu i  Terguga t  I I  

be rwenang  a t au  ke t i d a k b e rwenangan  da l am   menerb i t k a n  su r a t  

obyek  sengke t a  yang  ber i s i  peno l a k a n  memprose s  permohonan  

pengguga t ,  Maje l i s  hak im  akan  mengka i t k a n  dengan  pera t u r a n  

perundang - undangan  yang  meng a tu r  t en t a n g  ha l  t e r s e b u t  

ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  8  Undang - undang  Nomor  4  Tahun  2009  t en t a n g  

Minera l  dan  Batuba r a  menya t ak a n  bahwa  wewenang  

urus an  per t ambangan  di  wi l ay ah  Kabupa t e n /Ko t a  

menjad i  kewenangan  

Bupa t i /Wa l i k o t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1  aya t  2  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  Repub l i k  

Indone s i a  No.  75  Tahun  2001  Ten t ang   perubah an  

kedua   a t a s   pe r a t u r a n   pemer i n t a h   No.   32  t ahun  

1969  

ten t a n g  pe l a k s a n a a n  Undang- Undang  No.  11  Tahun  

1967  Ten t ang  ke t e n t u a n - ke t en t u a n  pokok  

per t ambangan  menya t a k a n  kuas a  pe r t ambangan  di  

ber i k a n  o leh  Bupa t i /Wa l i k o t a  apab i l a  kuasa  

per t ambangannya  t e r l e t a k  da l am  wi l aya h  

Kabupa t e n /Ko t a  yang  
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ber s a ngku t a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  2  Per a tu r a n  Daerah  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

5  Tahun  2006  Ten t ang  Usaha  Per t ambangan  Umum di  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  menya t a k a n  wewenang  dan  

tanggung  j awab  penye l e n gg a r a a n  urus a n  usaha  di  

bidang   per t ambangan  umum di  dae r a h  kab  Bar i t o  

Uta r a  di l a k uk an  Bupa t i  Bar i t o  Uta r a  (Buk t i  T2-

40) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Pasa l  5  Per a tu r a n  Daerah  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  Nomor  

5  Tahun  2006  Ten t ang  Usaha  Per t ambangan  Umum di  

Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  menya t a k a n  Se t i a p  usaha  

per t ambangan  umum  yang  d i l a k s a n a k a n  di  dae r a h  

haru s  memi l i k i  Sura t  Iz i n  dar i  Bupa t i  (Buk t i  T2-

40) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  16  Per a tu r a n  Daerah  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

Nomor  5  Tahun  2006  Ten t ang  Usaha  Per t ambangan  Umum 

di  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  menya t a k a n  Permohonan  

I j i n  Usaha  Per t ambangan  di a j u k a n  kepada  Bupa t i  

mela l u i  Kepa l a  Dinas  (Buk t i  T2- 40)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  19 ,  20  dan  21  Per a tu r a n  Daerah  Kabupa t e n  Bar i t o  

Uta r a  Nomor  5  Tahun  2006  Ten t ang  Usaha  

Per t ambangan  Umum  di  Kabupa t e n  Bar i t o  Uta r a  

menya t a k an  Pember i a n  i j i n  ada l a h  wewenang  Bupa t i  

(Buk t i  T2- 40) ; - -

Menimbang ,  bahwa  dar i  dasa r - dasa r  hukum yang  ber l a k u  
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sebaga imana  di s e bu t k a n  di a t a s ,  maka  yang  berhak  un tuk  

menerb i t k a n  maupun  menolak  a t aupun  meningka t k a n  i j i n  sua t u  

kuasa  per t ambangan  di  wi l ay ah  Bar i t o  Uta r a  ada l a h  Bupa t i  

Bar i t o  Uta r a  (Te rguga t  I )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  se t e l a h  Maje l i s  Hakim  mempela j a r i  

dengan  seks ama  su r a t  kepu t u s a n  obyek  sengke t a  a  quo  (Vide  

buk t i  T1- 1=T2- 38=P- 1)  ,  di t emukan  pernya t a a n  

Terguga t  I I  pada  angka  3  yang  menegaskan  bahwa  permohonan  

pen i ngka t a n  i j i n  kuasa  per t ambangan  Pengguga t  dar i  

Ekp lo r a s i  ke  t ahap  eksp l o i t a s i  t i d a k  dapa t  dip r o s e s   a t au  

di  to l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dengan  menga i t k a n  dasa r - dasa r  hukum 

dia t a s  dengan  ob j ek  sengke t a  a  quo  (Vide  buk t i  T1- 1=T2-

38=P- 1) ,  maje l i s  hak im  menyimpu lk an  bahwa  Terguga t  I I  

t i d a k  mempunya i  kewenangan  un tuk  menge lu a r k a n  kepu t u s a n  

peno l a k a n  in  l i t i s  (onb i v o e ghe i d  ra t i o n e  mate r i a l e )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  karen a  Terguga t  I I  t i d a k  berwenang  

menge lu a r k a n  kepu t u s a n  peno l a k a n  in  l i t i s  maka  seca r a  

l ang s ung  ob j ek  sengke t a  t e l a h  mengandung  caca t  yur i d i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa  berda s a r  fak t a - fak t a  hukum  dan  
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per t imbangan  te r s e b u t  d i  a t a s  maka  ob j ek  sengke t a  aquo  

yang  d i t e r b i t k a n  Terguga t  I I  t e l a h  mengandung  caca t  

yur i d i s  da r i  seg i  kewenangan  (onb i v o e gh e i d  ra t i o n e  

mate r i a l e )  dan  ber t e n t a n g a n  dengan  ke t e n t u a n  perundang -

undangan  sebaga i  mana  dimaksud  da l am  Pasa l  53  aya t  2  huru f  

a  UU Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang - undang  

Nomor  9  t ahun  2004  yang  t e l a h  d i r ub a h  dengan  Undang- undang  

Nomor  51  Tahun  2009  Ten ta ng  Perad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  

se r t a  melangga r  asa s - asa s  umum pemer i n t a h a n  yang  ba ik  

khusus nya  asa s   kepa s t i a n  hukum dan  asa s  kece rma t a n  t e l a h  

te r b uk t i  seca r a  sah  dan  meyak ink an  un tuk  i t u  maka  ob jek  

sengke t a  berupa   Sura t  Nomor  407 /TAMBEN-C/VI  Tangga l  25  

Jun i  2009  haru s l a h  dinya t a k a n  ba t a l  dengan  di s e r t a i  

kewa j i b a n  kepada  Terguga t  I I  un tuk  mencabu t  ob j ek  sengke t a  

aquo  se r t a  melan j u t k a n  pros e s  permohonan  pen i ngka t a n  Kuasa  

Per t ambangan  yang  d i a j u k a n  Pengguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  Pengguga t  menuntu t  Terguga t  I  un tuk  

menerb i t k a n  I j i n  Usaha  Per t ambangan  Opera s i  Produks i  ( IUP  

OP)  a t a s  nama  Pengguga t ,  maka  Pengad i l a n  t i d a k  dapa t  

mengabu l k a nnya  karena  yang  menjad i  ob jek  sengke t a  aquo  

ada l a h   Sura t   Peno l a k an   yang   t e r b i t k a n k a n   Terguga t   I I  

bukan   su r a t   peno l a k a n   j i n  

Usaha  Per t ambangan  Opera s i  Produks i  ( IUP  OP)  yang  menjad i  

kewenangan  Terguga t  I ,  dan  bukan  pu l a  yang  berka i t a n  
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dengan  Pasa l  3   Undang - undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo .  

Undang - undang  Nomor  9  Tahun  2004  yang  t e l a h  di  rubah  

dengan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Ten t ang  Perad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  dar i  se l u r u h  

per t imbangan  t e r s e b u t  d i  a t a s  maka  Pengguga t  t e l a h  dapa t  

membukt i k a n  guga t a nnya ,  sedangkan  Terguga t  I  dan  Terguga t  

I I  t e l a h  t i d a k  dapa t  membukt i k a n  sanggahanya ,  maka  guga t a n  

Pengguga t  sudah  sepa t u t n y a  menuru t  hukum un tuk  dikabu l k a n  

sebag i a n  dan  menol ak  se l e b i h n y a ; -

Menimbang  bahwa  a t a s  permohonan  penundaan  ber l a k u ny a  

obyek  sengke t a  yang  di a j u k a n  Pengguga t ,  maje l i s  hak im  

se t e l a h  melakukan  pemer i k s a a n  t i d a k  menemukan  adanya  ha l -

ha l  yang  dapa t  d igunakan  sebaga i  a l a s a n  un tuk  mengabu l k a n  

permohonan  te r s e b u t ,  un tuk  i t u  cukup  a l a s a n  bag i  maje l i s  

hak im  un tuk  menolak  permohonan  penundaan  ber l a k u ny a  obyek  

sengke t a  yang  d i a j u k a n  pengguga t  t e r s e b u t ; -

Menimbang ,  bahwa  da l am  musyawarah  Maje l i s  Hakim  da l am  

perka r a  in i  t i d a k  te r d a p a t  adanya  di s s e n t i n g  op in i o n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang  bahwa  dengan  d ikabu l k a n  guga t a n  Pengguga t  

un tuk  sebag i a n ,  maka   berda s a r k a n   Pasa l   110   Undang -

Undang   Nomor   5   Tahun   1986   jo .   Undang  -

undang  Nomor  9  t ahun  2004  yang  t e l a h  d i r ub ah  dengan  
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Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Ten t ang  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara ,  kepada  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  ha ru s  

dihukum  un tuk  membaya r  biaya  perka r a  seca r a  t anggung  

ren t e n g ,  yang  besa r ny a  akan  d i t e n t u k a n  di  da l am  amar  

pu tu s a n  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  da l i l - da l i l  pa r a  p ihak ,  

su r a t - su r a t  buk t i  dan  ke t e r a n g a n  saks i  yang  t i d a k  

dipe r t i mbangkan  da l am  pu tu s a n  in i ,  dianggap  t i d a k  ada  

re l e v a n s i n y a  dengan  sengke t a  a  quo  dan  ol eh  karenany a  

haru s l a h  d ike s amp i ngkan ,  namun  t e t a p  menjad i  bag i a n  yang  

t i d a k  t e r p i s a k a n  dengan  pu tu s a n  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  pasa l - pasa l  da l am  Undang- undang  Nomor  5  

Tahun  1986  Jo .  Undang - undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo .  

Undang - undang  Nomor  51  Tahun  2009  Ten t ang  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara ,  Undang - undang  Nomor  4  Tahun  2009  Ten t ang  

Minera l  dan  Batu  bara  se r t a  per a t u r a n  l a i n ny a  yang  

te r k a i t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM  EKSEPSI;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  eksep s i  Terguga t  I  un tuk  se l u r u hny a ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - -

Mengabu l k an  Guga t an  Pengguga t  un tuk  

sebag i a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menya t ak a n  ba t a l  Sura t  Nomor  407 /TAMBEN-C/VI  Tangga l  25  

Jun i  2009  yang  d i t e r b i t k a n  Terguga t  

I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in t a h k a n  Terguga t  I I  un tuk  mencabu t  Sura t  Nomor  

407 /TAMBEN-C/VI  Tangga l  25  Jun i  

2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in t a h k a n  Terguga t  I I  un tuk  melan j u t k a n  pros e s  

permohonan  pen i ngka t a n  Kuasa  Per t ambangan  yang  di a j u k a n  

Pengguga t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in t a h k a n  Terguga t  I I  un tuk  menerb i t k a n  rekomenda s i  

pen i ngka t a n  Kuasa  Per t ambangan  yang  di a j u k a n  Pengguga t  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  Guga t an  Pengguga t  un tuk  se l e b i h n y a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Terguga t  I  dan  t e r g ug a t  I I  un tuk  membaya r  b iaya  

perka r a  seca r a  t anggung  ren t e n g  sebe s a r  Rp. 15 .152 . 5 0 0 , -  

( l ima  be l a s  ju t a  se r a t u s  l ima  pu luh  dua  r i bu  l ima  ra t u s  

rup i a h )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Demik i a n  d ipu t u s k a n  da l am  Rapa t  Permusyawar a t a n  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Pa l angka r a y a  
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pada  har i  RABU tangga l  06  Janua r i  2010 ,  o leh  kami  ACHMAD 

ROMLI,  S.H. ,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  GUGUM SURYA 

GUMILAR,   S.H.   dan   HARI  SUNARYO,  S.H.    masing - mas ing  

sebaga i  

Hakim  Anggot a ,  Putu s a n  te r s e b u t  diuc apkan  da l am  s id ang  

yang  t e r b uk a  un tuk  umum  pada  Har i  Sen in   t angga l  11  

Janua r i  2010  o leh  Maje l i s  Hakim  t e r s e b u t  dengan  diban t u  

ol eh  MARUBA SILALAHI,  S.H.  sebaga i  Pan i t e r a  Penggan t i  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Pa l angka r a y a ,  dengan  dihad i r i  

ol eh  Kuasa  Terguga t  I  se r t a  Kuasa  Terguga t  I I  dan  t anpa  

dihad i r i  ol eh  Pengguga t  /  Kuasa nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

  

      HAKIM-HAKIM ANGGOTA             HAKIM KETUA MAJELIS

                                                        

1 .  GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.          ACHMAD ROMLI,  S.H.

              

  
2 .  HARI SUNARYO, S.H.

  PANITERA PENGGANTI

  MARUBA SILALAHI,  S.H.
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Per inc i an  Biaya  Perkara  No.  09/G/2009 /PTUN.PLK

1.    Pendaf ta ran  Gugatan             Rp.  

30.000 , -

2. Matera i Rp.           6.000 , -

3. Redaks i Rp.           5.000 , -

4. Leges Rp.           3.000 , -

5.    Sura t  Panggi l an            Rp.  

108.500 , -

6.    Pemer iksaan  Setempat  Rp.  15.000 .000 , -

                     Rp.     15.152 .500  , -  

                                      ( L ima be las  ju ta  sera tus  

l ima  puluh  dua r ibu  l ima  ra tus  rup iah )  
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